
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVTNSJ SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 2. TAHUN 2023 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali 
cliubah terakhir dengan Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menetapkan 
Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa untuk 
setiap Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 ; 

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2 . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Dir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20_!:S...Nomor( 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksan.aan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Uodang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggarao Pendapatan dan Bclanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber darl Anggaran Pendapa tan . dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang R.incian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tri.hun 2014 Nomor 209 1); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnr 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094); 

13. Peraturan Mllnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negru·a Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
deogan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tallun 2018 
tentang Peruba.han Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tenu.ng Pcmbentukan Produk: Hukum Daere:h (Berita 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2018 Nomor 157); ( 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 53); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1099); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Talum 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 89); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaa.n Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan 
Berdasarkan Hak Asal Usu! dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusa11. Musyawarah Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat 
(Berita Negara Republik Indonesia Ta:b.un 2016 Nomor 787L 

25. Peraturan Menteri De~a, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negal'a Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan f 
Tcansmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga1, dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1569); ( 
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26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Ura.um 
Pembangunan clan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrnsi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Rcpubli.k lodonesia Tnhun 
2022 Nomor 960); 

28. Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 61/PMK.07 /2019 tentang 
Pedoman Penggunaan Transfer ke Oaerah dan Dana Dcsa untuk 
Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting 
Terintegrasi (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 
Nomor 530); 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Rcpubli.k Indonesia Tahun 
2022 Nomor 1295); 

30. Keputusan Bersama Menteri Oalam Negcri, Menteri Keuangan, 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
dan Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional/Kepala Badan 
Peren canaan Pembangunan Nasional Nomor : 140-8698 Tahun 
2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, 
Nomor : 0l/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyeiarasan dan 
Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerint:ah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa; (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomc>r 1455); 

32. Peratu1·an Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2022 Nomor 3); 

33. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas clan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan 
serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita 
Daerah Kabupatcn Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63) 
sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Bupati Nomor 63 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati , 
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi., f­
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-
Badan Daerah, Kecamatan scrta Kelurahan di Kabupatcn Ogan 
Komering Ulu Timur (Serita Daerah Kabupaten Ogan Komering Uht 

Timu, Tab= 2019 N_, 63); r 
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34. Peraturan Bupati Ogan • Komering Ulu Timur Nomor 70 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 
70) sebagairoana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47); 

35. Peraturan Bupati Ogan Komcring Ulu Timur Nomor 85 
Tahun 2019 ten tang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang AnggaJ·an Pendapatan 
dan Belaaja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat 
(Berita Daerab Kal.mpaten Ogan Komering Ulu Timi:.r Tahn n 2019 

Nomor 85); 

36. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan 
Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2020 Nomor 74). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, 
PELAKSANAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK 
SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering TJlu Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya 
disebut DiJ.1.as PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 
disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Ka.bupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

7 . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah f­
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat clan Desa Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

8 . Kecamata11 atau yang disebut dengan nama lain adal.ah bagian 
wilayah dari Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang 
dipimpin oleb Cam.at Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. r 
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9 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang d.isebut dengnn nakama 
lain, selanjutnya d.isebut Desa adalah kesatuan ma,iyar at 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang ~tuk 
mengatur dan mengurus 1.1n.1san pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, ~ asal 
usu! dan/ atau hak trad.isional yang diakui dan dihonuati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang d.itransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten dan digunakan u.ntuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembane,unan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemcrintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Peme.rintahan Desa. 

13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri. 

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis . 

15. Keuangan Desa adalah semua hale dan kewajiban desa yang dapat 
dinilai den.gan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegia.tan yang 
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat (RPJMDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut (RKPDes) 
adalah ?enjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang•undangan yang 
ditet.apkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang climiliki Desa yang 
meliputi kewenangan berdasarkan bale asal-usul, kewenangan f­
lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Prov:insi atau Pemerinta.h Daerah 
Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan olEih 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerint.ah Daerah 
Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturart perundang-r 
undangan. 
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22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besaniya kesejahteraan masyarakat 

Desa. 
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adru.ah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai 
dengan esensi musalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau 
kegiatan yang didahulukan dan diutamak:an dari pada pillhan 
kegiatan Jainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa. 

25. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan 
merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas 
usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk 
unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola 

melalui kerja sama antar-Desa. 
26. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat 

desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bcrsifat 
produktif dengan me.ngutamakan pemanfaatan sumber daya, 
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambaban 
upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
kesejabteraan rakyat. 

27. Bantuan Langsung 
(BLT) Oesa adalah 
penerima manfaat 
Oesa. 

Tonai Desa yang selanjutnYa di1:1ebut 
pemberian uang tunai kepada keluarga 
di Desa yang bersumber dari Dana 

28. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut 
(SDGs) Desa adalab upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa 
kemisk:inan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa 
peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Dc::Ja peduli 
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa 
tanggap budaya untuk percepatan penca:i:,aian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. 

29. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Reken.ing Kas Desa 
(RKD). 

30. Pengeluaran Desa adalab uang yang keluar dari Rekening Kas 
Desa (RKO). 

31. Pendapatan adalah semua penerimaan d~sa dalam. l (satu) Tahun 
Anggru·an yang menjadi hale desa dan tidak perlu dikembalikan 
olell desa. 

32. Sumbe.r Pe~dapatan Desa adalah sumber penerimaan ~esa yang 
berasal dan Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Daer~, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, 
Pemenntah Provinsi dan Pemerintah Daerah, b.ibah dan 
sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa. 

33. K_e~~gan Desa adalah semua hale dan kewajiban Desa yang dapat 
dmilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan bara.ng 
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
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34. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
mcliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggun,gjawaban dan pengawasan keuangan desa. 

35. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kcwajiban desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan 
cliterima kembali oleh desa. 

36. Pembiayaan Desa adalah semua p enerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun 
Anggaran berikutnya. 

37. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya clisingkat (PKPKD) adalah Kepala Desa atau sebutan 
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluru.han pengelolaan keuangan Desa. 

38. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 
(PPKD) adalah Perangkat Desa, yang melaksanakan pe.ngelolaan 
k euangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

39 . Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas 
sebagai koordinator PPKD. 

40. Kepala urusan, yang selanjutnya disebut (Kaur) adalah p=gkat 
desa yang berkedudukan sebagai unsur sta! sekretariat dr,sa yang 
menjalankan tugas PPKD. 

41. Kepala seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat 
desa yang berkedudukan sebagai pelaksana tek::lis yang 
menjalankan tugas PPKD. 

42. Pecerintab Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Pre:iiden Republik Indonesia yang memegang Kekuasaan 
Pemerintab. Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya 
d.isingkat (APBN) adalab Rencana Keuangan Tabunan Pemerintah 
Negara yang clisetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

44. Transfer ke Daerah adalab bagian clan Belanja Negara dalaro 
rangka roendanai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berupa Dana 
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer Lainnya. 

45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat lAPBD) adalah Rencana Keuangan Tahu.nan 
Pemerintal1an Daerah yang d.ibahas dan d.isetujui bersama oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

46. Rekening !<as Umum Negara, yang selanjutnya di·singkat RKUN, i 
adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum / 
Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan 
membayar seluru.h pengeluaran Negara pada Bank Sentral. ( 
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47. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya cilsing)<at (RKUDJ 
adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampun,g seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank 
yang ditetapkan. 

48. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat (RKD) adalah 
tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung 
selu ruh penerimaan Desa dan digunakan untulc membayar 
seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekeni:og pada Bank 
yang ditetapkan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa clan 
Kaur Keuangan. 

49. Badan Usaha Milik Desa, selanju tnya disebut (BUMDesa) adalah 
badan usaha yang sehuuh atau sebagian besar modalnya diroiiiJri 
oleb Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Oesa yang dipisahkan guna mengelola nset, jasa 
pele.yanan dan usaha lainnya untu.k sebesar-besarnya 
kesejahteraan Masyarakat Desa. 

50. Dana Cadangan adalab dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam l fsatu) Tahun Anggaran. 

5 1. Surplus Anggaran Desa adalah se.lisih lebih antara pendapatan 
desa dengan belanja desa. 

52. Defisit Anggaran Desa adalah se.lisih kurang antara pendapatan 
desa dengan belanja desa. 

53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut (SILPA) 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat (DPA) 
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan anggaran 
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
yang akan dilaksaoakan berdasarkan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDesa. 

55. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya 
dising)<at (DPPAJ adalah dokumen yang memuat perubahan rincian 
kegiatan, anggaran yang disedia.1can dan rencana pemu:ikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan 
yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau 
Perubahan Penjabaran APBOesa. 

56. Dolcumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat (OPAL) adalah dokumen yang memuat kegiatan, 
anggaran dan rencana penarikan dana untu.k kegiatan lanjutan 
yang anggarannya bera:sal dari SILPA Tahun Angga.ra.n 
sebelumnya. 

57. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/ jasa oleh Pemerintah Desa, bai.k dilakukan melalui 
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

58. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat (TPK) adalah 
tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri da.ri 
unsur Pemerintab Oesa dan unsur Iembaga kemasyarakatan desa/ 
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 
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59. Rencana Anggaran Kas Oesa yang selanjutnya disebut (RAK) Oesa 
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas 
keluar yang digunakan mengatur Penarikan dana dnri rekening 
kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran t,erdasarkan DPA 
yang telah disabkan oleh Kepala Desa. 

60. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat (RPO) 
adalah Dolcumen yang memuat anggaran dan rencana p~arikan 
dana darl Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per 
Sumber dana berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa. 

61 . Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat (BPN) adalah. 
dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi 
penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan 
Negara (N1'PN) berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 
(enam belas) digit dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor 
Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrnsi lain yang 
kedudukannya disamakan dengan surat seto.ran. 

62. Surat Perrointaan Pembayaran yang selar1jutnya disingkat (SPP) 
adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan 
barang dan jasa. 

153. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang 
direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Oesa, pembangunan da.erah tertinggal dan 
transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, 
Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. 

64. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah 
Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang 
Keuangan Negara. 

65. Badan Kerja sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat (BKAD) 
adalah sebuah Lembaga yang dibent1.1k atas dasar Kesepakatan 
Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan. 

66. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkat (APTP) adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

BAB II 

TUJUAN DAN PRINSIP 
Pasal 2 

Memberikan acuan bagi Desa dalara menyelenggarakan Kewenangan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai 
Dana Desa. 

Pasal 3 

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip : 
a. Keadilan, deng-an mengutamakan hale dan kepentingan seluruh 

warga Desa tanpa membeda-bedakan; 
b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa 

yang lebil1 mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan 
langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; ( 
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c. Terfokus, dengan mengutamakan piliban penggunaan Dana Desa 
pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan riesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan 
Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang 

dibagi rata; 
d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal 

usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 
e. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa, krcativitas dan 

peran serta masyaralcat Desa; 
f . Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam 

pelalcsanaan kcgiatan pembangunan Desa yang clibiayai Dana 

Desa; 
g. Berclikari, dengan mengutamakan pcooanfaatan Dana Desa dcngan 

mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai keglatan 
pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untulc masyaralcat Desa 
sehingga Dana Desa berputar sccara berkclaajutan cli wilayah 
Desa dan/atau Kabupate.n; 

b . Berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamak.an 
pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam 
yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai 
Dana Desa; dan 

i. Tipologi Dcsa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan 
ekologi Dcsa yang kbas, serta perubahan atau perkembangan dan 
kemajuan Desa. 

BAB Ill 

PENETAPAN RrNCIAN DANA DESA 

Pasal 4 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa cli Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun Anggaran 2023 yakni berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 201 /PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Dcsa 
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam (Lampiran I) 
Peraturan Bupati ini, dengan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah 
scbesar Rp. 256.846.091.000,- (dua. ratus lima puluh cnam miliar 
delapan ratus empat puluh enam juta sembilan puluh satu ribu 
rupiah). 

BAB IV 

PENYALURAN DAN PENCAlRAN DANA OESA 

Paragraf 1 

Tahapan Persyaratan Penyaluran 

Pasal 5 

(I ) Dana Desa disalurkan dari RKUN kc RKD melalui RKUD; 

(2) Penyalura:n Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah 
Kabupaten dan penyaluran dana basil pemotongan Dana Dcsa ke r 
RKD; 
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\3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran 
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati; 

(4) Besaran Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas : 
a. Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa; dan 
b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa. 

(5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf b di atas merupakan kebutuhan BLT Desa 
selama 12 (dua belas) bulan. 

(6) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a di atas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa 

untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat 
bulan ,Januari serta paling lambat bulan Juni; 

b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 
Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling 
cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan 

c. Tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa 
untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat 

bulanJuni. 
(7) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 
(dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut ; 
a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh .persen) dari pagu Dana Desa 

untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat 
bulan ,Januari serta paling lambat bulan Juni; dan 

b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 
Desa untuk non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling 
cepat bulan Maret. 

(8) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan 
status Desa basil penilaian yang dilakukan setiap tahuri dan 
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun. 

Pasal 6 

(1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (6) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran 
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima 
dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati seca~a lcrigkap dan 
benar, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a . Tahap I berupa : 

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (softcopy PDF); dan 
2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. Tahap II berupa: 
l . Laporan realisasi penyerapan dan capaian kelu.aran Dana 

Desa Tahun Anggaran 2022; dan ( 
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2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (l.ima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling 
rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa 
untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah 

disalurkan; dan 
c. Tahap III berupa: 

1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa u:ntuk non BLT Desa sampai dengan Tahap II 
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-r.ata capaian 
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa 
Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan 

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa 
Tahun Anggaran 2022. (Lampiran ll) 

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : 
a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; 
b. Tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan 

c. Batas waktu untuk Tahap III mengikuti kebijakan langkah­
langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
(3) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa untuk Desa berstatus 

Desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya.t (7), 
dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, lnsentif, 
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkE,p dan benar, 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tahap I berupa : 
1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (sojtcopy PDF); dan 

2 . Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b . Tahap II berupa : 
1. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahun anggaran 2022; 
2 . Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (l.ima puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling 
rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa 
untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah 

disalurkan; dan 
3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa 

Tahun Anggaran 2022. 

(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dengan ketentuan : 

a. Tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan { 
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b. Batas waktu untuk Tahap n mengikuti kebijakan Jangkah­
langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(5) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022, selain 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan p~ekaman realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan 
bulan kedua belas Tahun Anggaran 2022. 

(6) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk 
BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, 
Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalu rkan. 

(7) Bupati b crtanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimar,a dimaksud pada ayat 
(1) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh 
Desa, dan Wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen 
persyaratan penyaluran Tahap J pertama kali disertai dengan 
daftar RKD. 

(8) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (li huruf b 
angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian lcelunran dari 
seluruh kegiatan setiap Desa. 

(9) Laporan r·ealisasi penyerapan dan capRian keluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, 

serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluarau, volume 
keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. 

(10 ) Dalam ha! tabel referensi sebagalmana dimaksud pada ayat (9) 
belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan 
permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN 
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan 
Keistimewaan untuk dila.lrukan pemutakhiran. 

(11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri. 

(12) Daftar RKD sebagsumana dimaksud pada ayat (7) merupakan 
daftar rekening kas setiap Desa pada Bank umum yang terdaftar 
dalam si!1tem lcliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank 
Indonesia real time gross settlement sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(13) Dalam hal terdapat perubahan RKD sehagairnana diroaksud pada 
ayat (12), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN 
Penyalurau Dana Desa, lnsentif, Otonomi Khusus, dan 
Keistimewaan. 

(14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (13) dilaksanakan berdasarkan keteutuan mengenai 
pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem 
perbendaharaan dan anggaran negara. 
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(15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang 
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi p~rangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan 
Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah ~ebagaimana c\imaksud 
pada ayat (15) ditunjuk oleh Bupati. 

( 17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta surat pengantar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan dalam bentuk 
dokumen digital (soft.copy). 

(18) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pe.da ayat (17) 
diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online. Monitori.r1g Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). 

Pasal 7 

(1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa 
mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan 
ketiga: 
1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk Desa 

berstatus Desa mandiri; 
2. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat 

bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan 
untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat 
tanggal 12 Mei 2023; 

3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa 
layak salur tiap-tiap bulannya; 

4. Menyampaikan peraturan Kepala Desa atau Keputusan 
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima 
manfaat BLT Desa; dan 

5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai 
dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 
2023. 

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan 
bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan 
penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap­
tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan 
bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang 
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai 
dengan bulan ketiga; f 

2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sw:npai 

dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April r 
2023; 
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3. Dana Desa untl.1k BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan 
bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaet yang 
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat 
sarnpai dengan bulan keenam; 

4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai 
dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 

2023; 
5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan 

bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang 
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh 
sampai dengan bulan kesembilan; _dan 

6 . Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai 
dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan 

Oktober 2023. 
(2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk 

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) discrtai dengan 

surat pengantar. 
(3) Surat p<.---ngantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditandatangani paling rendah oleh p.impinan organisasi perangkat 
daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan 
daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaun masyarakat. 

(4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan 
penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi 
OM-SPAN. 

(6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari 
hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa 
yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa 

setiap bulannya. 
(7) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai 

dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk 
non BLT Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) 
huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(8) Dalam ha! terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud 
d.isalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana De:,ia untuk non 
BLT Desa Tahap ill sebagaimana dimaksud dalam Pasal !', ayat (6) 
huruf c atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) 
hurufb. 

(9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalatn Aplikasi 
OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) 

dan ayat (7) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh limaf 
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. 
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(10) Bupati wajib melakukao perekaman realisasi .jumlah keluarga 
penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan 
kedua betas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023. 

( 11) Perekaman realisasi jumJah keluarga penerima manfaat sampa.i 
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

menjacli persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 
anggaran 2024. 

(12) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagairnaoa dimaksud 
daJarn Pasal 13 ayat (6), Bupati mengajukan penyaluren tambahan 
Dana Desa. 

( 13) Penyaluran tambahan Dana Desa cli tahun anggaran berjelan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) d.ilakukan secara sekaligus 
paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023. 

(14) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan 
dilaksanakan setelab Bupati melakukan penandaan pengajuan 
penyaluran a tas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada 
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan 
Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat 
pengantar. 

(15) Tarnbahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan 
setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 . 

(16) Surat pengantar sebagairoana dimalw\d pada ayat (14) 
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organ:isnsi perangkat 
daerah yang menyelenggarakan urusan pengelola.nn keuangan 
daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat. 

( 1 7 ) Pimpinao organisasi peraogkat Daerah seb11gaiman11. dimal,-.sud pada 
ayat (16) ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 8 

Bupati bertanggungjawab atas: 

a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran De.na Desa dan 
kebenaran dokumen persyaratan untiik setiap tahap penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan 

b. Kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa sebagaimana dimak'sud dalam Pasal 7 ayat (1). 

Pasal 9 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimnna dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati 
melalu.i Ca.mat, secara lengkap dan b,mar d.engan ketentuan : 
a. Tahap I 1.:>erupa : 

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa. 
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b. Tahap II bcrupa: 
1. Laporan realisasi peoyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahun anggaran 2022; den 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima 
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
m,munjukkao paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima 
persen) dari Dana Desa untuk non BLT Dena Tahap I dan 

BLT Desa yang telah disalurkan; dan 

c. Tahap llI berupa : 
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa untuk non BLT Desa sampai dengan 
tahap II menunjukkan rata-rata realisa:si penycrapan 
paling rendah sebesar 90% (sembilan pu.luh persen) dan 
rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rcndah 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa 
untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah 

disalurkan; dan 
2. Laporan konvergensi pencegaban stunting ting)(.at Desa 

tahun anggaran 2022 (hardcopy) beserta Dokumen digital 

(Softcopy PDF) . 
(2) Dalam rangl<a penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), Kepala Desa 
dengan status Desa Mandiri menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengl<ap dan 

benar dengan ketentuao : 
a . Tahap I berupa : 

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa 

b. Tahap II berupa : 
1. Laporan realisasi penyerapao dan capaian keluaran Dana 

Dcsa Tahun Anggaran 2022; 
2. Laporan realisasi penyer.apan dan capaian keluaran Dana 

Desa unutk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rat a 
realisasi penyerapan paling rendoh sebesar 50% (lima 
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima 
persen) ciari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan 
BLT Desa yang telah disalurkan; dan 

3. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting tingl<at Desa 
Tahun Anggaran 2022 (hardcopy) beserta Dokumcn digital 

(Soft.copy PDF). 
(3) Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 

12 (dua bclas) bu.Ian, selain persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) buruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan 
data realisasi pembayaran BLT Oesa bu.Ian kesatu sampai dengan 
bulan kedua belas. f-(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b 
angka 2 dan huruf c angl<a 1 sc.rta ayat · (2) huruf b angl<a 2 
dihitung b erdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari r 
seluruh kegi.atan setiap Desa. 
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(5) Laporan realisasi penyerapan dan capeian keluaran sebageimana 
dimaksud pada ayat (ll hurnf b angka 2 dan huru f c angka l, 
serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, 
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala. Desa 
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada 
Bupati unl'uk dilakukan pemutakhiran. 

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dim.aksud pada ayat (6) 
mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri. 

Pasal 10 

(1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa 
mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai 

dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa 
menyampaikan : 
1. Peraturan D,:sa meogenru APBDesa; dan 
2. Peraturao Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa 

mengenai pcnetapan kcluarga penerima manfaat BLT 
Des-a, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023. 

b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Dcsa bulan keempat 
sampai dengan bulan kedua bclas dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat 

sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala 
Desa menyampaikao realisasi jumlah keluar~a penerima 
manfaat yang telah menerima pembaya.ran BLT Desa 
bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga; 

2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh 
sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah 
Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT 
Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan 

3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh 
sampai dengan bulao kedua betas dilaksanakan setelah 
Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga 
penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT 
Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan k~sembilan. 

(2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumJah keluarga 
penerima maofaat yang telah menerima pembayat'an BLT Desa 
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati 
paling lambat tanggal 15 Oesember 2023. 

(3) Dalam hat tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari 
libur atsu hari yang diliburkan, batas waktu p,myampaian data 
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya. 

sebagaimana ( 
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(4) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebemu·an data realisasi 
jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran 
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 11 

(1) Dalam ha! Bupati tidalc menyampaikan: 
a. Dokwnen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3); dan 
b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa 

sebagaimana di.maksud dalam Pasal 7, sampai dengan batas 
akhir penyam-paian dokumen persyaratan penyaluran Dana 
Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan 
menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat di!lalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

Paragraf2 
Persyaratan Pencairan Dana Desa 

Pasal 12 

Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan Dana Desa 
untuk angga.ran Lanjutan (DPAL) atau Tahap I kepada Bupati c.q. 
Camat (lengkap, benar dan sah) berdasa.rkan Checklist Kelengkapan 
Dokumen dari desa baik Dokumen ha.rdropy maupun Dokumen Digital 
(PDF}, dan ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen 
dari Kecamatan (lengkap, bena.r dan sal:i), selanjutnya Camat 
menyampaikan arsip dokumen pennohonan pencairan dari Kepala 
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melali1i Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital 
(PDF) dan beberapa Dokumcn hardcopy, diantaranya : 
a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 
b. Peratur an Desa mengenai APBDesa yang sudah disahkan Kepala 

Desa dengan lampiran: 
1. Lampiran 1.a - Perdes APBDesa; 
2. Lampiran Lb - Perdes APBDesa; 
3. RAB l - Rincian Anggaran Pendapatan; 
4. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja; 
5. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan; 
6. Ringkasan APBDesa Lb per sumber dana (PAD, ADD, DDS, 

PBH, PBK, PBP, SWD, DLL); dan 

7. Lampiran Serita Acara Hasil Musyawarah BPD. 
c. PeTaturan Kepala Desa mengenai Penjllbaran APBDesa yang sudah 

disah.kan dari Kepala Desa. dengan Jampiran : f 
1. Lampirnn 1.c - Penjabaran APBDesa. 

d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDes) berserta lampiran Berita Acara Hasil Musyawarah r 
Penetapan RKPDes; 
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e. Peraturan Desa mengenai Kewenangan berd.asarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa; 

f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, ijika tersedia) 
berserta lampiran usulan penyertaan modal dari Bumdes; 

g. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Rencana Kegiatan Desa (DPA), dlill Kegiatan 
Lanjutan (DPAL) ijika ada); 

h . Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala 

I. 

j. 

Desa; 
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD; 
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang 1'PK (Tim 
Pelaksana Kegiatan); 

k . Fotokopi Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa; 
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan 
Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); 

I. 

m. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 
n . Fotokopi Buku Nomor Rekening Desa; 
o. Fotokopi NPWP Desa; 
p. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima 

manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai 
penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaan BLT Desa 
yang diketahui Camat, beserta lampiran daftar penerima BLT 
Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa dan dokumcn pendukung 
lainnya, yaitu : 
1. Hasil Berita Acara Musdessus/ Musyawarah insidentil daftar 

penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa. 
2. Surat Permohonan Pengesaban/mengetahui Peraturan Kepala 

Desa mengenai penetapan keluarga pener..ma manfaat BLT DeF.a 
atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapa11 tidak terdapat 
keluarga penerima manfaat BLT Desa ke Camat. (lampiran lll); 

q. Lem bar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui 
camat atau sebutan lain guna per.1gajuan Rancangan Perdes 
tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan 
.'\PBDesa sebelum APBDesa Disahkan, (Lampiran IV); 

r. Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di 
tandatangani oleh Tim Evaluasi APBDesa, (Lampiran V); 

s. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa 
(Lampiran VI); (Dokumen) 

t. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap Akhir tahun 
sebelumnya/tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan 
Dess. (Laporan Realisasi APBDesa per-sumber dana Lb); 

u. Laporan Output Dana Desa Sampai dengan Tahap Akhir tahun 
sebelumnya/tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan 
Desa yang ditandatangani Kepala Desa clan dicap basab (Laporan 
Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapannya); f 

v. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang 
sudah di,sabkan untuk tahun berjalan, dengan lampiran : 
1. Ringkasan APBDesa Dana Desa Tahun berjalan melalui Aplikasi 

Sistem Keunngan Desa. (Ringkasan APBDesa l.a dan l.b per- r 
sumber dana); dan 
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2. Rencana Anggaran Biaya (RAB} kegiatan Dana Desa tahu.n 

berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan 
dilampirkan Perhitungan RAB fisik (TOS) beserta RAB Gambar. 
(RAB 2 - Kegiatan per-sumber dana). 

w. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening 
Kegjatan clan Belanja pada Siskeudes untulc Anggaran Lanjutan 
atau Tahap I (Lampiran VII); 

x. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Dana Desa tahap Akhir tahun sebelwnnya, 
bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu) (LampiranVIII) 

y. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung ,lawab Mutlak 
Penggunaan Dana Desa yang dite:rima, bermatera.i Rp. 10.000 
(sepuluh ribu) (Lampiran IX); 

aa. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun lalu/tahap seb.;lumnya 
(wajib jika ada); 

bb. Fotokopi Bukti Setor Batik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumya 
yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada); 

cc. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tr,hap akhir 
tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi 
PMD Kecamatan (arsip wajib); 

dd. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohon an Penca.iran. (lengkap , benar dan sah). (Lampiran X.a); 

ee. Surat Pengantar dari Camat; (Dokumen) 
ff. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; (Dokume.n) dan 
gg. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 

untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b) 

Pasal 13 

Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan Dana Desa 
Tahap I atau Tahap U kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, bcnar dan 
sah) berdasarkan Checklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik 
Dokumen Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF), dan 
ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Ookumen dari 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat 
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala 
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kepala Ba.clan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital 
(PDF) dan beberapa Dokumen Hard.copy. diantaranya : 
a. Surat Pengantar dari Kepala Desa; (Dokumen) 

b. Pennohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa. f 
(Lampiran VI); (Dokumen) 

c. Laporan Realis~si Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran 
Lanjutan (DPAL) atau Tahap I tahun anggaran berjalan melalui 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDesa per( 
surnber dana 1.b); 
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d. Laporan Output Dana Dest.t s.d. Tahap scbelumnya melalui 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ditandatangani Kepala Desa 
dan dicnp basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan 
Realisasi PeoyerapW1I1ya); 

e. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kodc Rekening Kegiatao 
dan Belaoja Pada Siskeudes Tahap I atau Tahap ll (Lampiran VII); 

f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa tentang 
Penggwiaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan, 
bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). (Lampiran VIII); 

g. Surat Pernyataao Paltta lntegritas Tanggung ,Jawab Mutlak 
Penggunaan Dana Desa diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh 
ribu rupiah). (Lampiran IX); 

h . Fotokopi bukti bayar pajak k.egiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaao negara dengan 
teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. (wajib jika ada); 

i. Fotokopi Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun 
berjalan yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada). 

j . Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Desa tahap 
sebelun:.nya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD 
kecamatao (arsip wajib); 

k. Lembar Verifikasi dao Kelengkapao Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.a); 

I. Surat Pe.ngantar dari Camat; (Dokumen) 
m. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; (Dokumen) 
n. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 

untuk Pennohonan Pencairan yang diverifikasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah). (Lampiran X.b). 

Pasal 14 

Kepala Desa mengajukan dokumen pennohonan pencairan Dana Desa 
Tahap U atau Tahap III kepada Bupati c.q. Camat (lengkap, benar dan 
:.ah) berdasarlcan Checklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik 
Dokumen Hardcopy maupun Dokumen Digital (PDF), dan 
ditindaklanjuti dengan Checklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya Camat 
menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari Kepala 
Desa beserta Dokumen Checklist Kecamatan kepada Kcpala Sadan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk Dckumen Digital 
{PDF) dan beberapa Dokumen Hard.copy, diantaranya : 
a. Surat Pengantar dari Kepala Desa; (Dokumen) 
b. Pennohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa. 

(Larnpiran Vl); (Dokumen) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk Tahap 1 atau 
Tahap II tahun anggaran berjalun melalui A.plikasi Sistem 
Keu=gan Desa.(Laporan Realisasi APBDesa per sumber dana Lb); 

d. Laporan Output Dana Desa sampai dengan Tahap sebelumnya 
melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ditandataogani 
Kepala Desa dan dicap basah {Laporan Dafta-r Paket Kegiatan Dana 
Desa dan Realisasi Penyerapannya); ( 
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P ggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening Kcgiatan e. Rencana en . 
dan Belanja Pada Siskeudes Tahap ll atau Tahap lll (LampJian 

VU); 
Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang f. 
Penggunaan Dana Desa tahap sebel~ya tahun berjalan, 
bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). (Lamp1ran VIII) ; 

g. Surat Pemyataan Pakta Integritas Tanggung •Jawab Mutlak 
Penggunaan Dana Desa diterima, bennaterai Rp. 10.000 (sepuluh 

ribu) (Lampiran IX); . . 
h. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang ditcrb1tkan oleh 

Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 
teraan NTPN dan NTB / NTP tahap sebelumnya,(wajib jika ada); 
Fotokopi Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya tahun 
berjalan yang diterbitkan oleh bank, (wajib jika ada); 

i. 

J. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap 
sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD 
Kecamatall (arsip wajib); 

k. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pcncairan (lengkap, benar dan sah).(Lampiran X.a); 
Surat Pengantar dari Camat; (Dokumen) 

m. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; (Dokumen) 
n . Lembar Verifikas.i dan Kelengkapan Berkas Desa dari Kecamatan 

untuk Pennohonan Penca.iran yang di verullcasi Tim Verifikasi 
Kecamatan (lengkap, benar dan sah), (Lampiran X.b). 

Pasal 15 

(1) Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyars.kat dan Desa 
Kecamatan dibantu staf Kasi PMD Kecamatan (dal.am hal ini 
Operator/Satgas Siskeudes Kecamatan), mengadakan penelitian 
berkas kelcngkapan dokumen permohonan sebagai be.rikut : 
a. Memeriksa secara rinci lampiran dokumen permohonan 

Penyaluran atau Permohonan pencairan dari desa; 

b. Dalam hal dokumen permohonan penyaluran atau pencairan 
tidak memenuhi syarat, Ca.mat melalui Ka.si Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kecamatan, memerintahkan penerima 
Dana De~a untuk melengkapi dan/atau memperbaiki 
do;cumen permohonan pen_yaluran maupun c.okumen 
pencairan dimaksud; dan 

c. Setelah dokumer. permohonan pencairan diteliti dan 
dinyatakan memenuhi syarat lengkap, benar dan sah pada 
dokumen Checklist Kelengkapan berkas Pencairan dari Desa 
dan Checklist Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan 
Surat Permohonan Pencairan dari Camat untuk desa tersebut 
yang masuk dalam arsip dokumen permohonan Pencairan dari 
Desa, ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) melaJui KepaJa Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa untuk meminta Surat Pemohonan 
Persetujuan Pencairan Dana Desa bagi desa, guna 
disampaikan kepada Bank Sums.el Babel 3ebagai pengantar 
dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan dari Kepala( 
Desa dan Su.rat Pe.rmohonan Pencairan dari Camat. 
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(2) Penarikan/ peocairan uang tu.nai di Bank, Kaur Kcuangan harus 
mengajukan giro per-kegiatan berdasarkan Rencana Penggunaan 
Dana (RPD) per sumber dana yang diajukan sesuai dengan alat 
pembayaran yang sah, 11 Giro untuk 1 Kegiatan per sumber 

dana). 
13) Penerima Dana Desa bertanggung jawab penuh baik formal 

maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya, sesuai 
dengan Peraturan Perundaog-Undangan. 

BABV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 16 

(1) Dana Desa digunakan untuk membiayai: 
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.an Desa; 
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 
d . Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan 

Mendesak Desa. 
(2) Klasifikasi belanja sebagaiman.a d.imaksud pada ayat (1) buruf a 

sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan 
sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalu.m RKP 
Desa, (lampiran XI) . 

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk 
penanggulangan bencana, kead.aan darurat dan mendesak yang 
terjadi di Desa. 

Pasal 17 

(1) Klasifi.kasi belanja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
h uruf a dibagi dalam sub bidang : 

(2) 

a . Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan 
operasional pemerintahan desa; 

b . Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa; 
c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, 

s tatistik, dan kearsipan; 

d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, 
keuanga."l dan pelaporan; dan 

e. Pcrtanahan. 

Klasifi.kasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf b dibagi druam sub bidang : 
a . Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. Kawasan permukiman; 
e. Kehutanan clan lingkungan hidup; 

f 
f 



(3) 

(4) 

(5) 
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f. Perhubungan, komunikasi dan infonnatika; 
g. Energi dan sumber daya mmeral; dan 

h . Pariwisata. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf c dibagi dalam sub bidang : 
a . Ketentraman, ketertiban wnum, dan perlindungan 

masyarakat; 
b. Kebudayaan dan keagamaan; 
c. Kepemudaan dan olahraga; dan 

d. Kelembagaan masyarakat. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf d dibagi dalam sub bidang : 
a . Kelautan dan perikanan; 

b. Pertanian dan pertemakan; 
c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d . Pemberdayaan perempu an, perlindungan anak dan 

keluarga; 
e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); 
f. Dukungan penanaman modal; dan 

g. Perdagangan dan perindustrian. 
Klasi.fikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf e dibagi dalam sub bidang : 

a. Penanggulangan bencana; 

b. Keadaan darurat; dan 

c. Keadaan mendesak. 

Pasal 18 

(1) Pengatura.11 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, terdiri 
ates: 
a . Priorita.s Penggunaan Dana Desa; 

b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; 
c. Publikasi dan pelaporan; dan 
d . Pembinaan. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diatur dan diu.rus oleh Desa berdasarkan 
kewenangan Desa. 

(3) Pemerintah Desa menganggarkan 
prioritas yang bersumber dari 
penggunaannya untuk : 

dan melaksanakan kegiata.n 
Dana Desa, diutamakan 

a . Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan 
penanganan kemiskinan ekstl'em dalam bentuk BLT Desa 
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% 
(dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa; 

b. Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga 
persen) dari anggaran Dana Desa; 

c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk 
pembangunan lumbung pangan desa; clan 

f 
( 
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d . Dukungan program sektor prioritas di Desa berupa ;Jalltuan 
permodalan kepada Sadan Usaha Milik Desa, program 
kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa 
sesuai dengan potensi karakteristik desa. serta program atau 
kegiatan lain. 

(4) Besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan 
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 
Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa. 

(5) Prioritas Pengguoaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan pcrcepatan 
pencapaian SDGs Desa melalui : 
a. Pemulihan ekonom.i nasional sesuai kewcnangan Desa; 
b. Program prioritas nasional sesuai kcwenangan Oesa; dan 
c. Mitigasi dan penanganan bencanfl alam dan non-alam sesuai 

kewenangan desa. 
(6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dcngan 

ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transm.igrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Prioritas Penggur.aan Dana Desa Tahun 2023. 

(7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah m.endapat 
persetujuao Bupati melalui Camat. 

(8) Dana Desa yang dilaksanakan scbagaimana ayat (5) dan (7) hams 
berdasarkan Musyawarah Rencaoa Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes). 

(9) Musrenbangdea diadakan untuk mcmbahas dan menyepakati 
rancangan RKP Desa/perubahan RKP Desa dan diikuti oleh 
Pemerintah Kccamatan, Pcmerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) serta unsur masyarakat. 

(10) Rancangan Peraturan Desa meogenai APB Desa disampaikan 
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) 
hari sejak disepakati untuk dievalu.asi, dilengkapi dcngan 
dokumen paling sedikit: 

( 11) 

a. Surat pcngantar; 

b. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB 
Desa; 

c. Peraturan desa mengenai RKP Desa ; 

d . Peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal 
usu! dan kewenangan lokal berskala desa; 

e. Peraturan desa mengcnai pembentukao dana cadangan 
(ji.ka lersedia); 

f. Peraturan desa mengenai pcnyertaan modal (jika terscdia); 
dan 

g. Berita acara basil musyawarah BPD. 

Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dibcrikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
mengenai APBDesa dan Evaluasi Komposisi Bclanja APBDesa. ( 
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1. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
dan Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa, terdiri dad : 

a. Ketua Tim Evaluasi : Camat 
b. Anggota : 1. Kasi PMD Kecamatan. 

2. Staf Kasi PMD Kecamatan 
(1 orang). (dalam hal ini 
Operator/ Sat gas Siskeudes 
Keca.matan). 

c. Rancangan Peratura.n Desa tentang APBDesa yang telah 
dicvaluasi oleh tim Evaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa 
me,njadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 
tanggal 31 Desember tabun anggaran sebelumnya. 

d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang 
APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APBDesa kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 
(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. 

( 12) Daftar Parameter Rekening APBDesa tercantum. dalam 
Lampiran XII Peraturan ini. 

( 13) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) huruf a diprioritaskan keluarga miskin 
yang berdom.isili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam 
keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem. 

( 14) Dal am hal Desa tidak terdapat data penduduk mi skin yang terclaftar 
dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Desa 
dapat menetapkan calon keluarga pene.'"llllli manfaat BLT Desa dari 
keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 
4 data pensasaran percepatan pengbapusan kemiskinan ekstrem. 

( 15) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk misk:in yang terdaftar 
dalmn keluarga desil l sampai dengan desil 4 data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrer.a, Desa dapat 
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BI,T Desa 
berdasarkan la·iteria : 
a . Kem.langan mata pencarian; 
b. Mempunyai anggota keluarga yang sakit 

menahun/kronis dan/atau difabel; 
c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 

atau 

d. Ru m.ah tangga dengan anggota rumah tangga tu.nggal lanjut 
usia. 

(16) Dalam ha! Pemerintah Daerah belutn memiliki data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah 
dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi 
Bidang Koordinasl Peningkatan Kesejahteraan Sosi.al, Kementerian 
Koordinator Bidang Pembangunen Manusia dan Kebudayaan, 

( 17) Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan 
kemiskinan ekstrem per Desa kepada Kepala Desa di wilayahnya. 

(18) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(13), ayat (14), dan ayat (15) ditetapkan dengan peraturan Kepala 
Desa atau kcputusan Kepala Desa. ( 
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(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 
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Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (18) paling sedikit memuat : 

a. Nama dan alamat kcluarga penerima manfaat; 
b. Rincian k.eluarga pencrima manfaat bcrdasarkan jenis 

kelompok pckerjaan; dan 
c. Jumlah keluarga peneri.ma manfaat. 
Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga rants ribu 
rupiah) u.ntuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per 

keluarga penerima manfaat. 
Pembaya.ran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling 
banyak u ntuk 3 (tiga) bulan seca.ra sekaligus. 
Dalam ha! pcmbayaran BLT Dcsa bulan kedua sampai dengan bulan 
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas 
selisih kelrurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan 
kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa aetiap bulan. 

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagairnana 
dimaksud pada ayat (18) mengalamt perubahan kmena meninggal 
dunia atau tidak memenuhl kriteria keluarga penerima manfaat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Kepala Des.a wajib mengganti 
dengan keluarga penerima manfaat yang baru. 

Dalam ha! tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang bruu 
sebagaimana dimaksud pads ayat (23), Kepala Desa melakukan 
perubahan daftar keluarga penerima rnanfaat BLT Desa yang masih 
tersisa berdasarkan pcrckaman jumlab keluarga penerizna manfaat 
sebage.imana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 
dengan menjelaskan penurunan reaJisasi jurnlab keluarga penerima 
manfaat. 

Kepala Desa melakukan pcmbayaran BLT Desa sesuai dengan 
perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (24). 

Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga 
penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga 
penerima manfaat BLT Desa sebRgairnana dimaksud pada ayat (25), 

dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 

Kepala Dcsa menyampaikan laporan penggunaan atas pend.anaan 
kegiatan sebaga;man" dimaksud pada ayat (26) kepada Bupati 

Bupati mclakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerirna f 
manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan 
oleh Kepala Desa disertai penjelasan. perubahan realisasi jumlah _,,, 
keluarga penerima manfaat sebagaimanA dimaksud pada ayat (24) 

dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (27) padaAplikasi OM-SPAN. r 
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Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfeat 
BLT Desa sebagairnaoa dimaksud pada ayat (23) dan/ atau 
penambahan jumlah kcluarga penerima manfaat BLT Desa dengan 
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (13), ayat (14), dan 
ayat (15) perubahao dan / a tau penambahan tersebut ditetapkan 
dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Dcsa setelah 
dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah im1identil. 

Pasal 19 

(1) Pemerintah Desa dalam Pelaksaoaan kegiatan yang dibiayai dari 
Dana Desa berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan 
oleh Bupati m.engeoai ke.giatan yang dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2023, bertujuan untuk memberikan pedomao kepada : 

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksan.akan 
pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, 
pembioaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa; 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam 
m emfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta 
pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa; dan 

c. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa untuk kegiatan perencan.aan pembangunan Desa. 

(3) Petunjuk Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran 
X1II Peraturan ini. 

(4) Pemerintah Des:1. dalam melaksanakan program atau kegiatan 
Desa dapat merencanakan/melibatkan pengadaan tenaga. ahli di 
bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga 
masyarakat Dcsa, satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten yang 
membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga 
pendamping profesional. 

(5) Pelibatan tenaga ahli .sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan RKPDes. 

(6) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa di1•tarnakao 
dilakukan secara swakelola dengan memaksim.alkan pemanfaatan 
sumber daya/bahan baku lokal yang ada di Desa secara gotong­
royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan 
memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyaraka.t 
setempat. 

(71 Persiapan Pengadaan melalui Swakelola : 

a. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan sccara 
Swakelola bl!rdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
yang terdiri dari : 

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan; 

2. Rencana penggunaan tenaga k-erja, kebutuhan baha:n, dan 
peralatan; 

3. Gambar rencana kerja (~pabila diperlukan); 
4. Spesifikasi teknis (apabila dipedukan); dan ( 
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5 . RAB Pengadaan. 
b. RAB Pengadaan sebagaimana di.maksud pada ayat (7) 

huruf a angka 5 (lima) disusun oleh Kasi/Kaur menjelang 
dilaksanakannya kegiatan Swakelola. 

c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan 

Pengadaan melalui Swakelola berupa : 

1. Gamber rencana kerja; 

2. Jadwal pela.ksanaan kegiatan; 

3. Spesifilcasi teknis; 
4 . Rab pengadaan dan analisa-harga satuan; dan 

5. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan 

peralatan.. 
d. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang 

dihitung dengan menggunakan harga pasar. 
e. Harga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf d 

m emprioritaskan barga pasar di Desa setem-pat. 

f. Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar 
Jainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di 
desa setempat. 

g. Dalam ha! terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB 
pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rlncian objek 
belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan teriebih dahulu 
melakukan revisi RAB pada DPA. 

h. Dalam hal terdapat perbedaan R!\13 Pengadaan dengan RAB 
pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, 
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur. melapor 
kepada Kepala Desa. 

1. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen -persiapan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf c kepada TPK 
untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola 

(8) Pengadaan melalui Swakelola ; 

a. Pengadaan Melalui Swakelola dilaksanakan berdasarkan 
dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau hv.ruf c. 

b. Swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dilaksanakan oleh : 

1. TPK; atau 

2. TPK ctengan melibatkan masyarakat. 

c. Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain 
sebagai berikut : 

1. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang 
mengha sil.kan catatan hasil pembahasan. 

2. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga 
ahli/tenaga kerja tlengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa 
setempat, perangkat daerah lr.abupaten, dan/atau 
tenaga profesional; { 
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b) Tenaga ahli/profesional untuk pengawasan kegiatan 
kontruksi, yang diutamakan berasal dari masyarakat 
yang memiliki keahlian telaiis yang tesertilikasi. 
Pengadaan tenaga ahli/profesional dilakukan apabila 
tenaga ahli yang disediakan Pemerintah tidak 
mempunyru spesifikasi keahlian yang dibutuhkan 
untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan 

c) Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat 

Desa setempat. 
3. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaz.n kegiatan 

beserta dokumentasi kegiatan. 
4. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, 

TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/ 
material/bahan yang tercatat/dikuasai desa. 

d. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan 

sarana/prasarana/peralatan/material/ b aban yang 
tercatat/dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola 
membutuhkan sarana prasarana/ peralatan/material/bahan 
yang 1:idak dimiliki/dikuasai Desa, maka TPK melaksanakan 
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 

e. Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengen dalian pelaksanaan 
kegiatar. Swakelola m eliputi : 

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau 
2 . Penggunaan narasumber/tenaga kerja, aarana 

prasarana/peralatan dan material/bahan. 
f. Berdasarkan basil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan 

evaluasi Swakelola. 

g. Apabila dalam basil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf f ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur menlinta TPK 
untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi 
pelaksanaan pekerjaan. 

h. Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diu.mumkEtn 
melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, 
sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa. 

i. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada 
papan pengumuman Desa, pengumuman basil pengadannya 
dilakukan di lokasi pekerjaan. 

j . Pengumuman basil kegiatan Pengadaan secara Swakelola 
meliputi: 

1. Nama Kegiatan; 
2. Nilai Pengadaan; 

3. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan); 
4 . Nama TPK; 
5. Lokasi; 

6. Waktu Pelaksatnaan (tanggal mulai dan tanggal selesai); 
dan 

7. Cara dan metode pengadaan (swakel.ola). 

(9) Da!am hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola 
maka Penga daan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian ( 
maupun seluruhnya. 
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Persiapan Pengadaan melalui Penyedia : 
a. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui 

penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

yang terdiri dari : 
l. Waktu pelaksanaan pekerjaan; 

2. Gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 
3 . Kerangka Acuan Kerja (KAK)/sptsifikasi teknis (apabila 

diperlukan)/daftar kuantitas dan barga (apabila 

diperlukan); 
4 . Harga perkiraan sendiri (HPS); dan 

5. Rancangan surat perjanjian. 
b. HPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 (empat) 

ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilalcsanakannya 
kegiatan pengadaan melalui Penyeclia dengan merujuk pada 

harga pasar. 
c. Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang 

barga barang/jasa di Desa setempat dan/at.E,u desa sekitar 
lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia. 

d. Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desai sekitar 
lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di 

e. 

f. 

desa setempat. 
Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan 
kondisi sebagai berikut: 
1. Dalam bal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka barga 

pasar adalab barga yang ditawarkan Penyedia tersebut. 

2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka 
harga pasar adalab : 
a) harga yang paling banyak ditemukan; atau 

b) harga yang paling rendah jika tidak ada harga 
sebagaimana dimakEJud pada angka 1 (satu). 

Kasi/Kaur menyusun dan m.enetapkan HPS dengan 
memperhitungkan : 

1. Harga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf c; 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 

3. Biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus 
diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut. 

g. Da!am hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, 
sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, 
pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu 
melakukan revisi RAB pada DPA. 

h. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA 
yang melebibi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan 
tidak dapat dilanjutkan tian Kasi/Kaur melapor kepada 
Kepala Desa. 

I . f Rancangan surat perjanjian sebagairoaoa dimaksud pada 
huruf a angka 5 (lima) digunakan apabila bukti transaksi 

Pengad~ tidak cukup/tl~ak dapat menggunakan bukti r 
transaks1 struk, nota dan kuitansi. 
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j. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Penga daan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada TPK untuk 

dilakukan Pengadaan. 
( 11) Pengadaan Melalui Penyedia : 

a. Pengaclaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara : 

1. Pembelian langsung; 
2. Permintaan penawaran; dan 

3. Lelang. 
b. Pelaksanaan Penga<laan melalui Penyedia dilakukan; 

1 . Berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun 
oleb Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

huruf a; 
2. Unt:uk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka 

mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi 
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa; d.an 

3. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan 
mempertimbangkan prinsip Pengadaan. 

c. Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 , TPK menyusun 
dokumen Lelang. 

d . Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c 
mencantumkan antara lain : 
1. Ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan 

Kerja (KAK); 

2. Daftar Kuantitas dan Harga; 
3. Spesifika~i teknis; 
4. Gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 
5. Waktu pelaksanaan pekerjaan; 
6. Persyaratan administrasi; 
7. Rancangan surat perjanjian; clan 
8. Nila.i total HPS. 

e. Persyaratan "droin!strasi untuk Penyedia sebagaimana 
dimaksud pada huruf d angka 5 berupa surat peniyataan 
kebenaran usaha. 

f. Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bennotor, genset, 
traktor dan Pengadaan dengan metode lelang, persyaratan 
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 6 
berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

(12) Kepala Desa Sebagai penanggung jawab utama program 
pembangun an desa, dalam h al teknis pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa di desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan 
(TPK) yang terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga 
kemasyarakatan desa basil Musrenbangdes (Lampiran XIV). 

( 13) TPK ditetapkan dengan jumlah pe.rsonil minimal 3 (tigaJ orang. 
(14) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK 

dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil. 
(15) Tug:as TPK delam pelaksanaan kegiatan/pengadaan adalah : 

a. Melaksanakan Swakelola; 
b. Menyusun dokumen lelang; 

f 
r 
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c. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan 

melalui Penyedia; 
d. Memllih dan menetapkan Penyedia; 
e. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada 

Kasi/ Kaur; dan . 
f. Mengumumkan hasil kegiatnn dari Pengadaan. 

(16) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyusun perencanaan pengadaan 
barang dan jasa di desa (Lampiran XV), setelah penetapan 
APBDesa de.ngan menginventarisir pekerjaan yang akan di 
swakelolakan dan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, 
menyusun harga satuan pekerjaan dan RAB. 

(17) TPK dapal diberikan honorarium sesuai standardisasi dari nilai 
kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan 

desa. 
(18) Kbusus untuk pekerjaan konstruksi: 

a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan 
pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau 
mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; 

b . dapat dibantu oleh personil. yang ditunjuk dari dinas teknis 
terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor); 
dan 

c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang papan 
Proyek. 

( 19) Pelaksanaan barang dan jasa diuraikan sebagai beriku t : 
a . Pelaksanaan Paket pengadaan barang/jasa dengan nilai 

sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) : 
1. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang 

dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung 
kepada 1 (satu) penyedfa, dilaksanakan dengan tata cara 
sebagai berikut : 
a) Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) 

Penyedia Barang/Jasa; 
b) Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari 
Kasi/Kaur /TPK dan tanpa penawaran tertulis dari 
Penyedia Barang/ Jasa; 

c) Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi atau 
menawar dengan Penyedia barang/jasa 
memperoleh harga yang lebih murah; dan · 

tawar 
untuk 

d) Penyedia barang/jasa memberikan bukti t ransaksi 
berupa nota, f.aktur pembelian, atau kuitansi untt:.k 
dan atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana Kegiatan 
anggaran. 

2 . Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pe.mbelian 
langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang 
sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran 
berturu t-turu t. 

3. Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, 
Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung 
Pe11yedia lain di Desa setemp~t atau sekitar. 

f 
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4. Apabila tidak terdapat Penyedia Jain yang mampu 
menyediskan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK 
dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia 
yang sama. 

b. Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa dengan nilai di 
atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) : 
1. Permintaan Penawaran adalah metode pengadaan yang 

dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung 
dengan permintaan penawaran tertulis pali.rig sedikit 
kepada 2 (dua) penyedia yang dilakukan oleh TPK den.gan 
tat a cara sebagai berikut : 
a) TPK meminta penawaran secara tertulis dari rnioirnAl 2 

(dua) Penyedia. Permintaan Penawaran dilampiri 
dokumen persyaratan teknis : 
1) Kerangka Acuan Kerja (KAI<); 

2) Rincian barang/jasa; 
3) Volume; 
4] Spesifi.kasi teknis; 
5) Gambar rencana kerja (apabila cliperlukan); 
6) Waktu pelaksanaan pekerjaan); dan 
7) Formulir surat pernyataan kebenaran usaha. 

b) Penyedia barang/jasa menyampaikan surat 
penawaran sebaga.imana dimaksud dalam hun1f a dan 
harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha; 

c) TPK mengevaluasi penawman Penyedia; 
d) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila 

memeuuhi persyaratan teknis dan harga; 
e) Dalam hal Pe.nyedia yang lulus lebih dari 1 (saru), 

maka TPK menetapkan Penyeclia dengan harga 
penawaran terendah sebagai pemenang untuk 
melaksanakan pekerjaan; 

f) Dalam hal ada lebih dari l (satu) Penyedia menawar 
dengan harga yang sama, maka TPK melakukan 
negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia 
untuk memperoleh harga yang Jebih murah; 

g) Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus. maka 
TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan 
penyeclia untuk memperolch harga yang Jebih murah; 

h) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana 
dimaksud pada huruf e dan huruf f, dituangkan dalam 
Berita Acara Hasil Negosiasi; 

i) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembclian 
berupa nota, faktur pembelian, atau lcuitansi atau f 
su.rat perjanjian antara kasi/kaur sebagai pelaksana 
kegiatan anggaran dengan penyedia; dan 

j) Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) 
Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan 

k•p•d• I , .. ru) -"'"· tombut. ( 
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c. Pelaksanaan pengadaan barang/jaaa dengan nilai di atas 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) : 
1. Lelang adalah mctode pemilihan Penyedia untuk semua 

pekerjaan yang dapat diikuti oleb semua Penyedia yang 
memenuhi syarat dengan tata cara sebagai berikut : 

a) Tata cara Lelang sebagai berikut : 

I ) Pengumuman Letang; 
2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang; 

3) Pemasukan Dokumen Penawaran; 

4) Evaluasi penawaran; 

5) Negosiasi; dan 
6) Penetapan pemenang. 

b) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud 
pada huruf a angka 1 (satu) dilaku.kan dcngan cara : 

1) TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta 
Penyedia menyampaikan penawaran teL-tulis. 

2) Pengumw:nnn . dilakukan melalui m.edia informasi 
yang mudah diakses oleh masyarak:at, sekurang­
kurangnya di papen pengumuman desa. 

3) Pengumuman Pen.gadaan sekurang-kurangnya 

berisi : 
(a) Nama paket pekerjaan; 

(b) Nama TPK; 

(c) Lokasi pekerjaan; 

(d) Ruang lingkup pekerjaan; 

(e) Nilai total HPS; 
(f) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan 
(g) Jadwal proses Lelang. 

4) Bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK 
dapat mengi.rimkan undangan tertulis kepada 
penyedia untuk mengikuti lelang. 

c) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang : 
1) Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti 

Lelang; dan 

2) 'IPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia 
yang mendaftar. 

d) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang 
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dilakukan 
Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis 
yang berisi dokumen administrasi serta penawaran 
telmis dan harga kepada TPK. 

e) Evaluasi Penawaran sebagnimana. dimaksud pada huruf 

a 1mgka 4 dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan f­
evaluasi dokumen Admini,.trasi serta penawaran teknis 
danharga. 

f) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 

dil.akukan dengan memperhatikan kondisi sebagai r 
berikut : 
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1) Apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, 
maka TPK roelakukan negosiasi (tawar-menawar) 
yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Nego:3iasi; 

atau 
2) Apabila tcrdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang 

Julus menawar dengan harga yang sama., maka TPK 
melakuka:n ncgosiasi (tawar-m.enawar) dengan setiap 
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah 
yang dituangkan dalam Berlta Acara Hasil Negosiasi. 

g) Penetapan Peroenang sebagaimana dimaksud pada 
huruf a angka 6 (enam) dilakukan olt:h TPK kepada 
Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah. 

h) Transaksi d.ituangkan dalam bentuk surat perjanjian 
antara Kasi/ Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran 
dengan Penyedia. 

d . Pengendalian: 
l. Kasi/ Kaur melakukan pengendalian pela.ksanaan 

pekerjaan yang tercantum dalam bukti transa.ksi; 
2. Dalam hal terjadi p crbedaan antara target dalam 

pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur 
memerintahkan Penyedia untuk mela.ksanakan perbaikan 
target dan realisasi pela.ksanaan pekerjaan; dan 

3 . Apabila Penyedia tida.k mampu mencapa! target yang 
ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada 
Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi. 

e. Bukti Tran:;aksi : 
l. Bukti Transaksi pengadaan terdiri atas : 

a) Bukti pembelian (contoh: struk, nota Kuitensi); dan 
b) Surat Perjanjian. 

2. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 
(sa tu) huru.f a digunakan untuk Pengadaan dengan metode 
Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran. 

f. Perubahan Surat Perjanjian. 

I. Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal : 
a) Tcrjadi keadaan kahar: atau 

b) Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 
pclaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis/KAK. 

2 . Dalam hal terdapat perbedaan antara ko.ndisi lapangan 
pada saat pclaksanaan dengan gambar dan/atau 
spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dima.ksud pada angka 
1 (satu) huruf b, Kasi/ Kaur bersama penyeoa melakuk:an 
peru bahan surat perjanjian yang meliputi p erubahan : 
a) Spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; 
b) Volume; dan/atau 
c) Jadwal pelaksanaan. f 

3 . Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan 
perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan 
perubahar. surat perjanjian setel.ah d:ilakukan penyesuruan 
dokumen anggaran. ( 
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4 . Penyesuaian dokwnen anggaran seb~aim~ 
dunaksud pada angl<a 3 (tiga) berdasarkan e en an 
Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan 

keuangan desa . 
5. Perubahan Surat Perjaajian sebagaimana dimaksud ~ada 

angka 1 (satu) dilakukan Kasi/Kaur dengan pe~setuJuan 

oleh Kepala Desa. 

Pengunmman : . 
a. TPK mengumumkan basil kegiatan dari Pengadaan melalu1 

Pen yedia di media infonnasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat, sekurang-kura..gnya pada papan pengumuman 

di kantor desa. 
b. Pengumuman kepada masyarakat , basil pengadaan melalui 

penyedia dengan metode Pemtint.aan Penawaran dan Lelang 

meliputi : 
1. Nama Kegiatan; 
2. Nama Penyedia; 
3. Nilai Pengadaan; 
4. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan); 
5. Lolcasi; dan 
6. Waktu penyelesaian pekerjaan {tanggal mulai dan tanggal 

selesai). 
Pelaporan dan Serah Teri.ma. (Lampiran XVI) 

a. TPK melaporkan kepada kasi/Kaur : 
1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan 

2. Pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus 
persen). 

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan 
dokumen pendukungnya. 

c. Berdasarkan laporan sebagaimana dirnakl!ud pada huruf a 
angka l (satu), Kasi/Kaur rnenerima basil kep,iatan 
Pengadaan: 
l. Melalui Swakelola dari TPK denuan menandatan.gani Berita 

Acara Serah Terima {BAST); atau 

2. Melalui Penyedia dengan menandatangam Berita Acara 
Serah Terima (BAST). 

d. Kasi/Kaur menyerabkao basil kegiatan dari Pengadaan sesuai 
bidang tugasnya kepa.da Kepala Desa dengan Berita Acara 
Penyerahan. 

e. Kasi/ Kaur melakukao pengarsipan dokumeo terkait 
Pengadaan yang telah dilaksanakan. 

f. Dokumen terkait Pengadaan sebagairnao'l dimaksud pada 
huruf d dan huruf e harus disimpan dao dapat diakses oleh 
pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan. 

Pasal 20 

Kepala Desa bertanggu.ng jawab atas penggunaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3). 

Dana Desa 

r 
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Pemerintah Daerah dapat melakukan pendamping.an atas 

penggunaan D.ana Desa. 
KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, ~ 
Keistimewaan dan KPA BUN Penyaluran Dana D~a, lnsentif, 
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tidak bertanggungjawa~ atas 
penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaun:ma 

dimaksud pada ayat (1). 

BAB VI 

KEKUASMN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 21 

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 
Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana clima.ksud pada 

ayat (I), mempunyai tugas : 
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban APBDesa; 
d. Menetapkan PPKD; 
e . Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 

f. Menyetujui RAK Desa; dan 

g. Menyetujui SPP. 
Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangnn desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala De1sa 
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa 
selaku PPKD. 
Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 
Bagi desa yang tidak memiliki Kades sebab berhenti atau 
diberhentikan sementara oleh Bupati, sehingga pelaksanaan tugas 
kades dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kades atau Pejabat 
Kades, maka pengaturan pelaksanaan tugas Kades Terkait dengan 
pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut : 

a . Pelaksanaan tugas oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa : 
1. Plt Kades mcnjalankan tugas Kades apabila Kades 

d iberbentikan sementara oleh Bupati karena dinyatakan 
sebagai terdalcwa yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register 
perkara pengadilan, atau ditetapkan sebagai tersangka 
dalam tindak pidana korupai, terorisme, makar, dan/atau 

ti:ndak pidana terhadap keamanan negara. f 
2 . Bupati menunjuk Sekdes sebagai Pit Kades dan 

memberikan mandat untuk melaksanakan tugas, / -
kewajiban, dan kewenangan Kades sampai dengan adanya 
putus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan ( 
h ukum tetap. 
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3. Adapun tugas, kewajiban, dan kewenangan Kepala Desa 
yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa 
yang dijalankan oleh Plt Kepala Desa adalah meliputi : 

a) Mengelola Keuangan dan aset desa; 

b) Menetapkan Peraturan Desa; 

c) Menetapkan APBDesa; 
d) Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 

(Laporan Semester I) kepada Bupati, melalui Camat; 
e) Menyampaikan Japoran pertanggungjawaban realisasi 

APBDesa yang menjadi bagian dari laporan 
penyelenggaraan Pemerintaban Dcsa kepada Bupati, 

melalui Camat; dan 
f) Lain-lain, sesuai kebutuhan dan dimandatkan oleh 

Bupati. 
b. Pelaksanaan Tugas oleh Penjabat Kepala Desa. 

1. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa 
sampai ditetapkannya Kepala Desa yang dipilih melalui 
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) apabila sisa masa 
jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun. 

2. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa 
sampai ditetapkannya Kepala Desa yang dipilih melalui 
Musyawarah Desa apabila sisa masa jabatan Kepala Desa 

lebih dari 1 (satu) tahun. 
3. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, 

kewajiban, dan hak Kepala Desa. 
4. Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diatas 

tidak termasuk menerima penghasilan tetap dan jaminan 
kesehatan yang dialokasikan untuk Kepala Desa dalam 
APBDesa. Penjabat Kepala Desa dapat menerima 
tunjangan dan penerimaan. lainnya yang s:ili sepanjang 
terdapat alokasi anggara.'I. dalam APB Desa untuk 
tunjangan dan penerimaan lain yang sah untuk Kepala 

Desa. 

Pasal 22 

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdili atas: 

a. Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; dan 
c. Kaur keuangan. 

Pasal 23 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a 
bertugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
kuasa melakukan pengelolaan keuangan desa, untuk melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluarar1 atas beban APBDesa, 
mempunyai tugas : r 
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a. Mecigoordinasikan penyusunan dan pelaksenaan kebijakan 
APBDesa; 

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan 
rancangan perubahan APBDesa; 

c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan pernturan Desa 
tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

d . Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala 
Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran 
APBDesa; 

e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara telmis 
Sekretaris Desa mempunyai tug,\s : 
a. Melaknkan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 
b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 

pengeluaran APBDesa. 

Pasal 24 

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimakEJud dalam Pasal 22 huruf b, 
merupakan perangkat Desa yang secara telmis m~laksanakan 
kegiatan anggaran dan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan 
Anggaran (PKA). 

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a. Kaur tata usaha dan umum; dan 
b. Kaur perencanaan. 

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

(4) 

a. Kasi pemerintahan; 

b. Kasi kesejabteraan; dan 
c. Kasi pelayanan. 

Dalam pengelolaan Keuangan, Kaur dan Kasi sebagaimana 
dimaksud p ada ayat (1) mempunyai tugas: 

a . Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelunran atas 
beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 

b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
c. Mengendalikan kegiat.an scsuai bidang tugasnya; 

d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 
e. Menandatangan.i perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam 
bidang tugasnya; 

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungja~·nban pelaksaoaau APUDesa. 

g. Menyerahkan bukti dukung ad.ministrasi dan bertanggung 
jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana 
kegiatan yang dilcelola; dan 

f­
( 



(6) 

(7) 
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h . Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan 
menyerahkan kegiatan kepada Kepala Dei,a, dalam bentuk 
berita acara serah terima kegiatan. 

Pembagian tugas Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran 
(PKA) sebagaimana d.unaksud p ada ayat (4) dilakukan 
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam 
RKP Desa. 
Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat {4) huruf h sebagairnaoa tercantum dalam lampira'l 
XVU Peraturan ini. 

Pasal 25 

{ l) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagsimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim Pelaksona 
Kegiatan (TPK). TPK adalah Tim yang membantu PKA dalam 
rnelaksanakan kegiatan/pengadaan barang/jasa yang karena slfat 
dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 
perangkat Desa, Jembaga kemasyarakatan Desa dan/atau 
masyaralmt, yang terdiri atas : 
a. Ketua; 
b. Sekretaris; dan 
c. Anggot:a. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 2.yat (2) yaitu 
pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun (Kadus). 

(4) Togas Kaur dan kasi dalam mengelola kegiatan/pengadaan : 

(1) 

(2) 

a. Menetapkan dokumen persiapan pengadaan; 

b. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK; 
c. Melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan 

kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes; 
d . Menan.datangani bukti transaksi pengadaan; 
e. Mengendalikan pelaksanaan pengadaan; 
{ . 

g. 
Menerima hasil pengadaan; 

Melaporkan pengelolaRn pengadaan seauai bidang tugasnya 
kepada Kepala Desa; dan 

h. Menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang 
tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara 
Penyerahan. 

Pasal 26 

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c 
melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meinpunyai 
tugas: 

a. Menyusun RAK Desa; 

b. Melalcukan penatausahaan yang meliputi menerima 
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan ( 
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c. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fu.ngsi kehendaharaan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa. 

BABVII 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
Bagian Kesatu 

Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
Pasal 27 

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

{2) APBDesa merupakan dasar pengelola.an keuangan Desa dalam 
masa 1 (satu) Tahun Anggaran mulai Tanggal 1 J anuari sampai 
dengan Tanggal 31 Desember. 

(3) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan keuangan Desa. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(I) 

(2) 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Keuangan Desa (APBDesu) 

Pasal 28 

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa druam rangka 
pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekenir1g 
Kas Desa (RKD). 
Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibunt oleh Pemerintah Desa dengan Spesimen tanda tangan 
Kepal& Desa dan Kaur Keuangan. 
Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh 
bukti yang lengkap dan sah. 
Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak 
dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa ditetapkan meajadi Peraturan Desa. 

Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Operasional 
Pemerintahan Desa. 

Dalam ha! terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah 
d.ilaksanakan, Kaur/ Kasi Pelaksana Kegiatan anggaran 
berkewajiba.t1 mengembalikan sisa dana tersebut kepada Kaur 
Keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuangan Mengembalikan dana 
tersebut ke Rekening Kas Desa (RKD) maksimal 1 (satu) bulan 
dari pencairan/penarikan uang di Bank. 

Pasal29 ! 
Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP 
d~ setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan 
penode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar 
atau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

Pengajuan SPP wajib menyertakan lap oran perkembangan f 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran: 
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Pasal 30 

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk kegiatan 
pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lcbih dari 10 
(sepuluh) h ari kcrja. 

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan 
dalam waktu 10 (sepuluh) h ari kerja, kaur dan kasi r,elaksana 
kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah 
diterima kepada kaur keuangan untuk clisimpan dalam kas Desa. 

(3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebngaimana 
dimaksud pada ayat ( ll ke dalam Buku Pembantu Kas Tunai dan 
Buku Kas Umum. 

(4) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud 
p ada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan 
barang/ jasa kepada Sekretaris Desa. 

(S) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi 
p embayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran 
yang disampaiknn oleh kaur dan kasi pelaksana kcgiatan 
anggaran. 

(6) DaJam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa 
lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, kaur dan kasi 
pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke leas 
Desa. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 31 

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan 
melalui penyeclia barang/ jasa dilaku.kan setelah barang/jasa 
diterima. 

Pengajuan SPP sebagaimana dimaknud pada ayat (1) dilampiri 
dengan: 

a. Pemyataan tanggung jawab belanja; dan 

b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat 

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sckretaris Desa berkewajiban untuk: 

a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan 
oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; 

b. M1:nguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa 
yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 

c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 

(4) 

(5) 

d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan f­
Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. 

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan 
hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. 

Kaur keuangan melakukan pencairan anggaran 11esuai dengan 
bes aran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan 
dari Kepala Desa. ( 
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Pasal 32 

Proses pelaksanaan Keuangan Desn dimulai dengllll urutan 
sebagai berikut : 

a. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanMn u.ntuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dok.umen 
antara Iain Rencana Angge.ran Belanja (RAB) yang telah 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala 
Desa (Khusus RAB Fisik dilampirkan Perhitungan RAB fisik 
(TOSJ beserta RAB Oambar, dan lain-lain). 

b. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan 
pengeluaran. yang menyebabkan beban anggaran belanja 
kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. 

c. Berdasarkan Rencana Anggaran Bi.."'lya (RAB) Pelaksana 
Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum 
barang dan jasa diterima dalam 1 (satu) kegiatan. 

d. Pengajuan SPP terdiri dari : 

1. Surat Permintaan Pembayaran; 
2. Pemyataan tanggungjawab belanja; dan 
3. Lampiran bukti Transaksi: 

a) Dokumen Penawaran atau Dokum.en Lelang. 

b) Surat Pesanan / Permintaan Barang / jasa 
Berdasarkan Dokumen Penawaran Barang dan Jasa 
(lampiran XVIll) . 

c) Nota Toko. 
d) Nota Desa (lampiran XIX). 

e) Buku Material (lampiran XX). 
I) 

g) 

Berita acara serah terima barang (lampiran XXI). 

Kuitansi Pengeluaran Desa yang di ketahui 
Kepala Desa (lampiran XXlI). 

h) Dokumentasi Foto Kegiatan. 

e . Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa 
berkewajiban untuk : 

l . Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan 
oloh pelaksana kegiatan; 

2. Menguji keben aran perhitungan tagihan atas beban 
APBDesa yang tercantum dalam permintaan petubayaran; 

3 . Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 

4. Menolak pen_gajuan ~e~taan pembayaran oleh ~ 
Pelaksana Kegi.atan apabila tidak memenuhi persyaratan I 
yang ditetapkan. 

f. Berdasarkan S PP yang telah diveri.fikasi Sekretai:is Desa, 
Kepala Desa menJretujui permintaan Pembayaran dan Kaur 
Keuangan melakukan pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan 
berdasarkan Pencairan SPP. ( 
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g. Atas pembayaran yang telah clilakukan selanjutnya Kaur 
Keuangan mela.kukan pencatatan Pengeluaran ke dalam Buku 
Pembantu Kas Tonai dan Buk:u Kas Umum. 

h . Tata cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
terdapat pada (lampiran XXIII). 

Pasal 33 

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan 
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggru-an kepa.da 
Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Heluruh kegiatan 
selesai. 

Pasal 34 

(1) Setiap pen.geluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas 
Anggaran Belanja Desa clikenakan pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan mengenai perpajakan yang 
berlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai Perangkat Desa wajib memungut pajak 
melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja 
barang/jasa, dan belanja modal. 

(4) Kaur Keu angan wajib menyetorkan seluruh penerimaa.n pajak 
yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan scrta dibuktikan dengan dok:umen yen.g dit.erbitkan 
oleh Bank/ Pos Persepsi atas transnksi Bukti Penerimaan Negara 
(BPN) dengan teraan Nomor Trensaksi Penerimaan Negara (~~TPN) 
berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 (enam helas) 
digit. 

(5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan dan penyetornn Pajak 
kedalam buku kas pembantu pajak. 

Pasal 35 

RAK Desa m emuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 
digu:iakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disabkan oleh 
Kepala Desa. 

Pas al 36 

(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA Ta.bun sebelumnya digunakan 
un tuk : 

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih 
kecil daripada realisasi belanja; dan 

b . mendanai kegiatan yang belum selesai a.tau lanjutan. 

{ 
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(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan 
dan/ atau pengbematan belanja tahun sebelumnya yang 
cLigunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan. 

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum 
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof 
b meropakan perhitungan ril dari anggEtran dan kegiatan yang 
ha.rus disclesaikan pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Kaur dan/atau kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan 
kembali rancangan DPA untuk disetuji Kepala Desa menjadi OPAL 
u ntuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan 
sebagaimana climaksud pada ayat (1) hu.ruf b. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam 
mengajukan rancangan OPA sebagaiman11 dimaksud pada ayat (4) 

terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Ke:,ala Oesa paling 
lambat pertengahan bulan Desember Tahun Anggaran Berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa 
kegiatun yang akan disahkan dalam OPAL. 

(7) OPAL yang telah disetujui meajadi dasar penyelesaian kegiaw.n 
yang belum selesai atau lanjutan pada Tahun Anggaran 
berikutnya. 

Pasal 37 

(1) Penyertaan Modal dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan. 
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimasukan sebagai Bagi Hasil Bumdes pada bagian 
Hasil Usaha Desa Sumber dana Pendapatan Asli Oesa (PAD). 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan Dana Desa 

Pasal 38 

( 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai 
pelaksana fungsi kebendaharaan. 

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilakukan dengun mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran 
dalam buku pembantu kas tunai, buku kas um.um dan Buku 
Pe-mbantu Bank berdasarkan Rekening Koran Kas Desa yang 
dicetak sctiap bulan tanggal 2 bulan bcrikutnya. 

(3) Pencatatan pada buku pembantu kas tunai, buku kas umum dan 

(4) 

buku pembantu Bank sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditutup 
setiap akhir bulan secara tertib. 

Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pcrtanggungjawaban, dan disampaikan setiap bulan 
kepada Kepala Desa paling lambat tan.ggal 10 bulan bcrlkutnya. 

( 
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(51 Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang 

terdiri dari : 
a. Buku Kas Umum; 
b. Buku Pembantu Kas Tunai; 

c. Buku Pembantu Bank; 

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan; 

e . Buku Kas Pembantu Pajak; 
f. Register SPP Pengeluaran; dan 

g. Register Kuitansi Pembayaran. 

Pasal 39 

(1) Setiap belanja desa atas beban Dana Desa barus didukung 
dengan bukti yan,g lengkap dan sab. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dap&t 
dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang 
timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatlcan beban keuangan Desa, 
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturen Desa tentang 
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Dess. 

(4) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang 

(1) 

disimpan/diarsipkan di Desa berupa: 
a. Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana; 

b. Kuitansi Pembayaran; 
c. Foto perkembangan kegiatan 0% (nol persen) 50% (lima puluh 

persen) dan 100% (seratus persen); 

d . Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, 
daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota 
pembelian, tanda terima Honor Kegiata11/sejenfa.nya, 
Dokumen Penawaran Barang/jasa atau Lelang dan Surat 
Pesanan/Pcnnintaan Barang/jasa; 

e. Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh Pelaksana 
Kegiatan, diverifikasi oleh Sckretaris Desa dan disabkan oleh 
Kepala Desa, (khusus RAB Gambar ditandantangani oleh 
pembuat Gambar dan diperiksa dan disetujui oleh 
Dinas/lnstansi terkait dan/atau Tenaga Profesional) Lampiran 
XXIV; 

f. Serita acara penyampaian laporan peIQksanaao. kegiatan 
kepada ma:syarakat dan/atau BPD melalui mugyawarab desa; 
dau 

g. Serita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan 
format scbagaimana tercantum dalam Lampiran XX:v 
Peraturan ini. 

Pasal 40 

Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK 
Desa yang telab disetujui oleh Kepala Desa. 

f 
( 



(2) 

(3) 

50 

Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang di!akukan 
secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur 
dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP 
yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa. 
Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang clilakukan 
melalui penyediaan barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan 
Jangsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan 
oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui oleh Kepala 

Desa. 
(4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, 

dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui 

oleh Kepala Desa. 
(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi 

pengeluaran dan kuitansi penerimaan. 
(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditandat.angani oleh penerima dana. 

Pasal 41 

(1) Buku pembantu kas tunai, buku kas umum dan buku pembantu 
Bank yang ditutup setiap akbir bulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada 
Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 
(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sekretaris Desa melaporkan basil verifikasi, evaluasi dan analisis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di·sampaikan kepada Kepala 

Desa untuk disetujui. 
Bagian Keempat 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 42 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 
per triwulan dalrun bentuk dokumen, serta dokumen elektronik 
(softcopy) Database Aplikasi Siskeudes kepada Camat melalui Kasi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan (dalam hal ini 
dibantu satgas Kccamatan) untuk digabungkan pada level 
Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan 
selanjutnya dokumen elektronik (softcopy) database aplikasi 

Siskeudes pada level Kecamatan disampaikan ke Badan f 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi pada · 
siskeudes level Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan 
berjalan 5 (lima) hari setelah dokumen elektronik (softcopy) f 
diterima Sat.gas Kecamatan). 
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(2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 
semester pertama kepada Bupati melalui Camat dalaru bentuk 
Dokumen Har-dcopy dan Softropy Dokumen Digital (PDF), dan 
selanjutnya Camat menyampaikan arsip dolrumen Digital (PDF) 

kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
(3) Laporar1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 

a. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan 
b. Laporan realisasi kegiatan. 

(4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebaga.imana 
dimaksud dalam Pasal 33 paling lambat minggn k~dua bulan juli 
tahun berjalan. 

(5) Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa 
adalah Buku Kas Umum (BKU), termasuk didalamnya adalah 
Buku Kas Pembantu. 

(6) Buku Bank/rekerung koran bank dan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan/atau 1aporan akhir pelaksanaan 
kegiatan yang disusun oleh PKA, menjadi dokumen yang 
diburuhkan untuk memperkuat data yang tertera dalam Bu.ku 
Kas. 

(7) Buku leas yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus 
dipastikan sudah diverifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya 
dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan. 

(8) Data yang dimasnkkan Ire dalam format laporan adalah semua 
aktifitas pelaksanaan dari Penjabaran APBDesa yang terdiri dari 
pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(9) Dokumen yang diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi 
kegiatan adalah : 
a. Buku Kas Umum (BKU); 
b. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, dan Panjar, serta &~ku Kas 

Peinbantu Tun.ai; 

c. Laporan perkembangan kegiatan dan anggaran dan/atau 
laporan akhir kegiatan anggaran yang disampaikan PKA dan 
sudah diverifikasi oleh Sekdes; 

d . Dokumen APBDesa dan Penjabara APBDesa; dan 
e. Dokumen•dokumen pendukung lainnya. 

(10) Sekdes mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggarkan dalam 
APBDesa, dan se.lanjutnya dengan menggunakan format laporan 
pelaksanaan APBDesa Semester I (satu), dan juga merupakan 
bagian da.ri laporan Pertanggungj_awaban Realisasi APBDesa 
(Lampiran XXVI). 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggnng jawab penuh 
secara formil dan materiil atas penggunaan Dana Desa yang 
diteriffianya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebag,.;..,,.,..a 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: , ( 
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a. Laporan realisas.i Pe.nggunaan Dana Desa; 
b . Surat pe.rnyataan tanggnng jawab yang menyataka:l bahwa 

Dana Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan 

rencana; 
c. Foto keadaan 100% (seratus persen) untulc kegiaten yang 

bersifat fisik; dan 
d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan aah sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat i2) huruf a 

dan huruf b disampai.kan kepada Bupati c.q. Camat d.alam bentulc 
Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF), dan 
selanjutnya Camat menyampai.kan arsip dokumen Digital (PDF) 
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

(4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaitnana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan oleh 
penerima Dana Desa selaku obyek pemeriksaan. 

Pasal 44 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk 
Dokumen Hardcopy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF),setiap 
akbir tabun anggaran, selanjutnya Camat menyampaikan arsip 
dokumen Digital (PDF) kepada Sadan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
disertakan berita acara musyawarah BPD. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir 
tahun anggaran berkcnaan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Dcsa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana <Limaksud pada ayat (2) disertai 
dengan: 
a. Laporan Keuangan terdiri dari : 

a. Laporan realisasi APBDesa; dan 
b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan 
c. Daftar program sektoral, program daecah dan program. lainnya 

yang masuk ke Desa. 
(4) Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud merupakan 

bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akbir 
tahun anggaran. 

Pasal 45 

(1) Pcrtanggungjawaban Pemerintab Daerab atas penyaluran Dana 
Desa meliputi. f 
a. Bu kti transfer Dana Desa dari Pemerintah; 

{ 
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b . Pakta integritas dari penerima Dana Desa yang menyatakan 
bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan 

sesuai dengan rencana; dan 
c. Bukti transfer/penyerahan uang atas penyaluran Dana Desa 

dari RKUD ke RKD. 
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan 
APBDesa Dana Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 
Bina Pemedntahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April 

tahun be.rjalan. 
Pasal 46 

(1) Laporan s ebagaimana dinlaksud dala.m Pasal 42 dan Pasal 44 

diinformasikan kepada Masyarakat melalui media 
informasi/ Banner Informasi minimal 4 (empat) Banner 
diantaranya: 
a . Banner APBDesa Awai (La.mpiran XXVII.a); 
b. Banner APBDesa Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) 

(La.mpiran XXVII.b); 

c. Banner Realisasi APBDesa Semester Pertama (Lampir.an 
XXVU.c); dao 

d. Banner Realisasi APBDesa Semester Kedua (Akhir tahun) 
(La.mpiran XXVII.c). 

(2) !nformasi sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat: 

a. Laporan realisasi APBDesa; 

b. Laporan realisasi kegiatan; 

c. Kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; 

d . Sisa anggaran; dan 
e. Ala.mat pengaduan Laporan pelaksaoaan APB Deea. 

BAB VIIl 

PENDAMPTNGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pa sal 47 

Pemerintah Daerah melakukan Pendampin.gan, Pem.binaao, 
Pengawasan, Pemaotauan dan Evaluasi Dana Desa yang terintegrasi 
dengan Pendampingan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan 
Evaluasi Peogelolaan Keuangan Desa. 

( 1) 

Bagian Kcdua 

Pendampingan 

Pasal 48 

Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan 
sebagai acuan dalam melaksanakan Pendampingan Masyarakat 
Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Tenaga Pendamping 
Profesional, KPMD, dao Pihak Ketiga 

( 
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(2) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk : 
a. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas 

Pemerintahan Desa dalam Pendataan Desa, p erencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang 
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; 

b. meningkatlcan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi 
masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif untuk 
mendukung pencapaian SDGs Desa ; 

c . meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya 
ekonomi Desa melalui BUMDes dan/atau BUMDes Bersama 
bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung 

pencapaian SDGs Desa; dan 
d. meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa , kerja 

sama antar Desa untuk mendukung p encapaian SDGs Desa. 
(3) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimruia dimaksud ayat (1) 

ditingkat Daerah dilaksanakan oleh Camat. 
(4) Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana dimak11ud ayat (1) 

di tingkat Tenaga Pendamping Profesional meliputi : 

(5) 

(6) 

(7j 

a . tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di Desa· dengan 
jenjang tingkatan tenaga terampil pemula. 

b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan dengan 
jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana; 

c. renaga pendamping teknis yang bertugas di Kecamatan 
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana; 

d. tenaga. ahli pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten 
denga.r1 jenjang tingkatan tenaga terampil mahir; 

e. tenaga ahli pemlJerdayaan Masyarakat Daerah Provinsi 
deng;u, jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia prate.ma; 
dnn 

f. tenaga ah.ti pemberdayaan Masyarakat pusat dengan jenjang 
tingkata.t1 tenaga terampil penyelia madya. 

Pendamping telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
dapat diadakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
sektoral. 
Honorarium pendampingan sebagai dimaksud pada ayat (3) da.tl 
ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 
Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) httruf a mempunyai tugas : 

a. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, 
perencanaa.t1, pelaksanaa.t1, dan pengawasa.t1 Pembangunan 
Desa ya.Ilg berskala lokal Desa; 

b. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di 
Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja 
sama antar Desa, dan BUMDes ke dalam aplikasi laporan 
barian dalam Sistem lnformasi Desa; 

{ 
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c. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan 
harian dalam Sistem Infonnasi Desa; dan 

d. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui 

komunitas pembelajar. 
(8) Tenaga pen<!amping Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

huruf b mempunya.i tugas : 
a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang 
berskala Iokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama 
Desa dengan Pihak Ketiga; 

b. mempercepat pengadministrasian di tingkat K~camatan terkait 
penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi 
pelaporan dana Desa; 

c. melakukan so:!.ialisasi kebijakan SDGs Desa; 
d. mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD; 

e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di 
Desa dan Kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi 
implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja 
sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan 
harian dalam Sistem Informasi Desa; 

f. terlibat aktif mencatat dan melapo.rkan kegiatan sehari-hari di 
Desa atau antar Desa yang berka.itan dengan BUM Desa dan 
BUMDes Bersama ke dalam aplikasi laporan harian dalam 
Sistem lnfonnasi Desa; 

g. melaksanakan penilaian mandiri melal.ui aplikasi laporan 
harian dalam Sistem Informasi Desa; dan 

h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui 
komunitas pembelajar. 

(9) Bagi desa yang terdapat kekosongan tenaga pendamping lokal 
Desa, dapat mengajukan pennohonan pendampingan kepada 
koordinator Tenaga Pendarnping Profesional Kabupatcn. 

( 1 OJ Tenaga pendamping bantuan ditetapkan oleh koordinator Tenaga 
Pendamping Profosional Kabupaten dengan surat tugas. 

Bagian Ketiga 

Pembinaan 

Pasal 49 

(1) Dalarn ~angka pembinaan Dana Desa ditingkat Daerah dipandang 
perlu dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur. 

(2) Tu~as Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dart: 

a. Melaksanakan penyebarluasan inform.asi data dan kebijakan 
tentang Dana Desa; 

b. Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan 
Dana Desa; dan 

( . 
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c. Memberikai1 laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati 

Ogim Komering Ulu Timur. 
Dalam rangka pembinae.n Dana Desa ditingkat Kecamatan 
dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamata.c dengan 

Keputusan Ca.mat. 
Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terdiri dari : 

a . Ketua; 
b . Sekretaris; den 
C. Anggota. 

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagairnaoa dimaksud pada ayat (3) 

mempunyai tu.gas sebagai berikut : 
a . Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa; 
b. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APBDesa; 
c. Memfasilitasi penatausahaan keuangan Desa; 
d. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, 

data dan infonnasi tentang Dana Desa; 
e. Mengevaluasi Pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya; 
f. Mengevaluasi APBDesa ; 
g. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa; 
h . Memonitoring Pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa; 
i. Melaporkan pelaksanaan Dana Desa; 
J . Membuka layanan kontak pengaduan Masyarakat; 
k. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat dan melaporkan 

kepada Bupati; 
1. Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa; 
m. Fasilita.si Pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan 

aset Desa; 
n. Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-

undangan; 
o. Fasilita.si pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
p. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 
q. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; 
r. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan Pembangunan Desa; 
s . Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 

t. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
u . Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 

v. :F'asilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
w. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan 

pihak ketiga; 
x. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang 

Deua serta penetapan dan penegasan batas Desa; r 
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y. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan 

pembe:rdayaan Masyarakat Desa.; 

z. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya : 
1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan 

di wilayahnya; 
2. Fasilit.asi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP 

Desa; 

3. Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan 

Rancangan APBDesa; dan 
4 . Fasilitasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait 

untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 
gambar kegiatan yang b eresiko. 

Bagian Keempat 
Pengawasan 

Pasal 50 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi : 
(1) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim 
pelaksanaan kegiatan; 

(2) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka 
meningkatkan kinerja Pemerintah Desa transparansi; 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) 
KepaJa Desa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat deugan 
Surat Keputusan Kepala Desa, sebelum pelaksana kegiatan 
menyerahterimakan kcgiatan dimaksud kcpada Kepala Desa; 

(4) Pembentul.can Tim Sertifikasi scbagaimana ayat (3) dapat terdiri 
dari: 
a.. Perangkat Desa ; 
b. BPD; 
c. Kecamatan; 
d. Unsur TNJ dan Unsur Polri; dan 
e. Tenaga Pendamping Profesional. 

(5) Form Hasil scrtifikasi fisik tertuang dalam lampiran XXVIII; 
16) Pengawasan Oleh Masyarakat Dcsa; 
(7) Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi dan 

Monitoring Kecamatan dalam hal ini diketuai oleh Camat, 
dilakukan dalam bentuk: 
a. Evaluasi rancangan peraturan Dcsa tcrkait APBDesa; 

b. Evaluasi pengelolaan Keu angan Desa Dan Aset Desa; dar, 
c. Evaluasi dokumen laporan per tanggungjawaban APBDesa. 

(8) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah 
Kabupateu Ogan Komcring Ulu Timur. 

( 
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Bagian Kellina 
Pemantauan dan Evaluas.i 

Pasal 51 

(1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingg,al, dan 
1'ransmigrasi melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana 
Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan 

kewenangannya. 
(2) Pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara bersama­

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) di bawah Koordinasi 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 
(3) Pemantauan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terhadap : 

a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa; 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; 

c. penyampaian laporan konvergensi pe:ncegahan stunting tingkat 
Desa; dan 

d. sisa Dana Desa di RKD. 
(4) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD 

melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 
dilaksanakan untuk mernant:ikan penyaluran telah dilakukan sesuai 
deng:m ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi 
atas: 

(6) 

(7) 

a. peuyaluran Dana Desa; 

b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dima.ksud 
dalam Pasal 18 ayat (l); 

c. capaian keluaran Dana Desa; 

d. laporan konvergensi penccgahan stunting tingkat desa; 
dan/atau 

e. sisa Dana Desa di RKD. 

Dalam pela.ksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud ayat (SJ, Bupati melalui Camat dapat 
meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau 
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam 
laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi 
Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN) melalui laporan capaian keluaran Dana Desa f 
dari Aplikasi Sisl<:eudes level Kecamatan. 

Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati 
melalui Camat dapat meminta Aparat Pengawas Internal :::::::.':"=. Daorah (J-kro<aJ Dau,h( untuk meJakukan r 
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BAB IX 

SANKS! 

Pasal 52 

(1) Dalam hal terdapat pennasalahan desa, berupa : 
a. Kepala Dcsa dan/atau Perangkat Desa melakukan 

penyalahgunaan Dana Desa clan ditetapkan sebagai 

tersangka; 
b. Desa mengalami perrnasalahan administrasi, ketidakjelasan 

status HuJrum dan/atau status kcbcradaan Dcsa; ata1.1 
c. Penyalahgunaan wcwenang oleh Bupati terkait pelantikan 

dan/ atau penghentian Kepala Desa yang tidak sesuei dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran 
Dana Oesa untuk non BLT Desa Tahun Anggaran berjalan 
dan/atau Tahun Anggaran berikutnya. 

(2) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan atas proses 
perkara Hukum penyalahgun.aan Dana Desa yang melibatkan 
Kepala Desa dan/atau Perangkat Dcsa sebagaimana dima.ksud 
pada ayat ( 1) huruf a. 

(3) Dalam bal berdasarkan pemantnuan sebagaunana dim.aksud pada 
ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telab clitetapkan 
sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permobonan 
penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian 
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non 
BLT Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan : 
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3); 

b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian 
Dalam Negeri dan/ atau Bupati atas pcrmasalahan Oesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau 

c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan 
basil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah. 

(5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana non BLT Desa 
berda<aackao surat permohonao dari Bupati sebagaimaoa dimaksud 
pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi sebagejmaoa 
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan mulai 
penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat 
dimaksud diterima. 

(6) Dalam hal surat permohonao dari Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa Tahap ID atau 
Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun 
aoggaran be1jalao disalurkan, peoyalurao Dana Desa non BLT Desa 
unruk Tahuo Anggaran 2024 dihentikan. 



(8) 

(l) 

(2) 

{3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa non BLT 
Desa sebagaimana climaksud pada ayat (5) clan ayat (6) dilakukan 
melalui Naskah Dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

kepadE- : 
a. Di.rektur Jenderal Perbendaharaan; 

b. Bupati; dan/atau 
c . Kementerian Dalam Negeri. 

Dana Desa untuk non BLT Desa yang dihentikan penyalurannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak 
dapat disalurkan kembali ke RKD. 

Pasal 53 

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untu.lc non BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, berhak 
mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa pada 
tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran 
Dana Desa tahun anggaran berjalan. 
Pengecualian atas pengaturan sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan menerima surat pennohonan pencabutan 
pengh.entian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 
Tanggal 15 Jurri Tahun Anggaran berjalan. 

Surat pennohonan pencabutan penghentian penywuran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat 
pencabutan status Hukum tersangka, pemulihan status Hukum 
tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas 
Kepala Desa. 

Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah 
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
menerima surat rekomendasi pencabutan pengbentian penyaluran 

Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau 
Bupati paling lambat Tanggal 15 Juni Tahun Anggaran berjalan. 

Dalam ha! surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimakso.d pada ayat 
(4) diterima setelah Tanggal 15 Juni TahunAnggaran berjalan, Dana 
Desa ctisalurkan untuk Tahun Anggaran berikutnya sepanjang Dana 
Desa untuk Desa tersebut telah dialoka.sikan. 

Dalnm hat Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) buruf c, Dana Desa yang telah 
dialokasikan pada Tahun Anggaran berjalan dapat d.isalurkan 
kembali dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa. basil 
pemilihan sesuei dengan ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan. 

Dalem hal pelantikan Kepala Desa basil pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada aya t (6) dilakukan setelah melewati 'tahun Anggaran 
berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan · 
kembali. ( 
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(8) Dana Desa pada Tahun Anggaran berikutnya dapat disalurkan 
dalam hal Bupati telah melantik Kepala Desa sesuai dengan 
ketenti.:.an Peraturan Perundang-Undangan. 

{9) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat {6) dilakukan 
setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian 
penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan 
hasil klarifikasi Gubemur sebagai Wakil Pemerintah. 

(10) Dalam ha) surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima setelah 
batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I 
dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) da.n ayat 
{4), Dana Desa untuk n on BLT Desa yang telah dihentikan dapat 
disalurk.an kembali. 

(11) Penyalurru.1 kembali Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaiman" 
dimaksud pada ayat (10) dengan terlebih dahulu memperhatikan 
kebijakan langkah-langkah akhir Tahun sesuai dengan kete.ntuan 
Pera tu.ran Perundang-Undangan. 

( 12) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), disalurkan kembali 
setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan 
administrasi dari Kementerian Dalam Negeri. 

( 13) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan : 
b. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2); 

c. surat rekomendasi dari Bupati dan/atau Kementerian Dalam 
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau 

d. surat .rekomendasi dari Kemented an Dalam NP-geri berdasarkan 
hasil klarifilcasi Gubemur sebagai wakil P•!merintah 
sebagaiman.a dimaksud pada ayat (9), menerbitkan naskcili ,:iinas 
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa m1tuk non BLT 
Desa clisampaikan kepada Direktu.r Jenderal Perbendaharaan, 
Bupati, dan/a tau Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 54 

(1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilaku!:an berdasarkan 
Putusan :Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap atas 
penyalahgunaan Dana Desa yan.g dilakukan oleh Kepala Desa 
dan/atau Perangkat Desa, setoran dimaksud men1pak.an bagian 
yang diperhitu.ngkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif 
sisa Dana Desa di RKD. 

(2) Bupati melaku.kan koordinasi dengan pe.ngadilan dan/atau 
kejaksaan untuk mendapatkan bukti seto.ran ke RKUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). f 
(3) Bupati menyampai.lam bukti setoran ke RKUN scbagairnana · 

dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi 
penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, 
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN. ( 
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(4) Berdasarkan surat pcrmohonan sebagaimana dimaksud · pada 
ayat (3), Bupati melakukan perekaman nomor transaksi peneriroaan 
Negara pada Aplikasi OMSPAN. 

(5) Dala:m proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi pcncriJnaan 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati harus 
melengkapi detail penyetoran sesuai dcngan besaran yang terkait 

dengan Dana Desa. 
(6) KPA BUN Penyaluran Dana Dcsa, lnscntif, Otonomi Khusus, dan 

Keistimewaan melakukan proses validasl bukti penyetoran ke RKUN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN. 

Pasal 55 

(1) Dalam ba1 tcrdapat permasalahan Desa yang diaebabkan 
penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Mentcri Keuangan c.q. 
Dird ctur Jenderal Pcrilllbangan Keuangan dapat melakukan 
penundaan pcnyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan 
penggunaannya. 

(2) Penu ndaan penyaluran dana alokasi umum sebagairoana dimclcsud 
pada ayat (l) dilaksanakan berdasarkan surat rckomendasi 
penundaan penyaluran dari Kementedan Dalam Negeri. 

(3) Penundaan penyaluran sebagaimana diroaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada periodc penyaluran dana alokasi umum bcrikutnya 
setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterin1a. 

(4) 

(5 ) 

(6) 

(7) 

(8 ) 

(9) 

Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum scbagaimana. 
dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jurolab 
penyaluran dana alokasi umu.m pada pcriode bersangkutan. 
Penun daan dana aloka.si umwn sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Kcuangan atas 
nama Menteri Keuangan. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), KPA bcndahara u mum Negara penyaluran transfer ke 
Daerah melaksanakun penundaan pcnyaluran dana alokasi u.mum. 
Penyal11ran kembali dana alokasi umum yang ditunda sebagsiroan'\ 
diroaksud pada ayat (5) dilaksanakan set~lah Direktur Jendcral 
Perirobangan Keuangan roeneriJna surat rckomendasi penyaluran 
kembsli dari Keroenterian Dalsm Negeri. 
Dalam ha! surat rekomendasi penyaluran kembsli sebagairoana 
dimaksud pada ayat (7) belum diteriJna sampai dengan 10 (sepulub) 
hari kerja sebelum Tabun Anggaran berakhir, Direktorat Jcnderal 
Perirobangan Keuangan roelakukan penyaluran kembsli dana 
alokasi umum yang ditunda. 

Tata cara pelsksanaan penundaan dana alokasi wnum sebagaimana f 
diroaksud pada ayat (SJ dan penyaluran kembsli dana aloka.si umum 
sebagaimans diroaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengcnai pcngelolaan 
dana bagi hssil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. 

( 



( 1) 

(2) 

(3) 
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Pasal 56 

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 
12 (dua belas\ Bulan Tahun Anggaran 2023, dikenalr.an pemotongan 
Dana Desa non BLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 
penyaluran Dana Desa Tahap n Tahun Anggaran 2024. 
Pemotongan sebagai!nana dimaksud pada ayat (1) dikec-nelikeo begi 
Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 

2023. 
Dalam he:I BLT Desa sebe.gaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 

(3) huruf a, kurang dari 25% (dua puluh lima perscn), maka 
terhadap selisih BLT akan disalurkan benaroeen dengan Tahap 11 
untulc Desa mandiri dan Tahap III untuk Desa selain mE\Jl.diri. 

BABX 
KERUGIAN NEGARA 

Pasal 57 

( 1) Kepala Dcsa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang 
terkait langsung dengan pelaksanaan Dana Desa yang karena 
perbuatannya melanggar Hukum atau melalaikan kewajiban yang 
dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan 
Desa, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorbalikan 
kerugian keuangan Desa ke Rekening Kas Desa (RKD). 

(2) Kerugjan Keuangan Dana Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan. 

BAB XI 

KETENTUAKPENUTUP 
Pasal 58 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui , roemerintahkan peogundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

u .ra 
uari 2023 
RING ULU TIMUR 

' 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 11 Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA TEN OGAN KO MERINO ULU TIMUR, 

JI 

BERITA DAERAH UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2. 
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AU.131.JOO 

34'-6""600 
)4U04,000 

llS,SSA.800 
259,149.200 

11'S.046.-4XI 
280,7tl).4()0 
)71,IG0,400 

247,7S1.200 

24',171..100 

29U70.000 

2u.t10JXIO 

JOUlUXIO _..,.,.. -ll9-6u.,c(III 

1...m.w> 
JJl.111-ZOO ,., ........ ,.,__ 
m ms.,oo 
290.2.10..400 

n1,t71.0CO 

1.56,SJa.""" 
151,16$.100 

251.296.P> 
MUCii,200 

181.781.200 

2A7..U.6.000 
33.4,)80.000 

27o..412,-400 

2!19.Sll.200 . 
.171.618,000 
lSJ,7$4..000 ....,...1011 
129.37'.:IOO 

2u.s21.coo 
US.315,600 

1$"'7t.GOO 



NO l(ECAMATAN XODE NAMA OfJA AlOKASI OASAR AlOWI FOJIMUlA 
A.\OKA$1 

AlO~I IUNUUA lfhap I hM.pll f ~hiP Ill 

AflRMASI 
JOTA\. 

lJ/ 11/ ,,, l•J '" ,~ (]) I>) f'J~ J•l&J-.(l}•(SJ ,,., (UJ (IJI 

J.202◄ 1EMffUNfAH OESAGEOUliG RUO 602.128.000 U2..296,Qoo 
- 168mi00 - 288.369.600 8!4.424.000 268.027.200 

l.2025 PEMERINlAH OtSA s,ooo,.Dt 602.128.000 120.,st.Cl;)O 72].080.000 llS.824.000 ;t)S.82l000 1:Sl,4~Ul00 

3,2026 PEMERINYAH. OESA GUN UNG MAS 602.128.000 us.212.000 737.340.000 241.002.IX>O 2-U.002.eol lSS,336.000 

3.1027 PEMUIWTAlt OBA SUMSUISUKO IAYA !iO?.llS.000 !,1.!.9'!7.000 ?51.115.00!1 245,1-3,4.$00 245.U4,!.00 M0,8A6.000 

:UOlB P£MEAI.NTAH D£SA KAIIANG KEMIRI 602.128.000 l5S.722J)OO 7'$7.850.000 148.0Si.COO 2.ta.OSS.000 261-~40~ 

l ."'29 PEMEP!NTAH OESA MOJOWI 539,a)MOO 98.174,000 6) tt2Jl,000 Ut-063.900 211,063.900 l76.08S.200 

4.2001 PtM'flllNi AH 0 tSA GUNUNG ~TU 6,64.418.000 3B ,!158.000 98,8.:\16.000 328.012.800 ua.012.aoo 3,)2.3S0,400 

4.2010 PEMEltlNTAH OESA ULAK BAftU S3U39.COO 210,310.000 81<>.159.000 261.247.700 26&.247.700 211.66UOO 

4,2011 PEMEfUtilAH 0£SAGUN1JNG JATI 602.128.000 2.o.ns.000 842.86].000 1os&Sa.9CO Y)5,058.900 lll,74S.200 

4,1011 ~ INTAH OESA KURIPAH 539.839,000 225.425,,00Q 7~>.264,000 253,a,,,200 253.879.200 251.505.600 

4.2011 !_,EMfRINTM DE5A NfG.Eltt SAl(TI 477.5!,(),0C() 168.18-5.000 646,33-;.(ICO 110.900,SOO 220,90().S()CI 2()4.S,] 4,000 

4.2014 PfMERINTAH DtSA CAMPAHG TIGA ULU 664,418.000 481.~ J.146.2S8.000 )9:3.371.AOO 39[Un.400 JS9.50UOO 

• ClMPAICA 4.2015 PEMEAI.NTA.'1 ()(SA SUKAIWA 417.S'S0.000 us.us.ooo 61U7S.OOO 201.801.500 201.802.SOO 109,070,000 

4,2016- PfMtfUNTAH DtSA CEMPAICA 664..418.000 36'.~.000 LOl1.l24.000 34S.]97.200 345.397.200 340.SH.600 

4 . ?(117 PEMER.INTAH OESASUKA8UMI 601.128,00() l9L764.000 .. ,...,_ 292,4'1.600 292.46MOO 3()8.956.800 

4.2018 PEMERIHTAH OESACAMPANG fl-GA IUR 602.li.a.OOO 351,on.ooo 959,?00,0)0 323 .. 160.000 313.160.000 31U80,CCO 

4.2019 F-EMERIITTAH OfSA MEWAI lNOAM souaooo :44,265.000 84UUOOO 277.317.900 177.317.500 :.1 1.1>t.200 

4.1020 PfMERIHTAH DUA HAlll~N JAVA SlU39.000 .34US2.000 88)..791.000 292.137.300 292.U7.31Xl 299.SlUOO 

4,l0l1 PEM£RINTAH OBA CAMP ANG TIGA JAVA 602.128.000 220. lSD.OOO !21.278.DOO 273.68MOO 271.683.400 274.911.200 

S,2001 PEMERINTAH DfSA K~RI PAl(,UAN 664.418,000 417.810.000 1.082.12&000 35,l. S68,.400 3Sl,S68,.MXI 371,091.100 

S..2002 PEMERINTAH OBA NE.GUI AGUHG 601,Ut.OOO 110.798.000 812.9ZG..000 2t&.1n.100 2u.1n.aoo 3()0.S70Aw 

S.2003 PE.MERl>,TAH OESA SANU MAS 664.418.000 168,784.000 833.202.000 Ul.560.iOO 171,560.600 190,080,SOO 

- - .306.369.600 
S.2004 PE.M(JUMTAH 0£5A IANUAYU 66Ul l.000 212.006..000 896.424.000 295.027.200 295.027 .200 

S,20CIS Pt:MEAtNTAH OESAPULAU NEGARA 602.128.000 4SS.l04.000 1.057.432.000 369.419,600 369.UUOO 318.S72.800 

~ 5.1006 PEMEA.tNTAH Of5A5AUNG OAOI 602,121.000 190.978.000 7'3,106,000 261.111.800 262.231.800 268.6-42,400 

BUA.Y NMU'AA ; 
P'EUUHG S.1007 PEMU\INTAH PESA TAANTANGSAICTI 602.121000 l59.27UIOO 761,399.000 27019.700 274.319.700 212.759.600 

s.iooa PEMERIHTAK DUA P(MmJNG BASUKI 664.418.000 177,727.000 842.145.000 274.243SOO 274.lUSOO 29US8.000 

,.,... PEMERINTAH [)(SA PAHAHGASRI 66Ul8.000 199.701.000 86Ul9.000 282.6lS,700 282.635,100 298,147,600 

s .1010 PEMERINT Mt D£SA &AN'TAN 602.ua.ooo 198.112.000 208..)65,CX>O 1.009,075.000 340.522.SOO 340,SlUOO 328,030,000 

S.2011 PfMfJUNTAtt DE.SABAN~ JAVA 1(12.Ua.oco U6.64UX>O 208.165..0CO 937.$37..COO "'5.461.100 306.461.100 324.614-.800 

S.2012 P(MEJUNTAH OUANEG~I A.GUHG ».YA '"2.UAllOO 32o..t91,000 923,019.000 303.905.700 )Ol.9:0S.700 315,201,600 

S.2013 P(MEJI.IKTAH DESAMHTAN PWTA 60Ull,DOC 183.1S6..00CI 785.A84..000 2<&.94>.lOO 261.945,100 2.0.s.93.600 

6,2001 PlMtRINTAH OESA IKAAAHG N£GAAA U7.SSO.OOD UUCS..000 612.155,{)00 199.!4&.SOO 
,.,.,_ nu62.000 

··""" PEMUINTAH OESA R1AHG 8ANOUNG t0'2.U8.000 470..17.000 1.on.245,000 >IU7l.500 34MTUOO 37U9&000 

6.2005 PEMEIUNTAH PESA kOTA Nt<IAIIA oaua.ooo llU,4>1,000 R14.A$0.000 20&.944.000 264.944.000 286,592.000 

&.2()06 PEMERIN'TAH 0tS4 K.Mn'A NEGARA. Sl9.Jl9,l)(l() 296.$71.000 8JM1D.COO 2n.s2.J.OOO 272.Sll,COO 291.364.000 

6.,007 PEMERIH1'N1 DtsA PANOo\NAGUNG 602.ll&DOO 27S.899.000 m .027.DOO 285.90&100 m..908.100 306. 210.800 

6.)009 PfMERINTAH DES.fl SIU MULYO £02.12&000 221.0iO.ODO 823.208.000 26'1.662.* 267,&&UOO 28?.88UOO 

6.2010 PfMEAINTAH OESAMAAGO TANI <02.m.000 276.640.IXlO 871,161,000 3W30.AOD WtSlCL400 241,707.200 

6.2011 PfMDI.IHTAH 0£SAJAn MUl'fAII 6'4.4!&.000 17• W ,O!.IO 831,&43.000 )71.192.!ivO 173.~92.9IXI 292.257.200 . ~ '33?.523.600 
~12 H.M(IUNTAH OES4 PAHDAN JAVA 60l.UI.OO<> 19S.t16..C03 2Cl8.16S.OOO 1.00il09.000 337..142.700 337.1.4l.700 

MAOAHGSUXU • 6.1014 PEM!f\iliT,-M ODA RASU4JUAJI.U S39.839.0DO 110.807.000 860.646.000 279.19)..800 m .'nl.900 301.058,400 

• 6,202C PEMERINTAH OCSA. OAH8ANJIEJO l 8J2 U:8.000 31l.4LO.OOO 915.sl&OOO 19'.061.400 293.061.400 )l9.41S.200 

G,JOlJ PEMERINTAH D£SASUltA Ht-GAR.A 602,U&OUU 225,724.000 ll7.SS2.000 270.SSS.600 270,BSS.61» Je&,140,800 

•. 20U PEMffUHTAH DESASf!JQNCANA 53-9.839,000 111.812.000 6'1,6$1,000 219.195..300 21U95.300 223.260.AOO 

6.10U PEMENHTAH ~SAO.I.DfMUlYO sa,.Al9AlDO !U.S41.0CO '/Ol.380.000 221,714,000 228,714.000 244,9Sl.OOO 

6.1024 PEMEJIIHTAH 0£SARIANG BANDUNG IUA 60Ula000 380.470.000 982.598.000 1a.mAOO 319.979AOD 3'2.639.200 

6.1025 P£MtRJNTAH OlSAMARGOT.AHI II 539.839.~ 193.406.000 733.145,000 238,813500 238,81).500 l SS,4~.000 



NO l(fCAMAl.AN KOOE -- ALOICASI DAS.U Alt>XAS,JOliMlli.., AlOWI 
-'lOU.S, ICIHWA 10-lAt h).tf I 1...., , a~p lll .,......,. ,,, '(II (J/ ,., 

(ii ,,, 
"' ~ M _ _ _ t?N'9.•(SJ.,1J•l11J ·•£!__ - -- IUJ ---- i:y__ '-1016 ~1WHTA.HD(SA(Ol4 t\[ GAA4TIMUI ill l liJlOO ltl.' kODO $8.UOl.«.C ,.......,.. u,6,80.t» lJQ.l4UOO 

--. -· ---- - ~ ~ 

24.1.U9.l00 

u m fiMf ltlKlN1 ot$A TAI.A~JUNG Sl Uli.000 ns.s.suoo ~.a.,1.000 l26.6it.400 2Jf,619.4CO - - - 101 .. uo.000 

.,.,. 
Pf M[ltlHTAl-1 0[$1..~~EJO 477.SSO.OOO 171.0S0.000 

&Sl-.000 lll.610,000 lJUI0.000 ·-- ~l,,_,.on,. ...iN&YWt ~ .• 11.o;o nuo,tXIO 991.MLOOO ,..._,.. US.JC8.JCO 340.1.c.l..400 ~ PEMUUNTAH OtSAG.UNUHG TEMNG ---- ~ 
, ______ 

7it00S500 - i , '1,61~ 
726,707.000 ~ 6.97.,000 

LllJ.685.000 362,005,SOO ~ ~Or6AlltAIJ•MtJtM '1»U8.~ ◄,a.1,1000 
u~~ - ~aiio u,., ...... 

,_ 
--213.li~.lOO _ HJ,66A,l00 ---12001 PEMUl!NTAH 0e$A SP, KEA.TA MVlli\ 411.SOO.OOO 177,6'4..COO 6SS..1)4,000 U J.88>..&00 

- - -- ----- -- 21•~'6U«I 
7.2014 P£Mtl!NTAH OU,AHAAKI MvtVO 601.U A.OOO ,....,._... 

...... llX!O - ,.,_ -- --- --- 1----MA.DANG SUKU 7.2015 Pt.MlllfNTAH CXSA!AYA 8AICT1 60'2:.JU.OOO l.JUD:111,000 8ll,7J6.COO 1n.020.11rxi 112.020.aoo l ~ ' 7,2016 - ~66'i418.0l)3 -- )&a.9S1.IOO lU,946,400 

~MUINTAM OU4JIASU-'H 
)ts.Ml.000 LOS9.16i.OJQ )U.OSUOO 

I ,. 
3'S.Z86.to0 

1.JOl1 , o,t(R!NfAN 0UA M[NGt.ltAJC "4,4ll.00Ct !iOl,1".CCO 
L168,l l1,000 )86,.411.JOO JM,46S,100 uoiT PEM2RINTAH OtSA JAfl W I - - 211"s2uoo 31).)66,000 

GOU21,000 ltUI Um 
900.4lS..«o ltl.51',500 1.>0ll PEW9i'TAH DUA flllCMDI "'2.JU.000 l lA-54..CIOO 
816.'74-CQl MS.101.lCXI * -701..200 ,...,...... 1.20n PEMfAINTAK DlSA A.GU NGJATI 

66J..418.000 lal.274,000 l.04f,,'92:oiio l4Ul07,603 341.007.600 )'4,676.800 
,.,.,, 

,-£Ml:Mft"AHOU-,AASIJAH ewt.Al ..,,., ...... 4l7S10.0l;io - ) lt.014.ACIO """-1.0!0.0<l.000 »3J>14..«x> 7,2014 P(M(ll!HTAA D(SA H.AIUO MULYO JA'fA 602.128.(100 Z56.035,0')(I 
8S1.11).000 27'.(J'IUOO 27J.048.~ l00,06S,20D 

.. ,,,, P~MtAIJlT.AH m;$A :J.'tA M!.1!.YA 5$4,.C 11.f):X) llL......,. 
Sl S.9121.000 t&5.t10.600 NS.470.600 ,.._ ... l.lOOJ PEM[~NTAH DUA GtlHUHG SUOIH S3Ul9.~ 129.0U,,OOQ 
"4.A19.IXXt 221.313.700 Ul.lQ.100 uus.uao 1.2007 PEMEIUHiAH OtsA MAAGo flfJO 602.111.000 14&..643,CIOO 7SO. 771.00:> ""-CJl.)O) l.UJ)Jl.JOO l60,70U00 

,._ 
10,Q!NVJt DlSAUJMOtWUO "'-41lO<X) lSl,76.IXIQ au .uu,ooo 266.lSUOO ,...,,. .... U$.17l.l00 ll.ltllO P£Ml!/IUKTAH OtsA TA,-.,AH AGU,.U &OU21.COO 14$.41Q,IX)O 

""-'00,000 lSJ.911.&00 UUU.400 241,641.lOO L>OU PfMf.llNrAK Ol'SA QUJQH Sl9:llU IXI , ........... .,,........, >U.Ml.5CIO U 2-'4UOO "'-"""'° I.IOU PEMUINTAH OfM t.Alt.AN'G £NOAH 601. IUOOO 183.ATJ,OOO i'~.60LOOO 255.&81).)0(I 1SSMO.JOO 21,U40.AOO UOl4 ' EMlAIHT~ OCS.l SRSWAHGf 6,)2..l2J.OOO nu ll.COO 161..SSJ.OOO lSUiS.)(O W.76SJCIO -, .2015 PEM(- ltflAH O(SA CAHA'fAN(GIAI 602,111._COQ 15U7',000 
i'SS,iiii:ooo 141,00UOO 2.4i).001, 100 15,1.00z.10O • U MENDAWAJ U01& -

uun.200 ,1U&!UIJ) 
PEMf'-INlAtt OGA SUU. MUl'fA 139,1)9JX)() uo.ou.ooo 

"9.tl<.000 2:2U77.200 
SUkUII ,_ 

HUU.400 

..,.,, PfM(IIIIHT.AH 064 TAAA,,,__AN 602.U.1.000 =- 7S4.'11.000 24UOUCO 1&90UO) 8 ,202S P[ME!IUNTAH DUA MUIO M HAVU 602.lla,OOO l74..51J.COO 77&.r.u.ODO 2S45k.1'l0 1S4.S94.10D 2f'USUOO ..- A."t CICS4 UM.\HHAIJO - lt23110.000 ffl.l"-"lO 26W.COO ,.,_,,,_ -U l21 PEMDIIHTAft D(SA MAltGODAOI 60U2l.OOCI 181.16$,000 
7'0.1~1.COO 25'.llt.100 156,W,lOO 215.Sl UCO UlU PtMEISNTAH DCS4 tAIWAAN MY.\ "'2.J>&.cxxl IM911.COO 
7'1Jm.JXJO 715.llt.1QI 21Ult.JOO , .... , ..... um , EMt~HfAH Of.5A KAMH<i MA"GA 601.UUOO IS<.565.000 
7Sl.69l.OOO lSJ.107.9(0 lSUOMOO 240,4n.200 l!.2CllO 1EM!~HTAH OUA OOMO IIEJO GOUUOOO Ul.4$2.000 ,_,,., 

.24L07Ul!O ..... , ..... uunooo '-'"'ll ,&MllllNTAH DUASRIWAHGI UW SOl,IH.AIIXI 1n.1t,.000 
n4,t14.0CX! m.nuoo 236.374.200 2:Sl.165.500 1.2032 , EMEAIKTAH DUA TAMAN MULYO Si9,1Jt.OOO 21-un.oco 
164,0!5.0)D , .. _,.. 149,00UDO 26',006.400 '-""' PfMIMf!Nt DUA lAIWHG liMUNIHG 60U1&000 l9QSQOX, 
7'9U7LOIXl - - ms,11.<00 t,lOOS PlMHIINTNt 01SA RAMAH JAVA Sl.Ult,000 J7Ull.COO 71U 61.000 2l5310AC0 Jis.910,400 1'9.54.7.200 

.__ 
,0,,.tllHT.aJt 0alSUMKAJ4'1'.4 "'-'WIOO - - - 2t5.mMO l7UlUOO U l01 PfMCIUNTAH OtsA SUMIEI' IWO IU,Qt.000 :US,9&$,000 766,804,0C(I 249.'4L200 249.$41,200 167,121.600 t.2001 PfM.U.tNTAH O~SUMSU ~ Ci01: lllQXJ 254.,091.000 

&l«lS.ooo JIUA"" ZIUIS.IOO --t.lOOO 'EM£111HTAH DUA rtGAl SAAi «ll.121,000 l74.144JIOO nun.oou ill,111.600 lll.&11,6-)0 170.9Cl,IOO ~ 2010 PEME~:NTAH OUASIU IAHTOLO - -- U&..614.1:00 242.2~ 
Slt.U,,000 us.ns..ooo 

69Ult.<l00 , .2011 HMUlfHr.utDISASUMN:lMHAW - """24- 146.7'3,QJO )AJ,t21.9CO 2"1.92UOO :i'49QS.200 t.1012 PEMUIHTAM ~ MAAGO MULVO 
"'All.GOO 11&.'81.0elO L020..00.0CO .HUJUC.O JlUU.100 ISUUAOO Ul1S ll't"U£UfTAHOE$4PlM-WOSAm 471.S.SO.COO u,-- 6UA,aoo :,o,_,.. JOlMl.lllO Ut.S$1.f00 •=• PEMERINTAH DUA ICAIIAHG MAHlt 602.121.000 195.151.COO 1,1.A19.000 lit,MS.100 2S9.9Q.JOO 211.59 1.liOO 

..,. .. PfMlliNTAH DUA SUMIE:11 HNWJ.H 664,AW,,0 2..._ 
91'.- mU4&00 JOl.lJUOQ m.JlUOO ' --· 

164.211.CCO 

!l.2014 PEMlAINTAH DUAK!tl AEJO 602,128.000 1S7,-'0l,000 
i'st,529.000 247.6,H,.10) Z47,li&&.JOO t.201' PEMERIN'TAH DUA TOlO AU0 602.UU<lO 261.811.000 161.011.000 291.7QUQO taLlOS.l<O ,oo.GQUOO ~ Pf.MPIJHTAH OQA 1tAAAHG JAVA S-lt.tll,000 l7S.2◄J.Q)I) 715,086.000 m.su..ooo 2l2.SUJICO -t.ion PEMflU.NTAH 0ESA KtMUNIHGJAVA S39.131.000 l.U.172.000 724,0U.OOO -- 2)&.lG.l.JOQ uuouoo 



NO ll[CAA'IATAN KOO£ NAMA OU.\ A.l0KASI OASAA AI.OJtASI EORMlllA 
Alot<ASI 

AI.OKASI MltltRJA TOTAL l•htp I 11htp Q Tilupl1I 

ASIRMASI 

'" Y>I OJ ,,i '" ,~ (1/ "' ('NSN6N1J,fll ''" (W (W -

9.2022 PfMERINTAII OE.SA 6ANGuNAOO Sli.839.000 196,JJ,9,000 136.!iS!I.OOO 141.567.400 24-2.S67.400 l Sl,A:U.200 

9.2023 PEMERIN1Al1 OBA BATU MA$ 539.839.DCC 161.685.0()0 101.524.COO 228.457..200 U8AS7.200 
- --244Ji09.600 

9.2024 PfMER!HTAH 0fSA sun JAVA 539.839.000 19),029.()()0 7l2.868.000 lA0.560.400 240.560.400 251.747.200 

9.202s P(M(RINTAK 0ESA S,RIJAVA 539,839.000 136.04S.OOO 675.884.000 219,865,100 219.165,200 U US3.6CCI 

9.2016 Pl!MIAINTAH OESA TEGAL BESAR 602.12&000 198.714,000 800,8-42.v>O 260.9SH.OO 260.952,SOO 218,936.800 

9.2027 PE.MHUNTAH 0ESAOARMA BVANA S3Ul!U>l'l0 131.$93.000 67\.$31.0()0 ua.ss9.600 2~ ll4,4 l UOO ---
26~ 

9.2028 Pf MERI.NT AH OESASI.EJO MIit YO 519,839.000 209.US.OOO 149.~ -.ooo ] 41.199.200 243.799.200 

9.l02'9 PEMUltHTAH OESA PUGWIOlltlO Sl:l.839.00J 18:l:.S}7.oc:t, 722.366.000 245.509.800 ]45.S0UOO 2~ 

10.2001 PEMfllJNfA>-1 !)(.SA K.\ITOSAIU 602.128.000 1S8.02).000 760.151.(100 210..34S,300 210.]45,,]00 219.460.AC'l 

lf).2002 P!M(PJNTA!i 06A, NUSA AAYA 60llzt1.1)30 220,288.000 &1:2,416,000 26M24.800 ... 268,124.800 ZBS.766.400 

10.2001 ___ PEMEl\lliTA.H 0£~ NUSA TUk'GGAL 601,ua.000 24S,24S,OOO eo.n3.ooo 275,811.900 275.tlU,900 295,749.200 

l.,,10.201).1 PEMER!IITAH OESA NIAA &ALI 602.118.000 114..UUOO 716.µ4.000 25S.l76.200 2Ss.376.200 l6S,S01.600 

10.2005 P[MERINTAH O[SA N~ IWCTI 602.12&.000 1Sl.SS2.000 7Sl.680.000 245.004.000 HS.004.000 26).672.000 

10,2006 PEM£RIN"TAH Q[SA.NUSA JAVA 602.128.()()0 143.206.000 7-'5.334.000 2'2.S00.200 2•2.5oo.Z00 lf'AllJ.60) 

10.2007 P[MiR!rf'TAH OESA NUS.A T£NGGAAA 602,128.000 1SU60,DOO 7S(i,438.()0() 246.746.400 246,746.AXI ~~ 
10.2008 PEMEA!NTAH OESANUSA AGUNG S39.al9.000 l l4, 296,IXlO '74.US.000 219.340.SOO 21,.~.soo 235.4S4.000 

10.200, PE.MEIUNTAH CESA NVSA MAJIJ SJ9.Sl9.roJ 1s1.oe.u,;,o 706.925.000 2-~.977.SOO n o.tn.soo M4.97!l.OOO 

10 ltlffANG 111 
10.2010 ,EMfR!NTAH OfSASfNU MARGA Sl9.Bl9.000 141.9.U.000 688.782.000 124.04.600 214.634.fiOO 239.SU.tlOO 

- -- 2"-"""°° lo.20'11 Pt.MOUNT AH DUA ICARANG SAAi 602.12&000 98.S9l.OOO 700.726.000 221,217.800 21&.217 ,80() 

10.2013 PU.tU!JHTA.>4 0€SA TRIKARYA G6UUl.000 302.848,000 %1.,66.000 314.479.800 314,419.800 lJS.~,400 

10.2016 PfMEIUMTAH DUI.SUM NEGAAA 602.128.000 177.521.000 nus.s.ooo 2SU96.SOO 2S&.196.500 266-8.52.000 
~ 

10.2017 P£MEIUNTAH OESA KARA.HG W>1 539.839.000 154.130,IXIO 691.969.000 228.890-.700 128.890.700 236,187.600 

lo..2018 PEMERINTAH OESJ:; OADI llEJO 602,128.CO) 112.421.000 814.SS0.000 265.96$.(l)Q 265,965.000 182,620,000 

10.2019 PEMERINT-'H DESA GAlffl WMNO 60L12'&000 l.S9,31S.000 761,443,000 l4S,23l.900 243.232,900 264.97'.200 

10.2020 PEMER!ITTAH OESASINAft &AU S.39.819.000 14,U,$).000 6S&.S22.000 224.SS£..600 l24,S.S6.f.OO 219,','08.800 

10.2021 PEMERINT AH OESA SU M&lR Rl.10 519.839.000 173,906.000 71l.74S.OOO 2J2..12l, SOI) 232.123.500 249,498.000 

10.202-2 PEMERINTAH 0£$4 R.lNGI.N SARI 602.128.000 171.698.DOO 779.826.000 151.741.800 2Sl.7A7.800 J)l.130.400 

i.0,2023 PEMEIUNTAH OE.St. KARYA MAJU S39.839.(W)O 116.740.000 116.57'.000 232,973.700 212.,u.100 lS0.631.600 

11.2001 PEMUHNfAH OEV. 8ATVIWA lUNG!N 602.128.000 318.S28.000 920.6$6.COO 299.YJ6.800 Z,,.S9rUOO 9.21.462.400 

11.lOOr PEMUIINTAH OtsA TIii.ANG BAWJIHG 602.128.000 187.144.()0() ,aun.ooo 156.511.600 l,56.S.SL600 17', lo&.800 

11.lOOJ PlMOl.lHTAH OESA S,AIAHUOH S'39r.8'39,000 148,ffi.OOO 688 838000 lll,851.-400 lJUSl.400 us.ns.200 

MINOA 11.2004 PEMtfltNTAH OESA NEGERI RATU 602,118.000 195.317.000 797.sos.o:>o lSUSl.500 259.951,500 277.602Jl00 

11 
MAYAHG 11.JOOS PEMtltlNTAH OESA PDW:AX &64.418..000 416.oYl,000 l.080.-419.000 3St.US.70D 3S9,22S.100 l61.967.l500 

1U006 PfMEJl!NTAH OESA NEG(Jtl AA1\I WU 602.128.000 Us..o?S,000 IU.lOl.000 265.860.900 26$,8(,0. 900 ZBSMUOO 

1U"'7 PEMERINTAH OfSA n,.NAS P'lAACAX 602.UI.OOO 154.284.000 956.412.000 111.213,600 31L2l3.600 333.~ 

11.2001 PEMEAINTAH DtSASUKABARU 602.128.(()0 246.687.000 841,815.000 276.1:44.500 276.24,\..SOO l9U2',000 

12.2001 PlMERINTAH DUA TAMIUNG MAS 002.12&000 ltUU..000 201.765,.000 1,003.204,000 3Z7,0IL200 ?27-061,1-'.>0 349,081.600 

U .2001 PEMEJUNTAH CESA TANJUMG $AIU - 002.12&000 187.415.000 m .S43Jl00 26U6UOO 16UW100 1S2.817 .1:00 

11.lOOl_ PEMDtlHTAH OESA mo AEJO 602.121.000 292.S81.000 '94.709.000 30U12..700 ,.._.12.lOO 285,.88J.600 

12.lOO< PEMENNTAH Of.SA SUMBtR ASAI 602.128.000 204.361.000 106."9,000 262,646.100 2i2.M6.700 ui.m,tiOO 

12.::ios P£M(R.ml :\H OESA SUK.A MAN &02.ua.000 420.231.000 l..02:2.3S,.OOO 3)7.307.100 331,)()7.700 341,743,600 

JU006 P£MEA.INTAH OESA SPJXATON n&.101.000 lS0,&'9:l.000 m.400..ooo 286,620,000 ..86.6l0.000 304,1£,0.000 

1U007 PfMERINTAH OESAUMAH SAAi 602..11&.COJ 146.940.000 749.061.0CO 244520.400 244,S1QAOCI 1:60,02.7.200 

Ul008 Pf"'1ERIKTAH DESA suMDlR ~ 664•11000 205.763.COO 870.181.000 :W.,56,,00 Ul.SS&.300 30~n...ec, 

1U009 PEMERIHTAH DESASUMIERMULYO 664.◄1&000 199.95.7.000 •••-m.000 29U12,SOO 294.412.500 2,s.5S,).(1()0 

U.20?~ PEMDJHTAHOU,\IC.l,AANGltHGAH 602,UUOO 140.!64..000 742.612,000 UU07SX> 252,$07.6«1 Ul,67UOO 

U.2011 P!MUINTAH 0£S.\ BAHGUN twUO 602,l?t .OOO 1084'2.000 20&.76S.000 91',33$.000 lOUOO.SOO 30UCXI.SOO llS.534.000 

12.2012 PCMEAIHTAH DESA T.-MBAK 8()Y0 664.418.000 290, 7.)6.()(X) 20&.765.000 1,lGl.919.000 379.nS.700 319,77S.700 .«>U67.600 

12.2013 PEMERlNTAH OBA PEHGAHOOMAN 5.39.&19.000 31US9.COO 108,765.000 1.Qh.763.000 , .......... lS6.028.900 ]69,705.200 



NO KECAMATAN "''" NAMAD<IA A~OKl\$1 PASAll AtOKASI r oll.MULA 
Al~KASI 
ArlRMASI ALOKA!l l(INEIUA TOTAi. bhlp l Tit1;ipl1 Tehaplll 

/JI m "' --- ,., /SJ '~·- m '" - '1MSN,J-11J-{.YJ (JOJ "~ ,._,, ___ 
U.20H FEMEil!NJAH OESA RU00'-01 602.128.000 147.505.000 208.765.000 958.lSS.COO 319.019.400 319.019.400 .HQ.359.200 

Pt1111E111NrAtt oEsA sUK.oHAIUO - 249.844.000 

" 
BUAYMAOANG U ,201S 602.128.COO 143.982.000 746.110.000 248,lll.000 248.lll.DOO ---· TIMUR 12,2016 P(.MUIINTAH OESA SUMEOANG SAI\I 539..839.000 113.405.000 653.244.000 213.973.200 213.973.200 22.S,297,600 

11.2017 PE.M!JIINTAH 0£~ RO\VOOAOI 6"02.U8.000 14$,181.<)00 750.lJ!l ,OOQ 
·~ 

24'.69'1.SOO 246,694.500 lSUM.000 -- ui.~ oo 11.2018 PE'MEAINTAH O[SA SUKODAOI S39.819.000 151.917.000 208.765.000 902,521.000 295.056.300 295,056,300 -----12.2019 PEMElllNTAH OESA. KUMl'Ul RUO 539.819.000 103.036.COO 647.US.OOO 212.362..SOO 212 . .)62.SOO 2n.1so.ooo 
12.2020 - - - ])4.415.61:0 PEMeil!NTAH OtSA MfTROREJO 539.819.000 16H3S.OOO 2Da.76S.OOO 912.039.000 298,811.700 291.811.100 

12.2021 PEM£$UNTAH OE5A KE0IJ 5]9,839.000 157.211.000 697.050.000 2]1,61S,000 2]1.615.000 llU20.0CO 

12.2022 PEMEAINrAH OESA KEOlJHG R£JO $39,83'},0QO lSfl.641,000 209.)'5.000 907,245.000 301.81l.SOO 301.871.500 103.,,a.coo 

12.202] PE.MUIINTAM OESA &Atl'f\JMMASRI 519.8!9.000 1S4.ll8,000 208. 765.000 90UUOOO lOO.S1&..600 300.576.600 301,768.800 

12.2024 PfMUIINTAH OESA GtJMU"i. ROO 519.&.39.000 1"3.781.000 6&3.622.000 22U86.600 128.486.600 226.64&.alXI 

12.202$ PE.MOIINTAH OESA TAHIUNG MtJLYA 519.839.000 1'0-376.000 680.215.000 226.564.500 226.564.500 217 .086.C<IO 

1] 21»G PEM!IIINTAH OESA AAMANAGVNG 511.83',000 23>.989.000 108,765..000 984.593.000 l,24,177,500 324.177.900 l36.2l7.200 

12.2027 P£MUHNTAH OEU. 8U.<IT Mi\S 539.339.000 21$,308.000 1:,5,147.000 2.&9,044.100 2.a,.ou.100 157.058-800 

12.2018 PEMEJIINTAH OCSA TAHJUNGAGUNG 519.839.000 139.44&.000 2te.76S.OOO 88&.0SO.QOO 292.SlS.OOO ~,.s1s.oo:i 303,020.IX>O 

12.202' - zst.714,000 PfMEJl!NTAH OESA MM.SAN MULVA 602.121.000 141.137.000 74l.28S.000 24l.78S.500 242.78.S.SOO 

12.lOlO PEMUIINTAH OESA 5UM9ER TANI 539.839,000 117.!l!HIOO 575,g>S!.OOO 221,290,«l() lll.2S0.400 220.li7.11Xl 

U .2001 PEME#t!NT AH OE$A BANDiNG AGU NG $39.839.000 1&9,325,000 80!1.164.000 218,749,200 278.749.200 251,66$.600 

U.2002 PfMUIINTAH OESA NIKAN S39.$39.0XI 27l,79UOO 105.688.000 !m.u,,ooo 310.995.700 330.9'S,700 ZSS..327.600 

13.lOOl PfMEAINTAttOESA 5UAA8AYA 602.128.0CG 234.222.IX)() &l&.350,000 276.lOSJ)OQ 27&.lOS,000 l&ll.00.000 

13.l<l04 PEMEJIINfAH OESA WANA 8.AXTI 664.418.000 322.015.IXIO 986.4.UOOO lU.;29,900 ll2..929.9CIO WJ,573,200 

13 
MADANGSVKU U.1005 P(MUIIHTAH DESA BATU MARTA VI 654.A18,0CIO .217,217.000 88L635.000 ioa.m.soo 288.790.SOO 304.054,000 

'" l l.2006 PEMEAINTAH 0£SA WYA MAKMUR &02.128.00Q 230.623.000 831.7Sl.<)00 288.12$.JOO 288.525.300 lSS.700.AIXI 

13.2007 PfMEJIINTAH OtsA BINA AMAATA 66"'Al&OOO 22"995.000 891.413.()()() 289.921.900 289,913.900 3U,SiS.200 

J],10)$ Pi;.MERINTAKOESA 5UKAOAMAI 602.128.000 250.◄28.000 208,765.000 L06l.32l.000 363,396,300 3Gl.39&.l,()(I 33-4.528,400 

U ,2009 P(MUUNTAH OE5A 8ATV MAATAX 602.128.000 302.225.000 504..3UOOO 2!M,?tlS.900 29.UOUOO 31.a.!i'U«I 

ll.2010 PEME.RINTAK ()£SA MA.fl.TA V JAVA S39.831.000 303-263.000 $43,,102,000 l7U30.&00 27-1530,600 29-1,0-10.800 

14.2001 PEMERINTAH OESA TANJUNG KUICUH 601.128.000 301.219.000 910.10.000 2""50UDO 296.S04. 100 317.:33A.800 

1A.l'C02 PEMEJIINTAH OBA BETVNG 602.121.000 391.330.000 993.4SL<l00 Jll.237,400 323.237 • .-00 ]A6. 98] .lCO 

: ,UOOl PEMEIIIHTAHOESA TAHIUHG Ml.$ SJj,83,.ooo l41.83LOOO 821.670.000 267,20l.lXIO 267 .201.000 287.Ma.003 

14.2004 PEMERINTAH DESAMENANGA 11,ESAA 602.ua.ooo 450,0-17,000 J-062.175.000 Ul.6.52.500 .3S.L652,SOO 348.870.000 

!A.2005 PfMEJIIHTAH DESA.MtNANGA TEHGAH 664.Al &.ODO 479,841.COO 1.144..26].(l(XI 372.078..900 372.078.900 400-105.100 

14 
SEMIHDAWM 14,ltXl6 PfMDIIHTAHOESAADU MANIS SlU39.000 233.952.000 n1.191.000 251.937.300 251.937.300 26Ul 6ACXI .... , 1,4,2«17 PE.MOIINTAHOESASUKANEGERI 602.12&000 2SU57.000 8S4.085.000 281Al5.SOO 21Ul.5..SOO 291.234,000 

.... l<lOI PEM!ft!HTAH DESA KANGIC\JNG G02.12t.ooo 221,136,000 aa.964.ooo 26$.18:UOO 268.78'9.200 286.38S.600 
1,<200• PEMr.RlNTAH OF.SA SAi TAN.JUNG S.39.8)9.()01') 2&9.3ll.OOO flot.Ul.000 2'5.241.600 MS.248.600 m.-
lA.1010 Pf MERIHTAH DESA IWiGKUHG IUR 539.839.000 264.092.000 801.931.000 l!JO.m.300 290.6?UOO 222.sn.400 

14.lOU PEMOIIHTAff OESA BfT\JNG TIMUR 539.839.000 165.155.000 804.994.<IOO 264.898.200 26,U9'1.200 l?S.197.600 

J.UOU PE.MtRJ.NTAHOESAMENANGA SARI $39..839.000 ll~.000 754.929.000 24$,378.?00 NS.378.700 l&U?LGCO 
JS.1001 PEMCIUHTAH DESA ICI\AAHG M!lATI 601,121.000 17U25.000 m.253.000 2!U75..900 252.375.!0C' 270,501.200 

1S:iooi'" - 30U1.8.800 PEMERJHTAH OESA lCAIIANG M~GAN 602.!l.8,DOO 281.669.000 885,191.000 288.239.100 268,UUOO 

15.200~ P~~ERINTAH O!SAICAMN(;AfNAA 61'.a.128.000 217AS6.000 !!9.SM.000 267An.200 .267..475.200 U,4.633.500 

15.2004 PEM(!UNTA.H OESA l\JLUHG HARAPAH 602.128.000 251.480.000 208.765.000 L063.373.000 346,011,900 346.011.900 371.349,200 

1S.200S PlMEIWd'AH O£S.l 1tlJTA TAJ.AH 6C'2.11&000 190.812.a>O 7'l.9'0JIOO 2ti0.l82.000 260.381.000 272.116,000 

lS.200< PlMlRINTAH OESA N!fll'WAHA 60l.U8.000 451.4'4..Cl'IO 1,060,SU.OJO uun.GOO 351577,(i()O l4l.43UOO 
15.2007 PEM£1WffAH DESA IMJNAI MUUA 602.~ooo 304511,00C 906,690,000 29S.A07.DOO VJS..407.000 3lS,876;«1l ---



NO KlCAMAlAN KOD< N,'MA O[JA ALOKASI DA.SAR Al.OKA.SI fORMULA 
AlOKASI 

AflRMASI 
AI.OKASI KINHU.A l OTAL T.1h:ap I TaNpll hh:itpUI 

(I} "' '" 
,., ts) ({I ___ /IJ ($) ttJ•m:~' J•t11•f!J (JO) (JJJ !ll} ---

!5.2008 PEM[ RINU,H 0£SA KOT~ MUlVA S39,8J9.000 151.191.000 Z-06,165,000 !i02,3:JS.CO:.: ] 02.218.500 )02.21! .500 297.958,-000 

l5.2C09 i'EM£RINTM DESA BUNGIN JAYA Sl9.eu.ooo ~77.220.000 2~ .16S,OOO 9t 5,82dl()O 309.247.200 309,247,200 ]07.i'i«oo 

IS 
S(MENDAWAI 

lUOlO !.]9.819.COO 1'5,180,000 l.S.3.005,700 249.00U illO 1£MERINTAH DESA BtlRl◄AI JAVA 715.019.000 l d.l.005.100 
TIMUR 

15.2011 PEMfRINTA!i DUA MUllA JAVA w .uu:oo 2Sl.l9S,OOO 854.52].000 211., su oo 277,'nMOO 298.G09.200 

~ IPfMERINTAtt OE$A Mt lATl 1AYA 602.128,000 180.741.000 208.i6S.ll00 991.640.000 3lU ioUlOO .Ua.992..000 33l.6S6.000 -
15.2013 ?EM.ERINTAH 0{.SA ltAIWIG MULYA 602,128 ,000 167.835.000 769.964.000 151.969.200 2~1.9!9.200 153.985.600 -- 249.394 ,800 15,2014 PfMEAW TAH OEiA WAIIM.\RI 602. 128.000 147.359.000 '143,.1;$7,000 l SO.C,!5.100 lSCU)!6.100 

t!i.20IS PEMUII NiAH Ot.SA HAIIAPAN JAVA S39.aJ9.000 152.134.000 691.9}) ,0.."0 215.591.900 225591.900 2..:.0.78'9,200 
- ,_ 

lS..2016 P! MUUNTAH OESA M[V.Tl AGUNG 602. 128.000 20IU9&.~ 810.Gl-4.000 265.581,203 26-5.687.200- 219.249.600 

15.2017 Pi:ME.AJNTAH OE.SA WAN.A MA(MI.Jll 602.128.000 249.410.DOO 851.S38.000 117.061.400 271.061.400 297.415.200 

15.2018 PE.MEI\INTAH OESA SA.WANG TtKAR 539.839.000 164.180.000 704.019,000 1 29.205.700 UUOS.700 245.607.600 -15,2019 PEMUUHTA>l OE5AWYA8,\Kll 539,8)9.000 2 36.970.000 776,.809.000 256.442.700 256.442.700 163.923,600 

16.2001 P[MERINTA>t OESAJAYAP\JAA &~ .128.000 316,618,000 2(18...765.000 t .127.S11.000 367.053.300 36-7.053.300 39] ,41);.400 

16.2002 P[M[RINTAK OBA &UNGA MAYANG 602.128.000 1'0.176-000 711.]04.000 l5U9t.200 151.491,200 269.321.600 

16.2003 PEMfRINTAH DE$A WAY !i.tt.AK 5l~ •n~.IJOO 257.S95.000 197.434.000 261.730.200 261-730.200 ?tl.973.600 

16,2'00C PfMERINfAM DUA M!IIOAH 6'64,418,000 611.230.000 l,27'5.o-48,000 415.094.400 41S.09UOO 445..459.200 
16 JAYAIUAA 

I 316-.991.E,OO 
!&,2005 ,PEMUUNTA.'t 06A TVMUAYA 602-12,8.000 307.351.000 909.479.000 296.20.700 296.2-13.700 

16.2006 P[MERINTAH 0£SA COIIOONG 602.128.000 249.391.00() &SLSl0.000 zn.056.000 277.0S6.000 297.<&0l.OOO 

26.2007 PEMERINTAH OESA PfAAOl,lt JAVA 602.128.000 2.-GS.&01.000 &67.729.000 l 8U 18.7DO 28U18,'10G 302.091.~ 

26.2008 PfMERINTAH Q£$Al(AMBAN.i S 39,83t.000 194.448.000 208.765.000 943.052,000 310.815.60'J 1,u.atS.600 321.420,SOU 

17.2001 P(M(RIHTAH OESAWOSAAI 61».J'la.DOO 147.18].000 203. 765.000 , sa.o,G.ooo ll4.42l.800 3lU2l.800 129.230,400 

J.7,"2002 PEME.RINTAH OESA.5100 RE.JO 001.128.000 209.417.000 811.S45.000 264.163.SiOO 26U63.SOO 283.218.000 

17.2003 PEME.fflNTAH OfSA BAHJAR R£,O 519.839.000 17.U2 1.000 208.765.000 )22.225.000 3 12:,667.SDO 312.667.500 296.1190.000 

17.2004 Pl Mf lUNTAH OE.SA PANCA TllNGGAL 602.128,000 169.888.000 208.165.000 930.78LOOO- 330.134.300 330,:l,34..300 3,20:lll.400 

17,2005 PEM! RINTAH OESA MM GA KOVO SU.919.0w 225..398.000 765,,J.J7.000 252.971.100 152.971.100 259.204.800 

17.2006 P[M( AINTAH. 0£:SA 5UM8ER AGUNG 602.128.000 164.Sal.COO 76&.111.000 l-'9.813,300 249.813.300 267.{)$.UOO 

17 80.ITAHG JAYA 17.2007 P[MERINTAH OE'SA KAIISAJAYA 602.128.000 119.871.000 208.765.000 930.770.000 302.631.000 ]02.631.0CO 32$.508.000 

17.2008 PfMERINTAJi OtSA WINDUWI S39.83!M)00 116.688.000 716.527.000 212,95&.100 l3MSU03 2$().610.800 

17,2009 PfMfRINTAH 0,£SA "6,RVA MAKMUP. 602.228.00!> 164.032.000 766.160.()00 249.648.000 249.648.000 266.864,000 

11.2010 PlM~RINTAH OESAGIRI M\JtrO Sl9.a39.000 18.4.253.000 724,092.000 236.127,600 lli.U7.600 l Sl.3'.36.800 

17.2011 PEMERINTAH OfSAMAGUGONDO 519.839.000 1SU 06.000 691.645.000 22$,4'3.SIXI 225.493.SOO l40.6SI.DOO 

17.Wll PfMf RINTAH OESA AAGOMIJLYO 539..839,000 17U54.000 712.191.000 23'.1S1.900 WUS?.900 239.I~ 

17.2013 r fMOIINTAH OESA R£JOSAJU JAVA sn.83t.ooo 16L740.000 701.579.000 228..413.700 22!A?J.700 144.631.600 

18.1001 PtMUINTAH OESA TUGU MULYO 6'4.41B.OOO i4S.06'S,OOO 1.009,4$3.000 332.544.900 lll.544.900 3'".3'3,200 

18.2002 PEMLRINTAH OESA BANGSA NEGARA 602.12&.000 221.882,000 830.010.000 m.003,® 116.003,000 278.004.000 

18.2003 PEMERlffTAH OESA 1'UGU HARUM 726.707,000 2S4.ll08.000 980.715.000 329,314.SOO 329,114.SOO 322.086.000 

182004 PEMfl\lNTAH DESA TIJlUSAYU &M,.ua.ooe 12un.ooo 208. 765.000 1..000.560.000 326..268.000 326.248.000 348.024,000 

18.2005 PEMERINTAJ.I DlSA YOSOWINANGUN 602.128,000 20!i.944..000 eoa.012.000 263.UL600 263.121.600 281.82UCO 

1&2000 PEMERINTAH DfSA KARANG BINAHGUN 602.128.000 203.691.000 90$.SU.OOO 262,447.SOO 2&l.A47,500 280.930.000 

1&.2007 PEMERINTAH DESAJATI MULYO I 602.128.000 23,(1.!7&.00() 201.76&.llOO 1.049./69.000 341.910,700 ]41 930.700 36S.')()7.600 

MlJTAHG l8.21l06 PfMfRINTAH OlSA PANDAN SAAi I 602.128,.000 2Sa.ES6.000 til:I0.;114.000 281.644.200 281.64,4.,200 297.525,600 
u 

MADANGAAYA 602,128..oc:l 270.361.500 2&L490,()00 
18.2009 PEMERINTAH OESAPELITAJAYA 2:?1.097 .000 au.22s.ooo 210.367.500 

18.2010 PEMEIUNTAH OES4MEICARJAYA S39.8l!Ul00 1n.1s1.000 711,991-«>0 231.597.600 211.597.600 - 248.79$.800 

18.2011 PEMEtUNT AH OESA Wol.lX KARJO 664.418.000 230.~~4.000 894.67UXlO 2il.801.~ 291.801.600 111.0&8.800 

18,2012 PEMEJUHTAH DES.A TANAH MEI.AH 726.107.000 38S,394.000 1.112.101.000 361.Sl0.300 361..530,300 3$.9,040..400 

111.lOU PUAER.1HTAft DUA RANT AU JAVA 664.418.000 25).966.000 918.384.000 3,04.31S.200 lOUlUOO 309.7Sl.~ 

1.8..2D14 PEMf lllN1'Ali DESA THING SARI MULVA 53? .839.000 llS.792.COD 755.631.000 245.589.300 24$.589.300 264.452.'.00 

11U01S P!Mt~l'fl'AH Of.SA ~CIHTA 602.12&000 155.147,DOO 757,275.000 2't8.781.!i00 lAUll.500 259,710.000 

lt.2016 P(MERINTAH l>£SA KARA.NG 81NAKGUN II !0~128.000 166.620.000 768.748.000 250.AZA.400 2SDA2,UOO 267.3'"200 



NO KECAMAfAfll 

Ill 

19 
8EUTANG 

MULYA 

IC.OD£ NAMA DUA 

w ,,, 
19:2001 PEM[RINTAtt OESA SARI GUNA 

t•:1,2002 PfMUUNTAH OfSAS'iOOWAlVVO 

19.2003 PEMERINTAH OESA S\JGIH WAAM 
- ... ·-- -· - - -- ----· + 

19.2004 PEMERINfAH OlSA RUO S-'R1 ····- --- ·- . 19.2005 ?EMEIU!flAH OBA PETANGGAN' 
~ .......... - ,. .... . -.--
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Menimbang 

Mengingat 

Lamplran Ill PeraturanBupatiOganKomeringUluTlmur 

Nomor : 2 Tahun 2023 

Tanggal : 16 Januarf 2023 

KEPALA DESA . . . . . 
KECAMATAN . . . . . 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PERATURAN KEPALA DESA ..... 
NOMOR ....... TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNA! DANA DESA 
( BLT-DANA DESA) 

KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA .... . 

a . Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya 
untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desadalam mendukung 
percepatan penghapusankemiskinan ekstrim paling banyak 25% 
(dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. 

b. Bahwa berdasarkan per timbangan sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf a diatas, maka perlu menyusun dan menetapkan 
PeraturanKepaJa Desa tentang penetapan keluarga penerima 
manfaat BLT Desa Tahun 2023. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321) ; 



Menetapkan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewcnangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037); 

6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 
215); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Serita Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Bcrita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1295); 

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam 
Evaluasi Rancangan Peraruran Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Kepada Camat (Seri ta Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
TimurTahun 2019 Nomor 85); 

12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 47); 

13. Peraturan Desa .......... Nomor ...... Tahun 2022 tentang 
Ren can a Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lem bar Desa ..... 
Tahun 2022 Nomor .... ) 

MEMUTUSKAN : 

PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERJMA MANFAAT BANTUAN 
LANGSUNG TUNA! DANA DESA (BLT DESA). 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia di Daerah. 

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa . . . . . 
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
6 . Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang d itetapkan oleh 
Kepala Desa dan bersifat megatur. 

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Sadan 
Perrnusyawaratan Desa, Pemcrintah Desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis. 

9 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sclanjutnya d.isebut 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 
yang dibahas dan disetujui bersama olch Pemcrintah Dcsa dan 
R::.nAn PP.rrn11,sy::.w:ar:at::.n J)P.,SA. n"n nitP.1·:ar,k::.n nP.ne:::.n PP.r::.t11r:an 

DesR. 
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah __ , ___ :_ .... 4.-#-- - -~ __ ____ :. ___ _____ .. ... ......... ___ ____ :_,,,. .. , ..... - r-,, _ ____ ,.. __ 

_.. .... z:~\.,l.1U15, \.V IU_})O.L UJ.Cuy uuyau Ua.JJ.O, _lJ\;UU: J. UH.d.UClU l,J'-,i:),a. .,Yc:tHf$ 

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar scluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

11. Dana Desa adalah dana yang bersumber ctan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

12. Sekretaris Desa adalah pcrangkat Desa yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan 
tugas sebagai koordinator PPKD. 

13. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa adalah kegiatan pemberian 
bantuan langsung bcrupa dana tunai yang bcrsumber dari Dana 
Desa kepada keh.targa penerima manfaat dan diputuskan melalui 
musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam 
oeraturan oerundan'!-undani:ran. 

14. Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang 
selanjutnya disebut keluarga Penerima manfaat BLT Desa adalah 
l .. ..-..1,.,.,..._,,.,,...., .... ,...-~ ,-1:,......,....,,..1,. .... ~; ,..1,...1....,...,.. ._..~._,..,..,.. ••• ,.._,..\.. T'\,.,, ,...,..., TT\.,-.,,.. .. ,.,.. ,..1,.. .... 
................ -.-0- J-·•b -·~-r-·-- _,, ................... ............ ...,J .......................... _..,...,._ ....... _...,._..., ........... . 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak 
mencrima BLT Dcsa. 



BAB II 
SASARAN PENERIMA MANFAAT 

BLT DESA 
Pasal 2 

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrim sebagai sasaran 

penerima manfaat. 

Pasal 3 
Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana 
dimaksud pada pasal 2 meliputi : 
a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/ atau Daftar Rumah Tangga 
Kemiskinan Ekstrem; 

b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan 
dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring 
Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan 
JPS lainnya; 

c. Keluarga miskin ekstrem antara lain: 
1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan 

diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem; 
2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit 

menahun/kronis; 
3 . keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; 

dan/atau 
4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. 

Pasal 4 
Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima 
manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian 
tidak terpisahkan dengan peraturan ini. 

BABIII 
PENYALURAN BLT DESA 

Pasal 5 
(1) Penyaluran BLTDesa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) 

bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023; 
(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap 
bulan; dan 

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara 
langsung(cash) /Transper kepada penerima manfaat. 

(4) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa, 
Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa. 

BAB IV 
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA 

KELUARGA MISKIN 
Pasal 6 

(1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tepat sasaran, 
dilakukan pendataan keluarga miskin. 

(2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh: 
a. Relawan Desa Lawan COVID- 19; 



b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa; . 
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dtbahas 

dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda 
tunggal validasi dan fmalisasi data. 

(4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musrawarah Desa Khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d1tuangkan dalam Berita 
Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. 

Pasal 7 
(1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa disamp~kan 

kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/mengetahu1 atas 
nama Bupati. 

(2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah 
ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~ 
ayat 4 dan disahkan/diketahui oleh Camat atas nam_a Bupat1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Peneruna BLT­
Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam lampiran I 
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala 
Desa ini. 

BABY 
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

(1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah 
Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan. 

(2) BLT-Dana Desa yang sudah disalurkan/dibayarkan kepada 
Kcluarga rruskin dilakukan secara tunai (cast) atau Transper. 

(3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon 
Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan: 
a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/ atau 
b. Surat keterangan lainya sesuai ketentuan yang berlaku. 

(4) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa 
menandatangai bukti pcncrimaan untuk pcrtanggungjawRtU1. 

(5) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Ocsa 
termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BtT-Dana Dcsa. 

BAB VI 
PELAPORAN 

Pasal 9 

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Oesa 
kepada Bupati Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan 
arsip laporan tersebut kepada Kepala Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

(2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (J) terdiri dari: 
a. Mclakukan pe rekaman jumlah keluarga pencrima manfaat 

setiap bulan yang bedaku selama 12 (dua belas) bulan untuk 
penyaluran Dana ncsa untuk BLT Dcsa bulan kesatu; dan. 

b. Dana Desa unluk BLT Desa bulan kcdua sampai dcngan 
bulan keduabelas untuk masing-masing bulan disaJuTkan 
SF.:t<?-1~.h m el~kukan pcrekam~n atat1 rcali.sasi j umlah kduarga 
penerirna manfaat bulan sebclumnya. 



(3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan 
format sesuai ketentuan yang berlaku. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT­
Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh: 
a. Sadan Permusyawaratan Desa; 
b. Camat; dan 
c. lnspektorat Kabupaten. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal7 
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa 

Diundangkan di Desa .. .. . 
Pada tanggal Desember 2022 

Sekretaris Desa .. . . . 

. . ... 

Ditetapkan di : . . . . . 
Pada tanggal : Desember 2022 

KepalaDesa. . . .. 

. . . .. 

BERITA DESA .... . TAHUN 2022 NO MOR .......... . 

Mengesahkan/Mengetahui, 
a.n Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Camat .............. ... .. 

• • • • • 



Kabupaten/Kota 

Kecamatan 

Desa 

KABUPATEN OKU TIMUR 

KECAMATAN ...... ... ... .. . 

PEMERINTAH DESA .. .. .. .. .. .... .. 

No. Aspek/ Komponen Perlksa 

1 AspekAdministrasi dan Legalitas 

1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah dtterima dari Desa 
secara lengkap 

1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau 
Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat 
waktu 

1.3 Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang 
APB Desai Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa 

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas : 

Lampiran IV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR 
LEMBAR EVALUASI APB OESA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Kesesuaian 
Alai Verifikasi 

Ya Tidak 

Ceklist Kelengkapan Dokumen 

Keputusan hasil Musyawarah BPD 
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes 
tentang APB Desa/Perubahan APB Desa 
(lihat tanaaal keoutusanl 
Keputusan hasil Musyawarah BPD 
Pembahasan dan Penyepakatan Perdes 
tentang APB Desa/Perubahan APB Oesa 
(lihat Berita Acara Hasil Musvawarahl 

Nomor : 2 T ahun 2023 
Tanggal : 16 Januari 2023 

Keterangan 

Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati 
bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang 
Perubahan APB Desa harus diajukan kepada 
Bunati/Walikota atau carnal untuk dievaluasi 
Berdasarkan Permendagri mengenai BPD 

1 



Kesesualan Keterangan No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi 
Ya Tidak 

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa 

2.1 Umum 

2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentarig APBDes/Perubahan APB Desa RKP Desa atau RKPDesa 
disusun berdasarkan RKPDesa/R PDesa Perubahan tahun Perubahan tahun berkenaan. 
berkenaan 

2.1.2 Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan 
peraturan Perundang-undangan 

2.2 Pendapatan 

2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis. 

2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari 
Pendapalan Asli Desa rasionaJ dan realistis, serta didapatkan 
secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa 

Perdes terkait PADesa (misal Perdes 
tentang Pungutan, dll) 

2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana 
Transfer rasional dan realistis 

Perbup/Perwali tentang penetapan 
alokasi dan transper kedesa misalnya 
ADD, Dana Desa dli. 

2.3 Belanja 

2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan 
peraturan Perundang- undangan 

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Perbup/Perwali tentang Daftar 
Desa lnventarisasi Kewenangan Desa 

2 



J 
I 

No. 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

Aspek/ Komponen Periksa 

Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran (multiyears). 

Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling 
banyak 30% dipergunakan untuk : 

1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 
2. operasional pemerintahan Desa; 
3. tunjangan dan operasional BPD 
4. insentif rukun tetannna dan rukun warga. 

Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. 

Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta 
insentif RTIRW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam 
peraturan Bupali/Walikota 

Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena 
telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis 
(Standar Harga) 

Pembiayaan 

Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan 
peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 

Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan 
Dana Cadangan 

Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan 
Peraturan Desa 

Kesesualan 
Alat Verifikasi Keterangan 

Ya Tldak 

Peraturan Bupati tentang ADD atau 
Perbup tentang Penetapan Siltap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Peraturan Bupati tentang ADO atau 
Perbup tentang Penetapan Siltap 
Kepala Oesa dan Perangkat Desa 

Standar Harga yang ditetapkan oleh 
Kabupaten/Kota 

Peraturan Desa tentang Dana 
Cadangan 

3 



Kesesuaian 
No. Aspekl Komponen Perlksa Alat Verifikasi Keterangan 

Ya Tidak 

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan 
modal pada BUMOes 

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMOes, telah sesuai dengan Peraturan Oesa tentang 
peraturan perundang- undangan dan dttetapkan melalui Pembentukan BUMOes dan hasil 
Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha. analisa kelayakan usaha. 

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan 
pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya. 

2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun 
sebelumnya telah digunakan seluruhnya. 

Keslmpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa : 

Evaluasi dilakukan tanggal Ketua Tim Evafuasi , 
HasH Evaluasi □ Dlteruskan untuk Disetujui Bupali/Walikota Nama ······················-·-··-···· 

□ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa NIP ......................... , _ ,., ........ 
Jabatan ··············••·••···••·••··········· 

4 



PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR 
From Evaluasl : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100 (b) 

Kode Janis Belanja 

5.1 Belanja Pegawai 

5.2 Belanja Barang dan Jasa 

5.3 Belanja Modal 

Batas Maksimal 8i8ya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa 

Parat : ..... ...... ····· ··•·• •····· 
Nama ..... .. , ... ·······•······· 
NIP : ..... ......... ...... ...... 

Sfmpulan Hasll Evaluasl : 

□ Oiteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota 

□ Oikembalikan untuk Oiperbaiki Desa 

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA 
PEMERINTAH OESA ........... ....... .. 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Total Bolanja 

Rupiah 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

nm Evaluasi APBOesa, 

Parat .... ... ..... ···· ···· ·· ··· 
Nama .... . ........ . ..... ....... 
NIP .............. . ............ 

LampiranV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor : 2 tahun 2023 
Tanggal : 16 januari 2023 

STATUSAPBDES : AWAUPERUBAHAN 

S.lanja Operaslonal Bolan)a Non Operasional 

Rupiah % Rupiah % 

0.00 0.00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Komposisl Belanja Operaslonal 0,00 

Komposisi Belanja Non Operaslonal 0,00 

Parat ................... ..... ... 

Nama ·············"··•"· ....... 

NIP . ... ........ ... ··~······ .... 

Ruang catatan unluk evaluator APBDesa : 



lampiranVt Peraturan Bupati Ogan Komerlng Ulu Timur 
Nomor 2 Tahun 2023 
Tanggal 16 Januari 2023 

Contoh Format Permohonon Pencoiron Dono Deso untuk onggoron Lon/utan (OPAL) otou Tohop I 

Nomor 

Lamplran 

Perihal 

KOP PEM ERINTAH DESA 

900/ I ......... . 
1 (Satu) Bendel. 

Permohonan Pencairan Dana Oesa (ODS) 

untuk Anggaran Lanjutan (OPAL) 

atau Tahap ..... Desa ...... . 

Kee ......................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • •••••••I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati OKU Timur 

Cq. CAMAT ...... .. .... ... . 
Kab. OKU Timur 
di 

TEMPAT 

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor .................... Tahun ....... tanggal 

........... tentang .................................. Oana Oesa (DDS) kepada Pemerintah Desa se 

Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ............. , bersama ini kami mengajukan Pencairan 

Dana Desa (DDS) untuk Anggaran Lanjutan (OPAL) atau Tahap ....... sesuai kebutuhan 

Sebesar Rp ................................. ( .......... dengan huruf .......... ) tahun Anggaran 20 ...... untuk : 

Desa 

Kecamatan 

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut : 

kode Bidar,g, Sub Bldll"8 dam Kec)atan Jumlah 

01 aJ,h,_ o...-e1e-•11r..a.n Peme.rf.nta~n Oesill 
01 ·01 Penyelens1araan BeJanja Slltap, Tull)angan dan Ope,,,.1 ..... 1 

Pemerintahan Des.a 

01 ·01 •04 Keiz. Pen---dlaan Pemerlntahan Oesa 
dst ...................................................... 

01 ·02 Penvedla~·n Sa~na dan Prasarana Pemerintahan Desa 
01 ·02 ·01 Ke11. Pen~dlaan Sarana fAset\ Perkantor.1n/Pemertnta han 

dst ...................................................... 

01 Blda .. - Pelak.s•noan Pemban~i.tnan Oesa 
01 ·01 Sub Blda- Pendldlkan 
02 ·01 ·01 Keg. Penyel enggaraan PAUO/TK/TPA/TPO/Madrasah non 

Formal Mll l k Oesa IHonor Pakaia n dill 
dst ...................................................... 

03 Bfclii ...... Pemblnaan Kemasvarakatln 
03 "01 Sub Bidang tcetentraman, Ketertlban Umum clan Per'llnchqan 

Masyarakat 
03 .. 01 .. 01 PenRadaan/PenUAlennnaraan Pos Keamanan Cesa 

dst ................. ............................ - ....... 

04 Blcfa..- Pemberdava•n M;a.tuarakat 
04 .. 01 Sub Bidan• Kelauun dan Petfkanan 
04 .. 01 .. 01 Pemeflha ra an Kal'amba/Komal Perikanan Oarat Milik Desa 

dst ..................................... ................. 

Jumlah 

Dengan persyaratan: 

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa. 

Ket. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disahkan Kepala Desa dengan 

lampiran: 



a. Lampiran la - Perdes APBDes. 

b. Lampiran lb- Perdes APBDes. 

c. RAB 1-Rincian Anggaran Pendapatan. 

d. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja. 

e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan. 

f. Ringkasan APBDes lb per sumber dana (PAD, ADD, DDS, PBH, PBK, PBP, SWD, 

DLL). 

g. Lampiran Serita Acara Hasil Musyawarah BPD. 

3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang sudah disahkan dari 

Kepala Desa. Dengan lampiran : 

a. Lampiran lc-Penjabaran APBDes. 

4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) berserta 

lampiran Serita Acara Hasil Musyawarah Penetapan RKPDes. 

5. Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 

kewenangan local berskala Desa; 

6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, Uika tersedia) berserta lampiran 

usulan penyertaan modal dari bumdes; 

7. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), 

Rencana Kegiatan Desa (DPA), dan Kegiatan Lanjutan (OPAL) Uika ada). 

8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa. 

9. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan PPKD. 

10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). 

11. Fotocopy Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala Desa. 

12. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Operator Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes). 

13. Fotocopy KTP Kepal Desa dan Kaur Keuangan. 

14. Fotocopy Buku Nomor Rekening Desa. 

15. Fotocopy NPWP Desa. 

16. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa 

atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga 

penerima manfaan BLT Desa yang diketahui Camat. beserta lampiran daftar 

penerima BLT Desa/tidak terdapat penerima BLT Desa dan dokumen pendukung 

lainnya: 

a. Hasil Berita Acara Musdessus/Musyawarah insidentil daftar penerima BLT 

Oesa/tidak terdapat penerima BLT Desa. 

b. Surat Permohonan Pengesahan/mengetahui Peraturan Kepala Oesa mengenai 

penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa 

mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaan BLT Oesa ke 

Camat. 

17. Lembar Evaluasi APBDesa yang sudah disetujui Bupati melalui camat atau sebutan 

lain guna pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes 

tentang Perubahan APBDesa sebelum APBDes Disahkan 

18. Lembar Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa yang telah di tandatangani oleh nm 

Evaluasi APBDesa. 

19. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS)DPAL/ Tahap I dari Kepala Desa. 

20. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap Akhir tahun sebelumnya/tahap 

sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. 



(Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana lb). 

21. Laporan Output Dana Desa S.d Tahap Akhir tahun sebelumnya/tahap sebelumnya 

melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang ditandatangani kepala desa dan dicap 

basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapannya). 

22. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa yang sudah disahkan 

untuk tahun berjalan, dengan lampiran : 

a. Ringkasan APBDes Dana Desa Tahun berjalanmelalui Aplikasi Sistem Keuangan 

Desa. (Ringkasan APBDes la dan lb per sumberdana). 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa tahun berjalan melalui 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan dilampirkan Perhitungan RAB fisik 

(TOS) beserta RAB Gambar. 

(RAB 2 - Kegiatan per sumberdana). 

23. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan Kode Rekening Kegiatan dan 

Belanja Pada Siskeudes untuk Anggaran lanjutan atau tahap I. 

24. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa 

tahap Akhir tahun sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

25. Surat Pernyataan Fakta lntegritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa 

yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

26. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas 

transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTPtahap Tahun 

lalu/tahap sebelumnya. (Wajib jika ada). 

27. Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap sebelumya yang 

diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

28. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap akhir tahun 

sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan (arsip 

waj lb). 

29. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan 

Pencairan. (lengkap, benar dan sah). 

Demikian untuk menjadikan periksa. 

Kepala Desa ..................... . 

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga) 



Lampiran VI Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 2 Tahun 2023 
Tanggal 16Januari2023 

Contoh Format Permohonan Pencairan Dana Desa untuk Tahap II atau Tahap Ill 

Nomor 

Lampiran 

Perihal 

KOP PEMERINTAH DESA 

900/ I ......... . 
1 (Satu) Bendel. 

Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) 

Tahap ..... Desa ...... . 

Kee . .. ...................... . 

....................... , ................. . 
Kepada 
Yth. Bapak Bupati OKU Timur 

Cq. CAMAT ............... . 
Kab. OKU Timur 
di 

TEMPAT 

Berdasarkan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor .................... Tahun ....•.. tanggal 

...... ..... tentang ... ... ... ........................ Dana Des a (DDS) kepada Pemerintah Desa se 

Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran ............. , bersama ini kami mengajukan Pencairan 

Dana Desa (DDS) untuk Tahap ....... sesuai kebutuhan SebesarRp . ................................ ( ......... . 

dengan huruf .......... ) tahun Anggaran 2021.. .... untuk : 

Desa 

Kecamatan 

Dengan rincian penggunaan sesuai kebutuhan setiap Kegiatan sebagai berikut : 

kode Bldang, Sub Blclang clan Kt!glatan Jumlah 

01 Bidarw Penvelenooaraan Pemerintahan Desa 
01 ·01 Penyelenggaraan Belan}a Slltap, TUl"ljangan dan Operasional 

PemerJntahan De.sa 
01 ·01 04 Ke 2. Penvedlaan Pemeri ntahan Des a 

·dst ...................................................... 
01 'oz Penvediaan Sarana dan Prasarana Pemerlntahan Desa 
01 '02 01 Ke2. Penvedlaan Sarana fAset\ Perkantoran/Pemerintahan 

dst ...................................................... 

oz Bidano Pelaksanaan Pemban.ounan Oesa 
oz '01 Sub Bldan• P.,ndldlkan 
02 '01 01 Keg. Penye lenggaraa n PAUD/TK/TPA/TPO/Madrasah non 

Formal Milik Desa !Honor, Pakaian dill 
.dst ...................................................... 

03 Bidana Pemblnaan Kemasvarakatan 
03 .. 01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umu:m dan Perlindungan 

Masyarakat 
03 .. 01 :-01 Penaadaan/Penvelenooaraan Pos Keamanan Oesa 

dst .................... , ................................. 

04 Bldans, Pemberdavaan Masvarakat 
04 ·01 Sub Bldano Kelautan dan P.,rlkanan 
04 ·01 .·01 Pemeliharaan Karamba/Komal Perikanan Darat Mlllk Desa 

dst ....................................................... 

Jumlah 

denganpersyaratan: 

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2. Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS)Tahap 11/Tahap Ill dari Kepala Desa. 

Ket. 



3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap tahap sebelumnya melalui 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa. 

(Laporan Realisasi APBDes Per Sumberdana lb). 

4. Laporan Output Dana Desa S.d tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa yang ditandatangani kepala desa dan dicap basah (Laporan Daftar 

Paket Kegiatan Dana Desa dan Realisasi Penyerapannya). 

S. Rencana Penggunaan Dana (RPO) sesuai dengan Kade Rekening Kegiatan dan 

Belanja Pada Siskeudes untuk tahap 11/tahap Ill. 

6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa 

tahap sebelumnya, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

7. Surat Pernyataan Fakta lntegritas Tanggungjawab Mutlak Penggunaan Dana Desa 

yang diterima, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu). 

8. Fotocopy bukti bayarpajak kegiatanyang diterbitkan oleh Bank/Pas Persepsi atas 

transaksi penerimaan Negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun 

lalu/tahap sebelumnya. (Wajib jika ada). 

9. Foto Copy Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumya yang diterbitkan oleh 

bank. (wajib jika ada). 

10. Fotocopy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ)desa Tahap sebelumnya yang 

disampaikan kepada Camat melalui Kasi PMD kecamatan(arsip waj ib). 

11. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk Permohonan 

Pencairan. (lengkap, benar dan sah). 

Demikian untuk menjadlkan periksa. 

Kepala Desa ................ .... .. 

Catatan : Dibuat rangkap 3 (tiga) 



Nama Bidang 
Nama Kegiatan 

Jumlah Dana 
Lokasi Kegiatan 
Tahun Anggaran 

tampiran VII Peraturan 8upati Ogan komering Ulu Timur 
Nomor : 2 Tahon 2023 
Tanggal : 16Januari2023 

PEM ERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA .............................................. . 
KECAMATAN ...........................................•................ 

Jin .......................................................................................................... .. 

: Rp ....... . 

RENCANA PENGGUNAAN DANA IRPDI 
DANA DESA !DDS) TAHAP .•.••.•.••.•..• 

............................................ ( .............................. Dengun Hvrvf ............. . 
: Oesa .............................. Kecamatan ............................. . 

No. Uralan BelanJa 
Rindan Perhjtungan 

Ket. 

1 
s 
5.1 
5.1 .X 

5.1.x 

5.1.x 

5.1.)( 

5.1 .x 

5.2 
5.2 .x 

5.2.x.x 

5.2.x.x 

5.2.x 

5.3 
5.3.x 
5.3.x.x 

5.3.x 

5.3.x 

Volume 

2 3 

Be&anja Pegawai 
Penghasllan Tetap Kepala Oesa dan Perangkat Des.a 

·••·••··········""·''·'·· .................... , ... , .. , ............. 
··••.• •·" •'·"·"·""''''' 

........................................• 
.......................... 

....................... ,,,,.,, .. , .. ,,, .. ,, 
dst 

Jumlah I 
Belanja Barang dan Jasa 

Betanja Barang Perlengkapan 
8elanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 

········••·••······-·-··· 
8elanja Periengkapan Alat-alat Listrik 
, ........................... ,, 

dst 

Jumlah II 
Belanja Modal 

·•·······•···•···•••·················•··· 
......................................... 

-·····••·•••·••·······-··· 
········································· ....... ................ 
dst 

Disetujui, 
Kepata D~, 

Jumlah Ill 

Jumlah I, If, Ill 

Telah Olwriflkasl, 
W reu.rb Det.3, 

Haraa Satuan Jumlah 

4 5 6 

............. _ •. ,, ......................... 202. •. 
Peta1lsana Kegiatan Anggaran, 



Lampiran VIII : PeraturanBupatiOganKomeringUluTimur 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16 Januari 2023 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA .............................................. . 
KECAMATAN ........................................................... . 

Jin .......... .................................................................................................... . 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat . ······ ········ ··· ················ ····"· '· 
bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material : 

1. Laporan Penggunaan Dana Desa, Desa 
.. ... ... ... .. ... ....... ... ....... ........... ....... ... Kecamatan ........ ................... . Tahap 
.. ........ sebesarRp ............................... . ( ..... .......... .. .... dengan 
huruf ...... ....... ............ ). 

2. Bukti pengeluaran serta akibat yang timbul dari surat bukti dimaksud, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

Catalan : 

Dibuat 3 (tiga) Rangkap. 

Materai 
.10.000 

.. ................. , ..... . 

Kepala Desa ..... .. .. .. . 



Lampiran IX : PeraturanBupatiOganKomeringUluTimur 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16 Januari 2023 

~~ ...... ~ PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

•
~ DESA .................. ........................... . . 

~ KECAMATAN ................................... '""" ........................... . 
Jin ............................................................................................................. .. 

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB MUTLAK/ 
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN DANA DESA (DDS) 

Yang bertanda tangan di bawahini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Bantuan Dana Desa, untuk Desa ...................... Kecamatan ............................. Tahap ...... .. 
sebesar Rp ....................... ( .............. dengan huruf .................... )akan digunakan sesuai 
kebutuhan pada Rencana penggunaan Dana (RPO) Dana Desa per Kegiatan pada Rencana 
Anggaran Biava (RAB) Dana Desa. 

2. Saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Desa yang dlterlma 
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Akan bertanggungjawab atas Penyetoran Pajak selambat-lambatnya l (satu) bulan darl 
penggunaan Dana kegiatan, serta sanggup melunasl kekurangan penyetoran pajak jika ada 
kekuarangan penyetoran pajak pada penggunaan dana kegiatan. 

4. Dalam hal pelaksanaan Bantuan Dana Desa tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana 
(RPO) per Keglatan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa, sepenuhnya menjadl 
tanggungjawab saya. 

5. Sanggup menyelesalkan dan mengirimkan laporan penggunaan dana (SPJ) selambat­
lambatnya 2 (dua) bulan setelah dana diterima tidak melebihi tahun anggaran. 

6. Apabila di kemudian hari d iketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya tidak 
sesual dengan rencana penggunaan, sehlngga kemudian menimbulkan kerugian negara, 
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Demlkian surat pernyataan ini dlbuat dengan sebenarnya. 

••••••• •••• •••••• ••••••t••• ••••••••••••• ••••••uoo 

KepalaDesa ........ .. ...... .. 

Materai 
10.000 

Cap. 

(Nam a Terang) 



Lampiran X.a Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu nmur 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16Januari2023 

PEMERIHTAH l<ASUPAm 0GAH KOMERING ULU TIMUR __ .. ...,~ 

19 1 OESA ...................................... 
KEC~TAN ............................................................. 

_ , ..... ................... .......................................................... ....... 

WEAR P£NELITIAN KELENGKAPAN OOKUMEN SYARAT P£RMOHOllAN PfNCAIRAN 

IJeS8 : 
No. Sot81 
Tgl. S.,., : - --

: o;;;;-c,.., (DOSI Jenls Pttnru'lbon -
Keterangan Ponoajuan : Angga,M lanjUlan (DPAU 1Tah1'> I 

No. Perrncil<lc'IM : 
Jumlah Oiminta : 

SYARAT 
PfRMOHONAN CEK Ketarangan 

NO KELENGKAPAN BERJ<AS LIST 
DOS 

5""1 l'oogaMa, d"' l<A!pala dosa 
✓ 

\ 
Peraturan OC$3 mengenai APOOes yang sudah dlsahkan Kopal& Oesadeogan l~ran : 

✓ 

2 

•• La"' plrnn 1a - Pen:les APBOes . 

b. Lamr,i@ll 1b-Pefdoo.Af'8Des. 
,. RAB 1-RiicilY! Ar.ggaran Pendapa'lan. 
d. RAB 2 -Ritldan Anggaran BolMJll, 

•• RAS 3 - Rindan Angoaran PemD3yaan • 

1. R;ng>OSM APBOe$ \b per"""""' d.,3 [!'AO, ADD, 00S, 1'01<, PBK, PBP, SWO, OU). 

g, Laro~ Serita ft.Can Ua:sil Musya-N.ara?I BPO. 

l Peralvran Kepa'.a Oosa mef'l9enai Penjallaran APBOes yang Slldah <llsahkan dari K.8pa\a Cesa. Oengan lampt'an : ✓ 

,. l.a'npiran 1c . Penjabatan APBOes. 

' 
PerabJ,an De$3 t,onll)09 Rencana Kol)a Pemerin1sha1 Dasa ('R¼<PDes) befSEfta l~ran Bents Acara HasB Musyawarah ✓ 

P8neta113n RKPDes. 

5 Peratur~ oesa ~enai l<.ewenil"ll)an \lertlasarltan hak asal U$ul dan kewena,gan 'K>ka1 bers):ala Oesa ✓ 

6 Per.Muran Cesa mengenai penyenaan ff'lOO&I, tiika lersedia) bef'SGtla 1.,-npiran usulan penyertaan moct• <Itri bumdes ✓ 

7 
Rencana Anggaran Kas Oe:sa (RAK), Rencala ~ ialan den Anogaran •AKI-.J. Rencana Kegialoo 08sa (OPA), dan Kegia\an ✓ 

Lanjutan (DPAll ijka adal 

8 FolOCq)y Sural Keputusan Bupa!i 18n.t.Y'lg P-engar.gkalan Kepcia Oesa ✓ 

g Fo~y Sura! Keputusan KEC)h 08$3 lootang PKPKO dan PPKO ✓ 

10 Fot.ocoi:w SlJl31.Ke9t,tlusan Kepala Deta tentong l?K (Tim Pelaksana Kegalan). ✓ 

11 f<lt0cqly S..al Pongangkalan K..,, Keuangan dari Kepala Oesa. ✓ 

12 Fotocq,y Sm K,wtuson Kepa~ Oesa ten~ l'<n"1ju .. n Operator Sist"" Keuangan Oosa !Sokwdes). ✓ 

13 FolOCq):, KlP Kepal& 0esa !San Kai.I' Kruar19<1n. ✓ 

14 FolOcqly Bul<u Nomor llcl<enlng Oeso. ✓ 

15 ~y NP'IYP Oesa, ✓ 

16 
PerabJran );epala oesa ff'IO<l98fl3l penetapan keluaRJa penerima manfaa! BLT Oes3 313U Peratuttn Kepala Des, mengenai 
penetapan 1idak lerdapat kelwrga per.emta miW'lraan BL l Oesa yang (!iketahui Canal. besooa la"l)iran daltar pencrima 8L l ✓ 

Desaiti:l<A tefdapal penerima BLT Desa dan dokumen pend~ung lainnya : 

•. Hasil Serita Acera Musdessus/Jl.usyawar.ti insiOOl'ltil daflar penerima BLT Oesit/tidak ten:fapal penerima BLT 08sa. 

b. 
Surat Permohonan Peogesaflanfmenge(alwi Peraluran l<es)ala Des.a mongcoai penetapan keluarga penerirna manfaat 
Bl T Dess atau Peralutan Kepala Cesa mengcnal pcoctapan tidal: tef<:13pal keluarga penemla manfaan BLT oesa ke 

11 
Lembar Evaluasi APB~ yang Mal\dlsetliµl Bupan mclalul c:Jllal a1111 oobutan lain guna pengajuan Rancanga, f'Erdes 
l'8nlir'l{I APBOcsa atau RMCangan PetOO$ tentarg Pen,abahan APBDesa sebeltm APBOes Oisahkan 

✓ 

18 Lembar Evaluasi Kcroposlsl 8clanja Af>BOesa Yl!fl!) leSah 6 t'1ld,18ngani deh rn Evaluasi APBOesa. ✓ 

19 Pemwlhonan Pencairan Dana Desa (DOS} OPAUTal\:lp I darl K(Wla Clo$a. ✓ 

'° 
Lapornn Realisesi Penggunaan Daia Des.a T ahap Akhir tahun sebelumnya.1allap sebelumnya tn81a'ui Aplffl Sistem ✓ 
Keua~a, Oesa. (Lap0ran Rea1$3Si APBOes Per &Jmbcfda113 1b>. 

Laporan OJ!put Dana Dcsa S,d T cllep Akhir tabJn set>EWmnyal\al\clp sebelumnya melalui Aplikasi Sis1tn Keuangan 08sa 
21 yaf'fil dt!andalangani kepala deSa dan acap OOSM (L.aporan oana, Pa;;et KGQialtln 03NI Ocsa (jan ReailS3SI ✓ 

~ny•). 

22 Keputusar1 Kepala Dess lent.mg Perggunaan Dana Dess yang su:tah Oisahkai untuk lahtl'l berj~an.. da!VJiW'l lampiran : ✓ 

•• 
Ringkasan APBDes Oana Dess T ahun berjala, meblui Apikasi Sis1ooi Keuangan Oesa. (Ringkasao APB08.s 1a d:r'I 1 b 
par surrt,eniana). 

b. 
Renccrla Anggara11 Siaya (RAB> kogiaian 0.:.'la OG$a tahun b8rjal:r'I melalui A!iikasi Si:s1em Keuaooan 08$a ooooan 
dlall'jllrl<on Pemlrung"" RAB fisik !TOSI besella RAB-· (RAB 2- Kegiaan per,-. .. ,. 

23 
Rencana Penggun&an Dana: (RPDJ sesuai deogan KOde Rekooing Kegiatan <Ian 88'a11ja Pada Siskeudes unlt.tk Angg.wan 
L!njutan at.au lahap I. 

✓ 

24 
St.ra! Pemyala:.'1 T anggungjawab K~3'a Ocsa 1001ang Penggunaai Dana Oesa lahap Akhi tahun sebelumnya. bermaterai 

✓ 
f11) . 10.000 (s,epultll ribuJ. 

25 
Sura! P,myataa, f akta lnlagritas T angguogjaWli> l.lutlak Pe,wr,_, Dana Ile$• yang diterima, bennMer.li Rp. 10.000 

✓ 
($Cp\Jltll rillu), 



l6 
"-llukli lloyar pljak kl)giMa'l r..-.i lfn!di!kMl ol8h Ba,>!<IPos P«sep<i alas transak!I penerimaan oogara dengan 
t....,n Nl l'N""" HT8"'1P tllhap !"'"' ,..,,1allap-...,ya (W., jb aoa). 

21 fdoC.,.,, -S.O Bail< SiUdanlW.. lablahap-yaya,gdilertllll<anddl ""1k. (wajib jka ado). 

28 
FOIOCOpy Oolwmon pena,gg'-"\i3W8b'"1 (SPJ) oo,a Tallapakh\' 1a11un ,.,,..,mnya yang dis~._ c.,,., 
-l<ollPMO_(,_...;ci 

l9 LombarVoliilWI dlJl l<olengicopan e."'"®~ Dell Ullllik p..-.., .. Poncli,,.,, tie,glcap, benardan $0/1). 

~ : 

dllDlffio'Sh : 
-.Sllesa, 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

8ol'ldahara0esa 



tamplran x.a Ptraturan Bupati Ogan Komering Ulu limvr 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16 Januarl 2023 

PBERINTAM 11ABUPATEK004N KOMEIHNG ULU TIMUR ,q;, OESA •.•• ,,. ___ , ••••• ,.-·····- ·--· 

KECAMATAH -·-···"•"·-·•••••••••"····•"······••••·••"""'·"·• 

•W•- •••.,•-••-••"•• •••• ---•-•M••-•-•--•---•-•--· 
LEJIBAR PlNEUllAH KELEHGIW'AN DOKUIIEII SYARAT PERIIOltOIWI-

Oesa --- ------ ----- --- -
No. S.rat : -- ----------- ------- --
Tgl. $vral : ------- -- --
Jenfs l'lmliWft : 0- DIM (DOS) -------
l<sl ... ~an Pt~.,., .. : _!!118p l /lollapll/ T"1'!!!!_ _______ - ---,.._ 

: -- --- -- - --- ---- --- ------
Jt.t'l'llall (1.miMa : -- --- --- -- -- -- ------ --

SYARAT CEK 
NO KELENGllAPAN BERKAS PERMOH~ 

UST 
DOS 

1 Sin!Pqootard.-iKepal>Oeta ✓ 

2 ,,._. Poncair,n o-,, Oesa (ODS) dsl i<Gpola Dooa ✓ 

3 '--3> RGallsasl ~-Dene 0cse T '°"'P lallap oebelumnys mololJ; A!)llkasi Sis""" Kou'"'9lln 0.... ✓ 

4 
Lopcwa,(Mp,(DanaOesa &.d ll!llep~- >ifik,t,1-""'->Dcseiq~l<jlOle-
d1n Clcap tiooot'I (lAporan oa,iar Pa\Ot ~a!M Dana Oeia dan Re~sa,1 Penyefi,pannya), 

✓ 

5 
-~Danltlff!SllllaidJMOlr>Kool~~daaBeloqal'adl--~ 
l.aojutan Glilll tahac, I, 

✓ 

6 5"ratl'effl)""'1 T~~OOA""lat9~1loniDesa-AAtw"""1~._-
RP. 10.000 (:,p,luh riw). 

✓ 

7 Sura, Pomy,ISan F ... 131"'"1!"'°' T,w,gg'"9io-,o M""'1k Pqgooaan 0-,o Oesa yang-. """"(lq/ Ri,. to.000 
(sejll>~h lt>u). ✓ 

8 F-.,pyMtbay1<paj"'ko;f'""'Yl'G-""°8a"'°'l'e<,eo,iatas __ .,,.IIOlOtlcleo;,,, 
ler,a, NTPN .ian NIBINTP llllac, Tahun lalo11tlll!I sebolumnya. IW•il> ilks Ilda). ✓ 

9 Folo(;q,J - s.torBlllSi,adano .... ia..~-.,.--.... l>aOl<. fw<lit, )M adai ✓ 

10 Fobxq:ly Ookumen por!NIQQungjawllblWl (SPJt dGS3 T -.ap al:Nr t.'.l~n seom.imnyo yang disamp&lkan kepnda Camil4 
--l<llil'IID-(~w,;t,i. ✓ 

11 Lamba<VOllftk&I don <,-pan 8"11ta,<!an Cesa IAIIUk Pern<llonan Poncaran. poogkap, tieno<dan ... ~ .,. 
cai-: 
7 Ccret YllnrJ T',J••,.,,., 

Dl,..,.hul 
Kepola De.a. 

direr.iraon : 
Selln!1,ris lle,a, 

. ........ ............. , ............. , ........ . 
lleol!ahn Cesa 

---·-.. , .... - ...... ___ ,,.,., -·--···----............... _. ___ ,. 

Ket<nog,n 

I 
1 

, 



Lampiran X.b 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16 Januari 2023 

ULU flMUK 

' '"~" ,I'-" Ul.iAN 

'19 1 KECAMATAN .. , ........................ .................................. 
...... . ..... ······ ........ ....... .. ..... . ······ ...... ······ ········· .. ......... 

' , 
" , 

I JIIA N ~-
Cesa 
No. Sural Pengantardari OG:sa 

: 

T gl Sur:-i1 Peogantar dari oosa 
: 

No. S!Jf3t Permohonan Pencairan dari Oesa -
Tgl. Sura! Pecmohonan Pencalrl"l dari oesa 

: 'o.naOeu.\OOS) 
Jent.s Pccminlaan ~ lon~lan (OP&) /Tallap I 
Kelar3flgan Pengai)an 

: ---
No. Surat Pengan1ar dari Kecamatan 
T gl. 9Jrat Pengant.ar dali Kecama1an 

: 

Nomot sura1 P<lnnoMnan Pencairitl uni~ oesa datl 1<ecarna1an 
T anggal Surat tennohonan un!uk desa dari k~tan : 

Kac:amalan 
: 

Jumlafl -yang dlm'.11ta 
SYARAT CEK 

KEI.EHGKAPAH BERKA$ 
PERMOHONAN LIST 

KtttrJngan 

NO DDS 
✓ 

I SUrat Pcng;in!ardari Kepa!-3 desa ✓ 

i Peraturan Des.a mangenai APBOes yang sooah disahkan Kepafa oasa dengan lampf'an : 

•• Lampiran 1a • Perdl::IS APBOes • 

t,, LamJjran 1b- Perdes APBOes. 

c, RAB 1 • Rioci&n Anggaran Pendapalan. 

d. RAB 2 • ~ncian .Anggaran Belanja. 

•- RAB 3 -Rintian Ango,aran Pembiayaa11. 

f. Ringl<aSan APBOes 11> per sumb« dana [PAil, ADO, DOS, PBH, PBK, PBP, SWO, OLL), 

, Lampiran Serita Acara Kasil Musyawarah BPO. . 
Peraw,an Kepala Oesa mengcnsl PeBjabaran Af'BOes yang suoah disahk.an dari Kepala Das:a. Oetlgan Jampran : 

✓ 

3 
a. laml)ran 1c • Poojabaron AP80es. 
Pereturan Dcsa tentat1g Renec1na Kcrja Pemerinlahan Cesa (RKPOes} berserta lamt:4tan Ben1aAc:ara Hasil Musyawarah Penetapatl ✓ 

• RKPOes. 
Peraluran OCt3 mengenai Ke-M3:nangan l)erdasa~ hale ai:al usul dan ke't,enaogan iokal ~ab Oesa 

✓ 

5 
Peraluran o:isa mengenai 1)8:nyertaan modal. fjika tef'SOO{a) t>erserla lamplran usulan penye,taan modal dari bumOOS 

✓ 

6 
Rencana Anggaran Kas 1Jesa (RAK), Reocana Kegialan dan Anggoran (RKA), RencM• Kogi31an Desa (OPA), dan Koglal"1 ✓ 

1 Lanj,liln (OPAL) @loo ada) 
FoloooP'f Sura! KeplJlusati BupaU tentano Pengangk.1tan l<.apala Oesa 

✓ 

B 
9 FolOCOpy Surat KeplJlusan Kepala Oe$31enlang PKPKO dan PPKO 

✓ 

10 FOIOCOP)' SUra1 Kepulusan Kepala [)&$a lenlang TPK {f itn Pelaks:¥1a Kegiam), 
✓ 

11 FotocoPY SUtal Penoeng1:a1an Kaur Keuangan darl Kepala Oesa. 
✓ 

12 Fotoc:opy Sura! Kef)ull.l::an Kepala Dosa tenlang Penut1iukan Operator Sis!em Keuangan Desa {Siskeudes), ✓ 

13 Fotocopy KTP Kepala oesa dan Kaur Keuangan. ✓ 

14 F«ocopy Bulw Ho.mor Rekening Desa. 
✓ 

15 FOOOOO!)y llPWP llesa. 
✓ 

16 
Peraturan kepala desa me~nal penetapa,1 keluaiga pencfima manfaat Bl T Des.a atau Perall.lran Kepala Desa mcngenai ✓ 
penetapan ti<Jak lerdapat te1Jarga penerima manfaaG'l BLT Oesa yarg diketahui Carnal beserta lampi~n daftar penerlma BU 

a. Hid Be~a ~ ra MUSOOssusMusyawar..h insiOOnm Claftar penerima Bl T Oesallielal{ 1er0clpa1 penerima BLT 08Sa. 

b. 
Soral Pennohonan Pet1QC:Sal'lan!mengetehui Peraluran Kepa\a Oesa mengenai penetapan kelua,,ga pcnen'ma manfaM BLT 
Oe$a atau ~bJtati Kepa!a Oesa meogenai pene1apan tidal< lerdapat keluarga penerima mantaan Bt. T Oesa ke carnal. 

17 
Lernbat EvaluaSi /IPBOesa yang &idah disel.ujli Bupali melal11I carnal at.au sebu1ilfl &ain guna pengajuan RanccllgM Perdes tenla~ ✓ 
AP~ alau Rancanoan Perdes tenlang Petubah~ APBDesa sebelum APBDes Oisohkan 

18 Lembar Evaltt.asi KomposiSi Befanja APBOesa yang telah di landa!angani oleh Tim Evai'uasi .tiPBQesa. ✓ 

19 Permooonan Pencairan Dana Oesa (DOS) OPAU T ahap I dati Ketlala Desa ✓ 

20 
laporan Re.alisa:;i Penggune,an Dana Oesa T ahap AkJw tabun sebelumnya/la.~ap sebelumnya mela:)Ji Apikasi SiSlem Keuang311 
Oesa. (l.al)Of'3n Rea!isasi APBOes Per Sumberdana lb), 

✓ 

21 
LapociJn C\IIQtsl Oana Cesa S.d T ahap A.khir tahun sebelumnyWhap sebelvmhya m,etakli Aplkasi Slttem Kcuangan Oe$3 v~1g 
dilanda1angani kapafa de:sa d.11) dbap basah (Lapooo Daflar Pak.el Kegialan Dana Oesa dcln Reaisasi P-enyeracannya). 

,. 

22 Keputusan KepaJa oesa t~rang Penggunaan Dana Desa y.-ig sudah disahkan unM: tal\un berjalan, denl)an laml)iran : ✓ 

•• 
Ringltasan AP80es Qana Oesa Tahun berjalan melaluiAplkasi Sistem KeoJangan 0£>sa. (~ngk.asan APBOes 1a da-i 1b per 
sumOOrdana}. 

b. 
Rctlca~ Anggaran 8iaya {RAB) ~ial.vi Daf\3 Oesa lahun betjalan mclalul Apllkasi Sfam Keuangan Cesa detlg.vi 
dlami,irkan Perhilungan RAB fisi~(TOS) besel1a IWl Gaml>ar, (RAB 2-Kegialan per sumb«dona), 

23 
Rencana Penggonaan Dana (RPO) sesual dengan Kcxle Rekenlng Kegiatan dan Belanja Pada Slskeooes unlul< Anggaran Lan}rtan 
313U l3bDp I. 

,. 
24 ~ra1 Ptmyalaan T anggungjawab Kepala Oesa lentang Penggunaan Dana Oesa lalli:lp Ak~ 1anun sebelumnya, bennaleral Rp, ✓ 

25 
Sura! Pemyalaat1 F ale.ta ln~las T ooggung:,a'N2b Mut'iak Ponggunaan oana Dcta y:klg di'.eoma, t>cnna1erai Rp, 10.000 (scpuluh 
ribu). 

✓ 

26 
FolOCOpy Wk.ti bayar p$ k kegla1at1 yang dhetbllkanoklh Bank/Pos Petsepsi alas ttansakSI penerimaan neg.ara dengan teraan 

✓ 
NTPN dan NTB,'NTP iahap Tallon lafu>lahapsebarmnya. (Wajll Ilka ada). 

'Z1 FolO Copy Bok.ti Setor Balk Sisa dat1a tahoo f.:lluJ!ahap saootumya yang dilarti(kan Oleh bank. {wajib jka ada}. ✓ 
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PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR 
0AFTAR PARAMETER REKENING APB0ESA 

TAHUN 2022 

URAIAN KETERANGAN 

2 3 

ASET 

Asel Lancar 

Kasdan Bank 

Kas di Bendahara Oesa ----
Rekening Kas Oesa 

Piutang 

Piutang Sewa T anah 

-- Piutang Sewa Ged~ng 

Piutang Sewa Peralatan 

Piutang Bagi Hasil Pajak 

Piutang Bagi Hasil Retribusi 

Piutang ~ lokasi Dana Desa 

Piutang Panjar Kegiatan 

Piutang Lain-lain 

Persediaan 
Persediaan Benda Pos dan Materai 

Persediaan Alat Tulis Kantor 

Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 

Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai .. 
Persediaan Bahan/Ma1erial 

Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih 

Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 
Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyara.kat 

lnvestasi 
Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

AsetTetap -
Tanah 

Tanah Kas Desa -
T anah Perkampu~!l!!' 

Tanah Pertanian 
Tanah Perkebunan 

Tanah Hutan 

Tanah Kebun Campuran 

Tanah Kolam lkan 

Tanah Oanau/Rawa 

Tanah Tandus/Rusak 

Tanah Alang·alang dan Padang Rumput 

Tanah Pertambangan 

Tanah Untuk Ba_!'gunan Gedung 

Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 

Tanah Penggunaan Lainnya 

Peratatan dan Masin 
Alat Besar 

A lat Angkutan 

Alat Bengkel dan Alat Ukur 

A lat Pertanian dan Perikanan 

A lat Kantor dan Ru mah T angga 

Alat Studio, K01T1un\kast dan Pemancar 

Komputer 

AJ~ geboran 
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurni an 



URAIAN 
KETERANGAN 

KODE 
3 

1 
2 

1.3.2.10 Peralatan Olah Raga -
1.3.2 .11 Peralatan dan Mesin Lalnnya 

~ .3 Gedung dan Bangunan 

1.3.3.01 Bangunan Gedung Kantor 

1.3.3.02 Bangunan Gudang 
-· Bangunan Gedung Bengkel 1.3.3.03 

1.3.3.04 Bangunan Gedung lnstalasi 
~ Bangunan Gedung Laboratorium 1.3.3.05 ----,_ 

1.3.3.06 Bangunan Kesehatan 
---- Bangunan Gedung Temps\ lbadah 1.3.3.07 

--- Bangunan Gedung Pertsmuan 1.3.3.08 

1.3.3.09 
Bangunan Gedung T empat Pendidikan 

1.3.3.10 
Bangunan Gedung Tempat Olahraga 

1.3.3 .11 
Bangunan Gedung Pertokoan/KoperasilPasar 

~- Bangunan Gedung Garasi/Pool 1.3.3.12 
--

1.3.3.13 Bangunan Gedung Pemotongan Hewan ----
1.3.3.14 Bangunan Gedung Peip_ustakaan 

1.3.3.15 Bangunan Gedung Museum 
-- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan 1.3.3.16 - - Bangunan Gedung Tertluka 1.3.3.17 

-
1.3.3.18 Be~gunan Ged_u~g Penampung Sekam 

1.3.3.19 Bangunan Gedung Tempat Pelelangan lkan 

1.3.3.20 Bangunan lndustri 

1.3.3.21 Bangunan Pe:ternakan/Perikanan 

1.3.3.22 Ba~gunan Fas.ilitas Umum ,__ ___ 
1.3.3.23 Bangunan Parkir 

1.3.3.24 Bangunan Taman 

~ 3.3.25 Bangunan Gedung Tempat Ke~• Lainnya 

1.3.3.26 Bangunan Tempat Tinggal 

1.3.3.27 Candi/Tugu PeringatanlPrasastl Lainnya 

1.3.4 Jalan, lrigasi dan Jaringan 

1,3.4.01 Jalan --
1,3.4.02 Jembatan 

1.3.4.03 Bangunan Air lrigasl 

1.3.4.04 Bangunan Pengalran Pasang Surut 

1.3.4.05 Bangunan Pengembangan Rawa -
1.3.4.06 Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai 

~ 
1.3.4.07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah -1.3.4.08 Bangunan Air Bersih dan Air Baku 

1.3.4.09 Bangunan Air Kotor 

1.3.4.10 lnstalasi Air Bersih/Air Baku 

1.3.4.11 lnstalasi Air Kotor 

1.3.4.12 lnstalasi Pengolahan Sampah 

1.3.4.13 lnstalasi Pengolahan Bahan Bangunan 

1.3.4.14 lnstalasi Pembangkit Listrik 

1.3.4.15 lnstalasi Gardu Listrik 

1.3.4.16 lnstalasi Lainnya 

1.3.4.17 Jaringan Air Minum 

1.3.4.18 Jaringan Listrik - -1.3.4.19 Jaringan Telepon 

1.3.4.20 Jaringan Gas 

1.3.5 Aset Telap Lainnya 

1.3.5.01 Bahan Perpustakaan 

1.3.5.02 Barang Beroorak Seni. Kebudayaan dan Olahraga 

1.3.5.03 Hewan dan T ernak 
1.3.5.04 ll<an dan Biota Perairan 

1.3.5.05 Tanaman 

1.3.5.06 Aset Tetap Dalam Renovasl 

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 

1.3.6.01 Konstruksi Dalam Pengerjaan 

1.3.7 Aset Tak Beiwujud 

1.3.7.01 AsetT ak Berwujud 
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1.3.7.02 Aset Tak Berwujud Dalam Penge~aan --- - --- ------
1.3.8 AJwmutasi Penyusutan Aktiva Tetap -- -
1.3.8.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ---- - -----
1.3.8.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan - -~ ---
1.3.8.03 AkumulasiPenyusutan Jalan, lrigasidanJaringan - -- -- ---- ---- ---- ---
1.3.8.04 Akumulasi Penyusutan Aset Telap Lainnya --- --- --- --
1.4 Dana Cadangan - e •--
1.4,1 Dana Cadangan ·-1-- - -- -----
1.4.1 .01 Dana Cadangan --- -
1.5 -- Aaet Tidak La near Lainnya ,_ 

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 1.5.1 - ----
--T agihan Piutang Penjualan Angsunm Kendaran Bermotot 1.5.1 .01 - - ----- ---- --- -- -- ---- ----

1.5.1 .02 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah -
1.5,1.03 Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulil -1---

Tagihen Tuntutan Gantl Keruglan Daerah 1.5.2 --- -- --1.5.2.01 Tagihan TunMan Ganti Kerugian D~ _ _ --
1.5.3 Kemltraan dangan Pihak Ketiga __ ---- --- - -1.5.3.01 Bangun Guna Serah (Build, Operate & ~ er - BOT) __ 

-
1.5.3.02 Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO) 

1---
1.5.3.03 Kerjasama Operasi (KSO) - --- ---- ,_ -- -- --
1.5.4 Aktiva Tidak Berwujud 

---·----- - - - - - -1.5.4.01 Aktiva Ticfak Berwujud 
1.5.5 Aset Lain-lain 
~ -- -- ---- ---- I-1.5.5,01 Aset Ruaak Bera! - -- ---1.5.5.02 Asel Tetap Renovasi - - -

1.5.5.03 _ _ _ As~ain Lainnya 
2 KEWAJIBAN --2.1 _ __ Kewajiban Jangka Pendek --2.1.1 Hutang Peflwtungan Pihak Ketiga - --
2.1.1.01 Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan - ---2. 1.1.02 Hutang PFK Lainnya -2.1.2 Hutang Sunga 

,_ -
f-

2.1.2.01 Hutang Sunga kepada Bani< 
,_ 

2.1.2.02 Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank 
2.1.3 Hutang~ak -
2.1.3.01 Hutang Pajak Partambahan Nllal - - -t-
2.1.3.02 Hutang Pajak Panghas~an PPh 21 -
2.1,3.03 Hutang Pajak Penghasllan PPh 22 -
2.1.3.04 Hutang Pajak Penghas~an PPh 23 -
2,1.3.05 Hutang Pajak Lainnya 
2.1.4 Pendapetan Oiterima Dimuka 
2.1.4.01 Pajak dan Retribusi Diterima Oi~a ~--
2.1 .4.02 Uang M~ka Penjualan Asel Cesa 
2.1.4.03 Vang Muka Lelang Penjualan Aset Desa 
2.1.4.04 Vang Muka Bagian Laba BUMDes --2,1.5 Bagian Lanear Hutang Jangka Panjang 

,_ 
2.1.5.01 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 

,_ 
2.1.6 Hutang Jangka Pendek Lafnnya ,_ --
2.1.6.01 Hutang Belanja Pegawai -
2.1.6.02 Hutang Belanja T elepon --2.1.6.03 Hutang Belanja Air Minum 
2. 1,6.04 Hutang Belanja Ustrik 
2.1.6.05 Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai 
2.1.6.06 Hutang Pengadaan &rang/Jasa - -3 EKUITAS 
3.1 Ekulta.s I • -
3.1 ,1 Ekuitas 
3.1.1.01 Ekuitas -
3.1.2 EkuitasSAL --
3.1.2.01 Ekultas SAL -
4 PENDAPATAN -- -
4.1 Pandapalan Asll Cesa ----
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4,1.1 Hasi1 Usaha Desa --------- Bagi Hasil BUMDes 
4.1.1.01 

Lain-lain Hasil Usaha Desa 
4.1.1.99 

4.1.2 Hasil Asel Oesa 
P~ngelolaan Tanah Kas oesa 

4.1 .2.01 ~ · 
i-- - Tambatan Perahu 

4.1 .2 .02 
Pasar oesa 4.1.2.03 

4.1.2.04 
Tempat PemandianUmum 

4.1.2.05 Jaringan Ir~~ -- Pelelangan lkan Milik Desa 
4.1.2.06 
4.1.2.07 

Hasil Kios Milik oesa -~ - Pemanfaatan SaranaJPra~arana Olahraga 
4.1 .2.08 

4 .1.2.99 
- ~ n-lain Hasil Aset Desa -

swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
4.1.3 ---

Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
4.1.3.01 ----~ Lain~aln s:..adaya, Partlsipasi dan Gotong Royong 

~ 1.3.99 
4 .1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 

Hasil Pungutan Oesa 4.1.4.01 - - Lain-Lain Pendapatan Asli Oesa -
4 .1.4.09 

4.2 Pendapatan Transfer -
~ 

OanaOesa 4 .2.1 
4.2.1.01 Dana Dess 

4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi -
-- ·- - Bagi Hasil Pajak dan Relribusi Daerah Kabupaten/Kola 

4.2 .2.01 - Alokasi Dana Desa 4.2.3 -
4.2.3.01 Afokasi Dana Desa 

4.2.4 Bantuan Keu.angan Provinsi ·------ Banwan Keuangan dari APBD Provinsi 4.2.4.01 - - ---- Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi 4.2.4.99 

4 .2 .5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 

4.2.5.01 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupalen/Kota 

4.2.5.99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 

4.3 Pendapatan Lain-lain 

4.3.1 P;nerimaan dari Hasil ~ erjasama Antar Desa 

4.3.1 .01 Penerimaan dari Hasit Kerjasama Antar Oesa 

4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketlga 

4.3.2.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 

4.3.3 Penerimaa!!__Bantuan dari Perusahaan yang Bertokasi di Desa 

4.3.3.01 Penerimaan Bant\Jan dari Perusahaan yang Bertokasi di Desa ,_ 

4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 

4 .3.5.01 Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 

4.3.6 Bunga Bank 

4.3.6.01 Bunga Bank 

4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 

4.3.7.99 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah .~ 
5 BELANJA ---
5.1 !19lanja Pegawai -
5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 

5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 

5.1 .1.02 Tunjangan Kepala De-sa 

5.1.1.99 Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 

5.1.2 PenghasiJan Tetap dan Tunjangan Perangkat Oesa -· - - .... 
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 

5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Cesa 

5.1.2.99 Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang & h 
-

5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Des.a den Perangkat ~Sa 
5.1 .3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 

5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 

5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Oesa 
5.1 .3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 

5.1.4 !!Tjangan BPD 

5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD 
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5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD 

5.1.5 Tunjangan MPD 

5.1 .5.01 Tunjangan Kedudukan MPD 

5.2 Belanja Barang dan Jasa 

5.2 .1 Belanja Barang Pellengkapan 

5.2.1.01 Belanja Ala\ Tulis Kantor dan Benda Pos 

5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 

5.2.1.03 
Belanja Pertengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan ---

5.2.1.04 
Belanja Bahan Baka< Minyak/Gasnsi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran -

~ Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.2.1.05 

5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 

5.2.1.07 Betanja Bahan Mat~rial -
5.2.1.08 Belanja Benderal\Jmbut•umbul/Spanduk 

5.2.1.09 Belanja Pakalan Oinas/Seragam/Atribut ,_ _ 
Belanja Behan Obat•obatan 5.2.1.10 

5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan. Obat-obatan Hewan 

5 .2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 

5.2.1.99 Betanja Barang Periengkapan Lainnya 

5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 

5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium nm Pelaksana Keglatan 
- Belanja Jes.a Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum 

5.2.2.02 Cesa/Operator 
~ -- - Belanja Jasa Honorarium/Jnsentif Pelayanan Desa 5.2.2.03 

5.2.2.04 Belanja Jasa Honoi::riu~ Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber -
5.2.2 .05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 

5.2.2.06 Belanja Jasa Honorarium PKPKO dan PPKO 

5.2.2.07 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 

5.2.2 .08 Belanja Jasa Uang Sako Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 
- 5.2.2 .99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 

5.2.3 Belanja Perjalanan Oinas 

~ 3.01 Belanja Perjalanan Dines Dalam Kabupaten/Kota 

5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 
-

5.2.3.03 Belanja Kursus PelaUha~ 

5.2.4 Belanja Jasa Sewa 

5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang -
5.2.4.02 Belanja Ja" Sewa Peralatan/Perlengkapan 

5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarena Mobilitas 
~ 

5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 

5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran -
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik 

5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 

5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/~ rat Kabar -5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon --
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan tntemet 

5.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro 

5.2.5.07 Belanja Jasa P! rp~njangan ljin/~jak 

5.2.5.08 Belanja lnsentif/Oprasional RT/RW -5.2.5.99 -- Belanja Operasional Perkantoran lainnya -· 
5.2.6 Belanja Pemeliharaan 

5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Masin dan Peralatan Berat - -5.2.6.02 Belanja Pe~ eliharaan Kendaraan Bermotor 

5 .2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan 
~ 

5.2.6 .04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 

5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan 

5.2.6.06 Belanja Pemeliharaan Jembatan 

5.2.6.07 Belanja Pemelihara;n lrigasi/Saluran Sungai/Embung/Alr Bersih 

5.2 .6.08 
Betanja Pemeliharaan Jaringan dan lnsta1asi (Llstrik, telepon, internet, 
komunikasi dll) 

5.2 .6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya 

5.2.7 Betanja Barang dan Jase yang Oiserahkan kepada Masyarakat 

5.2.7.01 Belanja Bahan Pe~engkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat -
5.2.7.02 

Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat 
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5.2.7.03 Belanja Bantuan Bang~ untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

5.2.7.04 Belanj~ iswa Berpre~ ,s~asyarakat Miskin 

5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibi! Tanaman/Hewan/lkan 

5.2.7.99 s ;;ianj a Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 

5.3 Belanja Modal -
5.3.1 Belanj~ Modal Pengadaan Tanah 

5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 

5.3.1.02 Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Taoah 

5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah --- --5.3.1 .04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah --
5.3.1.05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah - --
5.3.1.99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya -
5.3.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala! Bera! 

5.3.2.01 Belanja Modal J:embay~ nor Tim Pelaksana Kegiatan {PM) 

5.3.2.02 Belanja ~~Peralatan Ele~ nik dan Alat Studio 

5.3.2.03 Belanja ~odal Peralatan Komputer 

5.3.2.04 Belanj~ odal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 

5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur 

5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 

5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 

5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 

5.3.2.09 Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Petemakan/Perikanan -- -
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin ,_ 
5.3.2.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Baral - ,_ 
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan. Mesin dan Alat Berat Lainnya 

1--
5.3.3 Belanja Modal Kendaraan --
5.3.3.01 Belanja Modal Honor Tim Pengadaan, (Kendaraan) 

5.3.3.02 Belanja Mod~ Ken<;!'!'~" Da!:'I Berm~tor 

5.3.3.03 Belanj~ odal Kend~ .n Darat Tidak Bermotor 

5.3.3.04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 

5.3.3.05 Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor 

5.3.3.99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 

5,3.4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 

5.3.4.01 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman • Honor Pelaksana Kegiatan 

5.3.4.02 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Ke~a 

5.3.4.03 Belanja Modal Gedung, Bangunan. Taman - Bahan Baku/Material 

5.3.4.04 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 

5.3.4.05 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 

5.3.5 Belanja Modal Jalan/Pra~ a Jalan --5.3.5.01 Belanja Modal Jalan .. Honor Tim Pelaksana Ke~iatan 

5.3.5.02 Bela,nJ~al Jalan - Upah Tenaga Kerja 

5.3.5.03 Belanja ~odal Jalan - Bahan Baku/Material -
5.3.5.04 Belanja Modal Jalan - Sewa Persian 

5.3.5.05 Belanja Modal Jalan -Administrasi Kegiatan . ,_ 
5.3.6 Belanja Modal Jembatan 

5.3.6.01 Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 

5.3.6.02 Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 

5 .3.6 .03 Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 

5.3.6.04 Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 

5.3.6.05 Belanj~ odal Jembatan - Administrasi Kegiatan -5.3.7 Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/Air Llmbah/Persampahan 

5.3.7.01 Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 

5.3.7.02 Belanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 

5.3.7.03 Belanja Modal lrigasi/Embung/Drai~ se/dll - Baha_!l Bak"!M~ t~ I --
5.3.7.04 Belanja Modal trigasi/EmbunglDrainase/dll - Sewa Peralatan 

5.3.7.05 Betanja Modal lrigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 

5.3.8 Belanja Modal Jaringan/lnstalasl 

5.3.8.01 Belanja Modal Jaringan/lnstalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 

5.3.8.02 Belanj~ ~~ganllnstalasi - Upah Tenaga Ke~a 
5.3.8 .03 Belanja Modal Jaringan/lnslalasi - Bahan Baku/Material 

5.3.8.04 Belanja Modal Jaringan/lnstalasi .. Sewa Peralatan 

5.3.8.05 Belanja Modal Jaringan/lnstalasi - Administrasi Kegiatan 
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5.3.9 Belanja Modal Lalnnya ---- - -
5.3.9.01 Belanja Khuaus ~~n Perpuslakaan 

5.3.9.02 Belanja Khusus Olahraga - -- ----
5.3.9.03 ~lanja Modal Khus~senian/Kebudayaan/Keagamaan ·----
5.3.9.04 8elanj~I Tumbuhan/Tanaman 

c-
5.3.9 .05 __ Belanja Moclat Hewan . --
5.3.9.99 Belanja Model Lainnya -- --
5.4 BelanJ!_!!d~rduga ____ . ------- -
5.A.1 Bel&nja Tida~ duga ____ 

5.4.1 .01 Belanja rldak Tetdllga - -- -
6 PEMBIAYAAN ---- --- - -- -
6.1 ~n1rimaan Pemb1ayaan ---- ----- ----
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya ---- - ------ --
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebetumnya -- -- - ~ 

6.1.2 ~ ncairan Oana Cadengan 
6.1.2.01 Pen~anaCadangan ------6.1.3 Hasll Panjualan Kekayaan Desa Yang Oiplsahkan - - --
6.1.3.01 Hasil Penjuelen Kel<ayaan Cesa Yang Cipisahkan ---- --
6.1.9 -- Penerimaan Pembiayaan Lai~ ----
6.1.9.99 Peoorimaan Pembiayaan Lainnya ---- -- - -
6.2 Pengeluaran Peml>layaan 
-- - --- --

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan . 

6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan __ - - - ----- -
6.2.2 Penyertaan Modal Desa -- --- -
6 .22.01 Penyettaan Modal Oesa -
6.2.9 Pengeluaran Pe.mbi.ayaan La1nnya - - . 
6.2.9.01 Pengelua,an Pembiayaan Lainnya 

T NON ANGGARAN --
7.1 Pemitungan Ahak Kellga -- - --
7.1.1 Pemttungan PFK . Potongan Pajak 

7,1,1.01 Potongan Pajak PPN Pusat 

7.1.1.02 Potongan Pajak PPh Pasal 21 
7.1.1.03 Potoogan Pajak PPh Pasai 22 

7.1.1 .04 - Potongan Pejak PPh Pasal 23 
7.1 .1.05 Potongan Pajak PPh Lalnnya 
7.1.2 Perhltungan PFK • Potongan Pajak Daerah 

7.1.201 Pajak Restoran, Rumah Makan 

7.1.2.02 Pajak Galian C -- -
7.1.3 Pemltungan PFK • Uang Muko dan Jamlnan 

~ 

7.1.3.01 Uang Muka dan Jamlnan 
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Tanggal : 16 Januari 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR 
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8 PEMERINTAH KABUPATEN Ol<U TIMUR 
: 16 PROVINS! SUMATERA SELATAN 

NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN 
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BIDANG PENYEt.ENGGARAN PEMERINTAHAN 0~ 

Penyeleng~n BelonjA Siltap, Tun)angan dan Operaslonal P•merlntahan Ona (Makslmal 30% untuk 
keglatan 01, 02, 05,dan 08) 

01.01 .0 1 ---Penytdiaan Penghaslla~n-::T:-e-:-ta-p-dan Tunjangan Kepalll 08sa 

01.01 .-02 - ~)'&diaan PenghaslJan Tetap dan Tunjangan Perangkat Doi::_ __ _ 

,- 01 .01.~- -- PenyOdiaan Jami;;;n Soslal b~ala ~ • dan Perangkat Des:,-,•-:= 
- Penyediaan Operasional Pemelilltah o..,, (ATK. Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, 

01.01 .04 pakalan dlnaslalrlbut. llstrikllelpon dll))___ _ _______ ---- ----

Ot.01.05 -- Penyed'iaan TUl!j;;;jjan BPD -- -::-:- ---P --t- --P k ·a Sera .-m--7 
- -- PenyediaanOperasional BPO (rapat. ATK. Makan Minum, Porlengkapan erl\an oren, • •• n Q , 

01.0 l .06 ---c;:petialanan dinas,Llsml<ltelpon~· ...,dl-=ij=c:-

--- -

r-01 _01.07 Panyedlaan lnsentif/Operaslonal RT/RW 

'""oi":01.00 - Penyediaan Operaslo~I Pamerintahan Oesa yang beraumberdari Dana Oesa 

01.01.90 Penyedlaan Tunjangan _MP_ D-:---=-- ---,--
0 1 .01 .91 Penyediaan lnsenti1/Honorarlum ~ u Tugeia Umum Desa 
r-ot.Oi':ss----- t.ain-lain Sub Bldang Siltap dan Operasional Pemerintahan Cesa 

01.02 PenyedJaa-;;-si,rana Prasar•NO Pamerlntahan Desa 

01Jl2,~- ,---~-=--Penyediaan ~ (~Tetap) P~ran"'IP=e_m_e_n.,-·n7tehan 

- 01 fil.02 Pomeiharaan Gedung/Prasarana Kantor De~ --
- 01 .02,03 Pembangunan/RohabllituUPenlngkatan Godung/P1asarana Kantor Desa (Oipil~ 
- oi':02.99 - ,- Lain-rain Sub Bidang Sarona Prasarana Pemerintahan Desa 

01.03 -- Admlnlsbasl K~~-Pancatataon Sipll, swi;iik dan Kearalpan 
~3.01 Pelayanan Admlnistraiiu.m;~opendudukan _ 

01.03.02 1----~-=-P•nyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Oipflh) 
- 01.03.03 i--- Pe~a~slra~e~ PelMrintahan'o;;, 

01.03.04 ~uluhan dan Penyadara.1 Masyamkat tenl~pend-ud-:-u-k-an- d'a_n_C::-a-p7il 
~ 05 - Pemttaan dan Analisls Kemisklnan Desa 5'k:ara Parffslpatlf ---

- 0~ t.aln-lain Sub Blclang Admlnistrasi Kepen~, Capll, Statlstlk dan Kearsipan - ----01.04 

01.04.01 
01.04.02 

,__ T_ata_ Praja Pemorintahan, Peren~naan, Keuangan dan Pelapo_"'-:-"==---­
PenyeJengga:3an Musyawarah Perencanaan Oesa/Pembaha,an APBDes (Reguler) 

r--- :--~-- ---Penyelenggar.,an Musyawaran 006'1 Loinnya (Mulldus, rembug desa Non Reguler) 

----01 .04,03 Pen-n _po,<umen Perencanaan O<,sa (RPJMOesa/RKPDesa dlij -: - r---
01.04.04 P~usunan Ookumen Keuangan Oesa (APBDes, APBDes Perubahan. LPJ dll) 

'o1.04.05 Pengelolaan Administrasi/ lnwntarisasl/Penliaian Asel Desa ----------
01.04.06 Penyusurian Kebdia!<an Dau (Perdes/Pericades selain Perencanaann<auangan) 

Ot .04.07:--t---Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan lnformasl Kepada Masyarakat 
01.04.08 Pengemba,igan Sis!em lnformasf Desa -

01.04.09 KoordlnasUKeljahma Penyelenggar.11an Pem- en7·n-ta-,h_a_n:-&:--:,Pe_m_ba_ngunan Oesa 

01 04 0 Ouku_ngan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades. Penyaringan dan Pe;;i"aringan "P::e::ra::n::9.,-ka:;t-;O~e::s::a.- d"a::n-• ,1 p ' 
I- emijlhan BPO (yang menjadi _,,.ng Cesa) 

01 .04, 1;;-l - -r-----.:P:-e7n.,_ye_l_en_.,_,gga..'!~ L'l!!'ba ~ ••r l<ewllayahan & Pengiriman KonUngen dim Lomdes 
01 .04. 12 Ouku~n 8/aya Oprnionaf d•n Blaya Lainnya untulc Desa Persiapan 
01 .04,90 __ Pelakunaan PemJUhan Kepala Dosa 

Of.04-.99 la~ lain Sub Bldang Tata Praja Pemerlntaha~erencanaan, Keuangan & Pelaporan 
01.~ Sub Bldang Pertanahan 

Sertiflkasi Tanah i as Desa 01.05.01 

1~ 1_.05_.02 ___ Ad~lnlstrasl Pertanahan (Pendan~ Tanah dan Pemberian Reglsrrasi Agenda Pertanahan) 
01 .05.03 Fasilitasi Sertffikasi Tanah untuk MasyaraJcat Mislun -
01.05.04 Mediasl Konftik Pertanahan 
01.05.05 _ PenyuM,an Pertar,a,;;;. --------------------

r- ;;o:-1.:::os:-·:::06:--J-----:Ad::-'-'m ... 1nc.:•:.::lr-=• =•I_.P_.=aJ,::ak Bumi dan Bangunan {PBBJ -

01.05.07 _ Penentuan/Peneg~"'!!_bangunan Ba~k Tanah Kas Desa (dlpilih) 
01.05.99 Laln-laln Sub Bidang Pert.anahan 

_ 02 BIOANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

r--::0,...2 . .,.0.,...1 :-c--,--sub Bidang Pendkllkan ---; ; ;;; ;;::;; ;:;:::;;.;;_ -- -----i 
, _ _ 0_2._01_._01 _ _.. ____ ;_Pe::n:,.Y•::l:::•n.:egs,ga,,,r=an PAUDfTKITPAITKNTPO/Madrasah NonFormaJ Mllil< Oesa (Honor, ;;Pa::;1,a=1~

1
n~ dll);;-----

-

-
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Dukungan Penyelenggara.n PAUD (APE, Sarana PAUD dsl) 
02.01 .02 

Penyuluhan dan Pelalihan Pendidikan Bagi Masyarakat 
02.01 .03 - Pemellharaan sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Mllik Oesa 
02.01 .04 
02.01.05 

Pemeliharaan sarana Prasarana PAUDITKITPAITKAffPQ/Madrasah Nonforrnal Milik Desa _ 

Pembangunan/RehabllitasVPeningketan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUOI - · 
02.01.06 n<tTPAITKAffPQIMadrasah Nonforrnal -

-- Pembaogunan/RehabilitasVPeningkatan Sarana/Prasarana Perpu&takaanffaman Baeaan Des.a/ Sanggar 
02.01.07 Belajar Mllik Desa 
~ Pengelo!aan Perpustakaan Milik Oe.sa (Pengadaan Suku. Honor, Taman Baca) 

02.01.08 
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 

02.01.09 
~ Oukungan Pendidlkan bagl Siswa Miskin/Berpreslasi 

02.01.10 
02.01 .99 Lain•lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 

02.02 Sub Bldang Kesehatan ____ 

02.02.01 
Penyelengga;..;;p~halan Oe!3'Polindes Milik Oesa (obat. lnsenlif, KB, dsb) -

~ - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan. Kls Bumil, Lamsla, lnsent,f) 
02.02.02 

Penyuluhan cian Pelalihan Bidang Kesehalan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehalan dll) 
02.02.03 . 
02.02.04 Penyelenggaraan Oesa Siaga Kesehatan - - - - - ~ ,;,~an Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa -02.02.05 
02.02.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Ketuarga Balita (8KB) 

02.02.07 Pembin;an dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradi&ional 
-- -- Pemeliharaan Sarans Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 02.02.08 

02.02.09 
Pemba~ehabi11tasi/Peningkatan1Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD -

- - ----
02.02.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan ---- . - -----
02.03 Sub Bldang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

02.03.01 Pemeliharaan Jalan Cesa - - Pemeliharaan Jalan Ungl<ungan Pemukiman/Gang 02.03.02 
02.03.03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 

02.03.04 Pemeliharaan Jembatan Oesa 
I- - - - - ~ meliharatm Prasarana Jalan Des& (GorongiJOrongtSe!okan/Parit/Oralnase di\) 02.03.05 

02.03.06 Pemeliharaan GedungfPrasarana Bala) Desa/Balai Kemasyarakatan -- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Oesa 02.03.07 
02.03.08 Pemeliharaan Embung Mllik Oesa 

02.03.09 Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa - - Pembangunan/Rehabllitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Oesa 02.03.10 
02.03.11 Pembangunan/RehabililasVPeningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perrnuklman (Dipilih) 

02.03.12 Pembangunan/Rehabllltasl/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) 

02.03.13 Pembangunan/Rehabilitasl/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milil< Desa (Dipilih) 

02.03.14 Pembangunan/Rehabilitasl/Peningkatan Prasarana Jalan Oesa (Gorong, selol<an dll) 

02.03.15 Pembangunan/Rehabilltasi/Peningkatan B~ai Oesa/Balai Kemasyarakalan (Dlpillh_) _ -
02.03.16 ~'!'bangunan/Rehablltta_!IIPeningkatan Pemakaman Milik Oesa/Situs Bersejarah Mlllk Oesa/Petilasan 

02.03.17 Pembualan/Pemutakhiran Peta Wilayah_ d~ Sosial Desa (Dipilih) 

02.03.18 Penyusunan Ookumen Perencanaan Tata Ruang Desa 

02.03.19 Pembangunan/Rehabilitasl/Peningkatan Embung Desa (Oipilih) -02.03.20 PembangunanlRehabilttasl/Peningkalan ~ ~umen/Gapura/Balas Desa (Diplllh) ------
02.03.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan UJ!1um dan Tata Ruang 

02.04 Sub Bldang KawMan Pem~l'!'_•n 

02.04.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tldak Layak Huni GAKIN 

02.04.02 Pe.mel!~araa~ umur~n Milik Oesa 

02.04.03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Oesa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 

02.04.04 PemeEharaan Sambungan Air Bersfh ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) -02.04.05 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong1orong, Selokan. Parit dltuar Prasarana Jalan}.) 
02.04.06 PemeHharaan Fa.silitas Jamban Umum/MCK Umum dll 

02.04.07 Perneliharaan Fasilttas Pengelolaan Sampah Oesa (Penampungan, Bank Sampeh. dlQ 

02.04.08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Umbah (Orainase. Air limbah Rumah Tangga) 

02.04.09 Pemeliharaan Tamantraman Be,rnain Anak Milik Desa 

02.04.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Oipilih) 

02.04.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Oesa (Oipilih) 

02.04.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Oipilih) 
02.04.1 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pennukiman (Oipilih) 
02.04.14 Pembangunan/Rehabilita&JPeningkatan Fasililas Jamban Umum/MCK umum, d~ (Oipilih) 

02.04.15 PembangunanlRehabilijasllPeningkatan Fasilltas Pengelolaan Sampah (Olpilih) 

02.04.16 Pembangunan/Rehabilitasl/Peningkalan Sistem Pembuangan Air Limbah (Oipilih) 

02.04.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TamanfTaman Bermain Anak Milik ~ a (dipilih) ·- ·- - ·-- --- - --
02.04.99 Lain,lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

02.05 _J;!!_b Bldang Kehutanan dan Llngkungan Hldup 

02.05.01 Pengelolaan Hulan Milik Desa - ---
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02.05.02 Pengelolaan Ungkungan Hldup Mill'k Desa -- --- - --
Pela11;;-;,;iSosialisasi/PenyuluhanlPenyadaran tentang LH dan Kehu1anan (Dipllih) 02.05.03 - Lain•laln Kegia1an Sub Bfdang Kehutanan dan Ungkungan Hldup 02.05.99 ---- -0.2.06 Sub Bldang Perhubungan, Komunlkasi dan lnformatlka - ____ - Pembuatan Ramb11-rambu di Jalan Desa 02.06.01 -
Penyolenggaraan lnformaai Publlk Desa (Poster, Ballho DIQ__ _ _ _ _ 02.06.02 ~-- - ,-
Pembualan dan Pengelotaan Jaringan/f~lasl Kom~sl dan lnlonnasl lollal Oe$a 02.06.03 -

-- PerMliharaan Sarans dan Prasarana Tran.sportasi Oeaa 02.06.04 --- - -- PembangunanlRe~~••ilPenir,gkatan/Pengadaan Sarana & Pra~ • Transportasl Oe$a (dipilih) - 02.06.0!_ 
-- ~ n-lain Kegia1an Sub Bldang Perhubungan, Kom~~ Inf~~ 02.06.99 --- --- Sub Bidang Energl don Sumberdaya Mineral 02.07 -

02.07.01 Pemelliharaan Sarena dan Prasarana Energl Anernal~ Desa --
PembangunanlRehabilitasilPeningkatan Sc1rana & Prasarana EMtgi Altematif Cesa 02.07.02 ---- - ---
Pengembangan Parlwisalo Tingkat Dess 02.07.99 ---- -,-

Sub Bldang Partwisata 02.08 ---- --
02.08.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasaranc1- P~ala Milik Oesa__ _____ _ ___ 
~ - ---

-- Pembangunan/Rehabiitasl/Penir,gkalan Sarana clan Prasarana Pariwisola Mitik (Dipilih) 02.08.02 - ---- --
- -- Pengembangan Parlwlsala Tingka1 Desa 02.08.03 - ---,-

Lain-lain Legialan Sub Bldang Pariwisala 02.08.99_ -- BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN _ __ _ _ _ 03 ----
03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perllndungan MHyarakat -- ---,_ -- -- - --- -
03.01 .01 Pen!,)adaan/Penyelonggaren Poa Keam~~ ____ -----

Peng•"i"Pe;;fngka1an Kapasl1as Tenaga Keamanan/Keloroban oleh Pemdes 03.01 .02 
03.01.03 Koordlnasi ~ naan Keamanan, Ketertiban & ~dungan Masy. Skala Lokal Desa -- ---- ----- -03.01.04 Pe,sl1pan Kesrapslagaall/Tanggap Bencana Sl<ala Lokal Desa ---- -- ----- ----- -- - --03.01 .05 Penyediaan P~ psiagaan Bencana Skala Lokal D~ ___ ------
03.01.06 Banluan Hut<um Untuk Aparatur Desa dan Masyarakal Miskin -- --03.01.07 Pelallhan/Penyuluhan/Soslalisasl kepada Masy. di Bid. Hu~elindungan Masy. -------
03.0 1.99 Lain-lain l<egiatan Sub Bldang Kecenteraman, Kete~n Umum dan Pe~indungan Masyarakat --,__ 
03.02 Su~ng Kebudayaan dan Keagamaan _ 
03.02.01 Pemblnaan Groop Kesenlan dan Kebudayaan T,nglcat Desa - ---03.02.02 Penglriman Konllngen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakll Desa 1kt Kec/Kab/Kol) 

--03.02.03 Pen~lenggaran Festival Kesenian, Adal/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dU) - -03.02.04 Pemellharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Oesa 
03.02.05 PembangunanlRBhabl"flasl Sar.ina Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipifih~ - -03.02.99 Lain-lain Keglatan Sub Bidang Kebudayoan dan Keagamaan - --03.0l Sub Bidang Kepemudaan dan Olah,aga 
03.03.01 Penglrlman KonUngan Kepemudaan & Olahr.iga Se~ai Wakll oesa uct Kec/Kab/Kota 
03.03.02 Penyelenggaraan Pela1ilan Kepemudaan Tingkat Cesa 
03.03.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tlngkal Desa -
03.03.04 Pemeliha,.., n Sarana dan Prasat11na Kepe.mudaan da.n Olahraga Mifik Oesa 
03.03.05 

Pembangunan/RehabilJtasl/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Oosa 
r--03.03.06 

Pemoinaan Karang1aruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingk81 Desa ---~ 

03.03.99 Lain-lain Kegla!!_n Sub Bidang Kepemudaan dan Otahra,ga 
03.04 Sub Bldang Kelemt,agun Maeyarakat 
03.04.01 Pembinaan Lembaga Ada! 
03.04.02 Poml)inaan lKMOII.PMII.PMD -
03.04.03 Pembinaan PKK 
03.04.04 Pelatihan Pembinaan lembega Kemasyarakatan -- -
03.04.99 Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat --
04 BIOANG PEMBEROAYAAN MASYARAKAT-
04.01 Sub Bldang Kelautan dan Perlkanan --
04.01 .01 

Pemeiharaan Karamba/Kolam Per11ranan Oarat Mi ik Desa 
04.01.02 Pemeliharaan Petabuhan Perikanan Sungai/Kedl Milik Desa -- --
04.01.03 

Pembang~n/Rehablila!i/Peningkatan Kara~otam Perilcanan De.rat M"..c De,a 
04.01 .04 

Pembangunan/RehabllltasUPenlngkatan Pelabuhan Perlkanan Sungal/Kecil Milik Desa 
04.01 .05 Bantuan Peril<anan {Bibit/Pakanlc!IQ -
04.01.06 

Blmlek/Pelalihan/Pengenalan TTG untuk Perlk.lnan DaraUNelayan (Dlpilih) 
04.01 .99 Lain-lain Keglatan Sub Bldang KetautaM an Perikanan 
04.02 Sub Bldang Portanlan dan Petemakan - --
04.02.01 

Peningka1an Produlc$1 Tanaman Pangan (ala1 produksi.'peog&Jojaanlpenggiingan) 
04.02.02 

Peningkalan Produksl Petemakan (alat produk.sVpengelolaan/kandang) 
04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkal Desa (lumi.;;;g Cesa dll) 
04.02.04 Pemellharaan Saluran lrigasl Tersler/Sederhana 
04.02.05 

PelalihanlBan!el<JPengenalan Tekonologi Tepal Guna untuk Pertanian/Pelemakan 



KOOE MAMA BIDANG, SUB BlDANG DAN KEGIATAN 

1 2 

04.02.06 ~angunan/Rel>al>Dilasl/PenlngJ<atan Saluran lrigasi Tersiel/Sedelflana __ - --
04.02.99 Lain-lain Keglalan Su~ng Pertanlan dan Petemakan -,-
04.03 ~ub Bidang Penlnglo>lan Kapaaltas Aparatur Oesa .__ - ----
04.03.01 Peningkalan Kapasttu Kepala Oesa --------- -
04.03.02 Penlngkalan Kapalitas Perangkat Desa ---- --04.03.03 Peningkalan Kapasitas BPO ----- - - ---
04.03,99 Lai~ n Keglalan Sub Bidang Penlngkatan Kapasi~ ratur Oeso - - -----
04.04 Sub Bldang Pembardayun PerempUlln, ~ dungan Anak dan Keluarga __ -- ----04.04.01 Pelallhan dan Penyuluhan Pemberdoyaan Perempuan --- ---- - - --Pelalihan dan Penyuluhan Pe~indungan Amok - - - - ----
04.04.Qi 
04.04.03 --Pelallhan dan Penguatan Penyandan11 Dttable (Penyandang Oisablritas) ---
04.04.99 Lain•l61n Keglatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak dan Keluarga 

04.05 __ Sub Bldang Koperasi, ~ Micro K~ n Menengah (UMKMJ - --- -
04.05,01 __ Pelallhan Man.)emen KoperasVKUDIUMKM __ ----
04.05.02 P~~~•n sarana~ar•~~lno, Keel!, Me,,.ngah dan Koperasi -
04.05.03 Pangadaan Toknologl Tepat Guna Untuk Pengombangan Ekonom\ Pedesaan Non Pertanlan ---- ----
04.05.99 ~ lain Sub Bldang Koperas~ Usaha Micro Kecil dan Meneng,ah (UMKM) --- -- -- -
04.08 Sub Biding Dukungan P~man Moda_l_ ___ _ ___ ---- - ---
04.06.01 Pem~ kan BUM Oesa (Persiapan dan Pembentu~wal BUM~ -
04.06.02 P~ n Pengelolaan BUM Oesa (Polatihan yg dllaksanakan oleh Pemdes) __ -- -- -- ---- ---
04.06.99 Lain4aln Kegiatan Sub Bidang Oukungan Penanaman Modal ---- -
04.07 __ Sub Bidan9 Perdagangan clan Periodualrian __ 

1-- -- -04.07.0 1 Pemollharaan Pasar Oesa/Klos Millk Desa - - -- --~-- ---04.07.Di Pembangun1n/Rehab Pasar Desall<Jos M'Jfik Desa 
04.07.03 ___ Pengembangan lndustrf Kecll n ngkat ~ -- ----

- 04.07.~ Pembenlukan/Fas~wl/Pe!allhan/Pondampingao kelompolt usaha ekoooml produkllf - -- - -
04.07.99 !:_ain-leln Sub Bkfang Perdagangan dan Perlndustrfan - - - -
05 BlOANG PENANGGULANGAN BENCANA, OARURAT DAN MENDESAK DESA -- --
OS.01 --Sub Bldang Pen~langan Bencana --- - -,~ 
05.01 .00 Penanggulana_n Bencana 
05.02 Sub Bldang Keodaan 0arurat - - ---05.02.00 Penanganan Keadaen Oarurat 
05.03 ~ b Bldang Kudaan Meodesak ---
05.03.00 Penanganan Keadaon Menduak 



Lampiran XIII Peraturan Bupatl Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor : 2 Tahun 2023 

Tanggal : 16 Januari 2023 

PEDOMANUMUM 
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa _Desa 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepen~~an 
masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan pnontas 
penggunaan Dana Desa. 
Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa 
adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 
berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, 
ekonom.i, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan 
korban jiwa, dao kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sem.akin terkendali sehingga berimplikasi 
terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana 
Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber 
daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap 
memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan 
stuntin_g, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, 
penanganan bencana alam dao nonaJam yang sesu ai kewenangan Desa. 

B. Tujuan 

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemuliban 
ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganao 
bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Oesa. 

C. Prinsip 

Prioritas Penggunaan Dana Desa clidasarkan pada prinsip : 
1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak dasar, h.arkat dan martabat manusia; 
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga 

Desa tanpa membeda-bedakan; 

) 

3. Kebhinekaan adaJ_ah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman • 
budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan 
nilai-nilai kemanusiaan universal; 

4. Keseimb~gan al~ adalah pengutamaan perawatan bumi yang testari untuk 
keberlanJutan keh1dupan manusia; 

S. K_ebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuan 
didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatika.! 
kewenangan Desa; dan 

6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenamya 
berdasarkan ~ata_ dan infonnasi faktuaJ, tanpa dipengaruhi pendapat atau 
pandangan pnbadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi. 

) 
I 

I 



BAB Il 
PRJORITAS PENOOUNMN DANA DESA 

A. SDOs Desa 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut 
Unda.ng-Undang Oesa mema.ndatkan bahwa tujuan pembanguna.n Desa adalah 
meningkat.kan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penangguJan.gan kemislcinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, scrta 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingl<Ungan secara berkelanjutan. Yang 
dimaksud dengan berkclanjutan adaiah pembangunan Desa untuk pemenuhan 
kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 
Desa di masa dcpan. 

Unruk rnengopcrasionQJkan ntjuan pembangunan Dcsa yang dim.andatkan oleh 
Undan.g-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 
mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belasj tujuan S00s Desa 
sebagai bcrikut : 
l. Desa tanpa kem.islcinan dan kelaparan 

SDGs Desa 1: Desa tanpa kemisklnan; dan 
SDGs Desa 2: Desa tanpa keJaparan. 

2. Desa ekonom.i tumbuh merata 

SDOs Desa 8 : pertumbuhan ekonom.i Desa merata· 
S00s Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesu~ kebutuhan; 
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan 
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingku 

3. Desa peduli kesehatan ngan. 

SDGs Dcsa 3: Desa sehat dan sejahtera· 
SDGs Desa 6 : Desa layak air be .h d ' . . s rst an sarutasr dan 

DGs Desa 11: kawasan permukiman De ' 
4. Desa peduli lingkungan sa aman dan nyaman. 

!~~s Oesa 7: Desa. berenergi bersih dan tcrbarukan· 
s Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim· • 

SDGs Desa 14: Desa peduli lingku • 
SDG D ngan laut; dan 

s esa 15: Desa peduii lingkun 
5. Desa pcduli pendidikan gan darat. 

:as Desa 4: pendidikan Desa berkualitas. \ 
6. sa ramah perempuan ' 

S00s DesaS· keterlibatan 
7. Desa berjejBJfug perempuan Desa. 

SDGs Desa 17: kemitraan untuk 
8. De11a tanggap budaya pernbangunan Desa. 

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadil . ) 
SDGs Desa 18: kelembagaan desa din an, ~an 

Upaya pencapaian SDG D 8JIUs dan budaya desa adaptif. 
rn dah s esa dalam situasi dan k di . 

u ' karena itu penggunaan D on SJ Pandemi COVTD- 19 lidak, 
kegia~ yang mendukung pencap= ~~~- ~23 diprioritaskan untuk membiayai 
pemu!iban ckonomi nasionai , ro . s . e.sa yang berkaitan dengan kegiatan 
penanganan bencana alam d P gram pnontas nasionai dan miti . 

an nonalarn. ' · gas1 dru, I 



\. 

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai 
kewenangan Desa meliputi : 
l. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha 

milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup: 
a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 

bersama; 
b. penyertaan modal badan usaha mi1ik Desa dan/atau badan usaha milik 

Desa bersama; dan 
c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa 

dan/ atau badan usaha m.ilik Desa bersama yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk 
unggulan kawasan perdesaan, antara lain : 
I) pengelolaan butan Desa; 
2) pengelolaan hutan adat; 
3) pengelolaan air minum; 
4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau petemakan; 
5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, 

penggaraman, perebusan dan lain-lain) ; 
6) Pengembangan J)f'mas.aran dan distribusi produk; dan 
7) Pengelolaan sampah. 

d. kegiatan lainnya untuk mewujud.kan pendirian, pengembangan, dan 
peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau 
badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2. Pengem.bangan usaha ekonomi produktifyang diutamakan dikelola badan usaha 
milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi : 
a. bidang pertanian, perkebunan, petemakan dan/atau perikanan yang 

difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa 
dan/atau perdesaan; 

b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
Desa dan/atau perdesaan; 

c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau 
perdesaan; 

d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial; 
e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria 

untuk program kesejahteraan masyarakat; 
f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan 

berkelanjutan; dan 
g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi 

produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaba milik Desa/badan 
usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

3. Pengem.bangan Desa wisata meliputi : 
a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau 
homestay, dan/atau kios cenderamata; 

b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; 
c. pelatihan pengelolaan Desa wisata; 
d. pengembangan investasi desa wisata 
e. pengembangan kcrja sama antar desa wisata; dan 



f. pengembangan Desa wisata Jainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 

diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai 

kewenangan Desa meliputi : 
1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa 

melalui indeks desa membangun : 
a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 
b . pendataan pada tingkat rukun tetangga; 
c. pendataan pada tingkat keluarga; 
d. pendataan warga pekerja migran; 
e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemlskinan; 
f. pendataan kese.nian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat; 
g. pengadaan prasarana dan sarana teknologj informasi dan komunikasi 

untuk menunjang perb aikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan 
pendataan perkembangan desa melalui indeks desa merobangun roeliputi : 
I) tower untukjaringan internet; 
2) komputer; 
3) smartphone; dan 
4) Langganan internet. 

h. pendataan Desa Lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani : 
a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, petemakan 

dan/atau perikanan: 
1) pengadaan bibit atau benih; 
2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih; 
3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, petemakan, 

dan/atau perikanan; 
4) pengembangan pakan temak altematif; 
5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, 

petemakan, dan/atau perikanan terpadu; 
6) pemhukaan lahan pertanian/perkebunan; 
7) pembangunan dan/ atau normalisasi jaringan irigasi; 
8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaanjalan usaha tani; 
9) pembangunan kolam; 
I O) pembangunan kandang komunal; 
11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, 

petemakan dan/atau perikanan; 

12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, 
peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa. 

b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa: 
l) Pembangunan lumbung pangan Desa; 
2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung 

pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan 
air; 

3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan; 
c. pengolahan pasca panen; 

l) pengadaan alat teknologj tepat guna pengolahan pasca panen; 
2) pelatihan pengelolaan hasil panen; 

d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, 
atau bioponik. 



--
e. 

f. 

g. 

pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, 

perhutanan, petemakan dan/ atau perikanan; 
pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/b~dan usaha 
milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau 
hewani, tennasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan 

modal; dan 
penguatan ketahanan pangan Jainnya yang sesuai dengan kewenangan 

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa: 

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting 

melalui: 
a. pelatihan kesehatan ibu dan anak; 
b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan 

C. 

d. 

e. 
f. 

g. 
h. 

i. 

j. 

pendamping air susu ibu; 
pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan 
aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 

(lima) tahun; 
pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai 

media deteksi dini stunting; 
penyediaan air bersih dan sanitasi; 
perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui 
serta balita terhadap jaminan kesehatan; 
pendidikan tentang pengasuhan anak; 
upaya pencegahan perkawinan dini; 
pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk 
pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan 
makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah; 
peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu 
dan pendidik pendidikan anak usia dini; 

k . pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, 
dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; 

I. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa: 
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 

prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, tennasuk 
pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya; 

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 
prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar 
dan wahana permainan; 

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 
prasarana taman belajar keagamaan; 

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau 
prasarana olah raga, adat, atau budaya; 

e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak­
kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan 
belajar masyarakat; 

f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman 
bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar 
keagamaan; dan 

g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. 



5. Peninglcatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat Desa : 
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan ya.itu 

perempuan, anak, warga Janjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, 
penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan 
kelompok rentan Jainnya; 

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok 
marginal dan rentan ya.itu perempuan, anak, warga Janjut usia, suku dan 
masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, 
kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 

c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan ya.itu : 
perempuan, anak, warga Janjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, 
penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan 
kelompok rentan Jainnya; 

d . penguatan nila.i keagamaan dan kearifan Jokal untuk membentuk 
kesalehan sosial di Desa; 

e. 

f. 

g. 

pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, 
difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebaga.i dasar 
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat Desa yang bersifat afirmatif; 
pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi 
pencegahan dan penanganan kekerasan pada 
termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan 

dan edukasi tentang 
perempuan dan anak, 

kegiatan peninglcatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh la.innya 
sesua.i dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 

6 . Perluasan akses layanan kesehatan sesua.i kewenangan Desa : 
a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional : 

1) sosialisasi dam promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan 

2) 

3) 

kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; 
advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 
kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan 
nasional lainnya yang sesua.i dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Mu syawarah Desa. 

b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit la.innya : 
1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan 

konsumsi gizi seimbang; 
2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit 

seksual, HN / AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, 
gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19), dan penyakit 
lainnya; 

3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit 
menular; 

4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit 
menular; 

5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan 
6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya 

yang sesua.i dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam 
Musyawarah Desa 

c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika : 
1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika; 
2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba; 



3) pagelaran, festival seru, dan budaya untulc pencegahan 
penyalahgunaan narkotika; 

4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan 
narkotika; 

5) pelatihan relawan atau pegiatan anti narkoba; 
6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika 

melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau 
brosur /leaflet; 

7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan 
dalam Musyawarah Desa 

d . pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa : 
1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos 
pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu; 

2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan 
tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan 
kesehatan; dan 

3) insentifuntuk kader kesehatan masyarakat; 
e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan 

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa 
7. Dana operasional Pemerintah Desa 

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan 
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk 
mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan. 
a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi 

yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Oesa lain, masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat dalam 
rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan 
.lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa; 

b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan 
untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 
kerawanan sosial yang disebabkan karena 
kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, 
bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan 

c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat cligunakan untuk membiayai kegiatan 
promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, 
kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa 
kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang 
dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui : 
a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan 

jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum 
mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan 
menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyecliaan akses pekerjaan. 

c. penyecliaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tonai Desa. 
d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses 

layanan dasar yang sesuai kewenangan Oesa antara lain 
membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, 



pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa 
antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan 
Desa. 

e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan 
sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. 

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan 
(bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi 
dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak 
huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan 
dengan kriteria : 
a . bertempat tinggal di wilayah Desa; 
b. diputuskan melalui Musyawarah Desa; 
c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan 
d. diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dalam bentuk material/bahan bangunan. 
9. Bantuan Langsung Tonai Dana Desa untuk mendukung percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem : 
Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem 
merupakan amanat dari lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan 
keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
yang ctiberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan 
perundangundangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. 
Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut : 
a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan 

untuk keluarga miskin ekstrem; 
b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis; 
c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau 
d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. 

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan 
Desa 
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan 
bencana alam dan nonalam meliputi: 
1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, 

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana 
alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya: 
a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa; 
b. alat pemadam api ringan di Desa; 
c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana; 
d. pembangunan jalan evakuasi; 
e. penyediaan penunjukjalur evakuasi; 
f. kegiatan tanggap darurat bencana alam; 
g. penyediaan tempat pengungsian; 
h . pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
1. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana 

alam; dan 

J. sarana prasarana untuk 
lainnya sesuai dengan 
musyawarah Desa. 

mitigasi dan penanggulangan bencana yang 
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 

.1 



2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam 
a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri 

yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, 

disentri. 
b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan temak seperti : 

penyakit menular mulut dan kuku, antraks; 
c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti 

hama wereng, hama belalang; 
d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti 

hama wereng, hama belalang; 
e. bencana non alam yang m uncul karena gagal teknologi dan gagal 

modemisasi seperti gaga! pengeboran; 
f. Desa Aman COVID 

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif 
di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan 
protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjagajarak fisik, dan 
cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan 
dengan program Desa aman COVID-19, sebagai beriku t : 
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 

antara lain: 
1) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang 

telah ada; 
2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan 

secara ketat protokol kesehatan; 
3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga 
kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam 
musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental; 

4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan 
(hand sanitizer); 

5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan; 
6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu­

waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; 
7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang 

melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; 
8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya 

kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) Daerah; dan 

9) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19). 

g. relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Relawan Desa 
aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai 
berikut: 
1) ketua: kepala Desa 
2) wakil : ketua badan permusyawaratan Desa 
3) anggota: 

a) perangkat Desa; 
b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
c) kepala dusun at.tu yang setara; 
d) ketua rukun warga; 
e) ketua rukun tetangga; 
f) pendamping lokal Desa; 



g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH); 

h) pendamping Desa sehat; 
i) pendamping lainya yang berdomisili di Desa; 

j) bidan Desa; 
k) tokoh agama; 
1) tokoh adat; 
m) tokoh masyarakat; 
n) karang taruna; 
o) pemberdayaan kesejahtera.an keluarga; dan 
p) kader pemberdayaan masyarakat desa. 

4) mitra: 
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b) bintara pembina Desa; dan 
c) pendamping Desa. 

5) tugas relawan Desa aman COVID-19 : 
a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan 

baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan; 
b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta 

orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan 
penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak 
mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring 
pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik 
yang telah maupun yang belum menerima; dan 

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, 
menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih 
tangan (hand sanitizer) di tempat umum. 

d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu­
waktu siap cligunakan ketika dibutuhkan 

e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, 
serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19); 

f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu 
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau 

ruang isolasi Desa; dan 
g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon 
rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain. 

h) Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan 
nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigsasi Nomor 71 
Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa 

i) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya 
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui 
musyawarah Desa. 

BAB III 
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

A. Kewenangan Desa 
1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang 

mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal- usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa. 



2. Dalam hal _ _D~sa tid~ memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai q 
kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa,. ciasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan 
bupati/wali kota tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dcngan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

3. Dalam hal tidak terdapat peraturan bupati/wali kota yang mengatur mengenai 
kewenangan Desa bcrdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. 

B. Swakelola 
1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan 

secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peratur an Menteri Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa. 

2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan 
pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang pengadaan barang dan jasa di Desa. 

3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa h arus 
dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa 
dan dilarang clikerjakan oleh penyedia barang/jasa. 

C. Padat Karya Tunai Desa 
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk clilaksanakan dengan pola Padat 

Karya Tunai Desa; 
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala 

keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya; 
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total 

biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa; 
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; 
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan 

protokol kesehatan; dan 
6. jenis kcgiatan Padat Kalya Tunai Desa meliputi antara lain : 

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan 
1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan 

perkebunan; 
2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran 

dan lain-lain; dan 
3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan 

b. wisata Desa 
1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik: Desa bersama; 
2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membuka partisipasi warga. untuk berusa.ha di lokasi wisata. 

c. perdagangan logistik pangan 
1) pemeliharaan bangunan pasar; 
2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama 

berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk 
dijual kembali di pasar yang lebih luas; 



3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama 
memberikan talangan kepada petanl dan pengusaha kecil u.ntuk 
melakukan produksi; dan 

4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan 
usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di 

Desa. 
d. Perikanan 

1) pt>masangan atau perawatan karamba bersama; 
2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) membersihkan Tempat Pelelangan l1can (TPI) dan tempat penjualan 

ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa d=/ atau badan 
usaha milik Desa bersama. 

e. Peternakan 
I) membersihkan kandang temak milik badan usaha milik Desa 

dan/ atau badan usaha milik Desa bersama; 
2) penggemukan temak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola 

badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 
dan 

3) kerja sama bad= usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik 
Desa bersama dan petemak dalam pemanfaatan kotoran temak 
untuk pupuk organik. 

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan 
1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan 

usaha milik Desa bersama; 
2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa 

dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana 

Desa. 

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap 
daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya 
pemulihan ekonomi nasional, program priori.tas nasional, mitigasi dan penanganan 
bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-ha! yang diperhatikan 
dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut : 
1. berdasarkan permasalaban dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa 

dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang 
paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa 
dilarang untuk dibagi rata; 

2. program dan/ atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan 
masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa; 

3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan sccara 
swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa; 

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya 
keberlanjuta.n manfaat bagi generasi mendata.ng; dan 

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus clikelola secara 
partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah 
dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa 
dalam sistem informasi desa. 



E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa 

dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. 

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa 
1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa 

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa halhal sebagai 

berikut: 
a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; 

b. dokumen RPJM Desa; 
c. program/proyek masuk Desa; 
d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan 
e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonom.i 

nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana 
alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. 

2. Musyawarah dusun/kelompok 
a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa 

berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai 

forum diskusi. 
b. tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa 

menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan 
rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang 
diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan 

d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam 
Musyawarah Desa. 

3. Musyawarah Desa 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam 
Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. 
Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen 
RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa .. 

A. Publikasi 

BABIV 
PUBLIKASI DAN PELAPORAN 

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa 
kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang 
dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta 
masyarakat Desa. 
Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui : 
I. baliho; 
2. papan informasi Desa; 
3. media elektronik; 
4. media cetak; 



;,. merua s0s1a1; 
6. website Desa; 
7 Jp::,flpt• 

8 . pengeras suara di ruang publik; dan 
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa. 

con ton aesam merua puo11Kas1 aapat ruunaun 01 situs weo Kemenaesa.go.10. 

R PP.IRnt>rAn 

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan 
aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, 
t'emoangunan tJaeran 1 erunggai, aan 1 ransnugras1. 

2. Bagi Desa yang tidak memillld akses internet sehingga tidak dapat menggunakan 
aph1casi sistem informasi .n .. .= ~.-.r.s,r:i nnlinP., r!ApRt mr.1:ilmkAn pP.lApnr:m 

Prioritas Penggunaan Dana Desa secara ofiline dengan difasilitasi oleh Tenaga 
Pendamping Profesional 

BABV 

PEMBINAAN 

A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat 
dilaksaoakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi 
sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah TertinggaJ, dan Transmigrasi. 

B . Pemerintah Pusat, Pcmerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa. 

C. Kepala Desa membenlcan tanggapan dan informasi balik kepada Pemeriotah Daerah 
kabupaten/kota, Pemerintah Daerah proviosi, dan Pemerintah Pusat. 



Menimbang 

Mengingat 

LAMPI RAN XIV : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : l6 Januari 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
K.ECAM.AT AN •· • .. • • • ••• • •·•• • ••• • ·•· 

DESA . ............... . 
Alamat: ...................................................... . 

KEPUTUSAN KEPALA DESA ............................................ . 
NOMOR : ......................... TAHUN 20 ..... . 

TENTANG 

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) 
DI DESA ........................... . 

a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang efisien, efekud·t! tra
1 

nkspabran'. 
pemberdayaan masyarakat,gotong-royong dan akuntabel ~ ngat ,per u an agI 
ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berl<ualitas, sehlngga akan 
berdampak pada peningkatan pelayanan publik; 

b. bal1wauntukmewujudkanPengadaanBarang/Jasa 
ri,,.·.;.,-ot;b.:;g;,imanudimaksuddalamhuruf a, perluditetapkan Tim PelaksanaKegiatan 
fTPK\• . .. 

c. bahwa yang namanyatercantumdalan,Keputusaninidipandangmampu dan 
111en1t:11Ur11Syi:11'i:ILUflilJi«:i1tda1,1~e1o'1~~t,.,ga, 1111, Peiak,,,,110Kf::91al:o(1 ( I f'K) Lii Ob a 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
!ndonesia Nomor 5495); 

b. reraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 
ti.:11tangPeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 
lentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 123, 
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimc.:::a 
telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tent11nci 
:'1:!r.tlu:, ;; , i':•lt1k!.,.m<1dll Urn.i,mg-und,mQ Nomo; 6 Tahun 20i4 tentang Desa 
(Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
T;im!)c1liaoI.ernbaran Neo.:ira Reoublik Indonesia Nomor 6321): 

;... Pc, cJtu. dfiPc,11(:: ifitu! ;NDffa; 1 60 Tariu11 20J c.1Lt.:i 1i.,u1u U-:;;-10 Uc : ... : ".'.tfu: 

,. 

Bersumber dari Anggaran Pendapatc1n dan Belanja Negara {Lemba1,m Neg<1rc1 
Re r ubiik Tndnnp,;ia T;;hun 20l4Nr,rnnr lf.B, Tamh11hanl..er,1!F1ran Ni;>-~;ra 

clenganPer.:ituranPemerintahNomora rahun 2016 tentang Peruua11an Keuua 
/Hos Pt=:r3tun;n P~m~rintah Nor::or fin Tt1hw1 2014tent.ar,c; Dana Oesa Y;;no 
f;1 :r•,1:: : :h: :1 :i • .z ii /:.::: ;:~.=:: /::: P'f': ::i.--::;,:::,=: :·: i'i:::, R::l,-;; :i,·: !•Ji·q ,--::.: .{ ! ; ::::!:.-~;.:1: i-1,•:,.:.-::.-: 

Republik I nclun~d Tdhun 2016Nurnur 57, Tdrnl.lohc1nlembar,,n Neyar<1 
Re?oubiik !r,dr,ne-s:Io Nr,rr,c,r58ti4;; 

Desa (~iita Negara RepubliK Indonesia Ta11un 2016 Noor,o, 6li); 
l1'3r ,1 r1 1r:1"l f"rr,,~~C'-, 1( 0.-,ij:-tk~n•Jr,,v,~rl:!:,nµ ;t .. :,n.n/1~~~ Pf',nr-ri nt~h 
l r-: .. -l,- .n..-::-t~ ~..ir.~ .-.,.. l ~,"T ~ !'\: :~ :Otti C.~ .-:~'!-:- - ...rC•~- -.- '!!c~ 'T ~ 
Dono;ari::.::.nR::ar ::a..nn/1;:.c::; rU t'"\o~• - . 

, .. r't:1 olu, ell 1Uuj,Joi..A\Jyof1KOtftiC1 If ,y u:u I tfflu f;-;o,, ,v, ;·u t 01 IUI 1 

2018tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa (LembaranDaerahKabupaten 
Ogan Komering Ulu limurTahun 2018Nomor70); 

g. PeraturanBupatiOganKomering Ulu TimurNomor 74Tahun 2020tent:ilnr,Peci,;mi':; 
Tata cara PengadaanBarang/Jasa di Desa (LemlxlranDacrahKabupaten Ogan 
Komering Ulu TimurTahun 2020Nomor74); 



Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETlGA 

KEEMPAT 

KEUMA 

Tembusan kepada : 

h. Peraturan Desa .......• Nomor .... Tahun 201 ... tentangAnggaranPendapatan dan 
BelanjaDesaTahunAnggaran 202 ... . 

i. Hasll Rapat Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa .......... •··· •· •· •····· 

MEMUTUSKAN : 

Mengangkat Tim PelaksanaKegiatan (TPK) di Desa .•........ , ...... , sebagai berikut: 

Ketua ·····················--················•·" •··· 
Sekretaris ........................................•...•.. 

Anggota ............................................... dst 

Tugas pokok dan kewenangan Tim PelaksanaKegiatan (TPK) adalahsebagaiberikut : 

a. Melaksanakan swakelola; 
b. menyusun dokumen felang; 
c. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui 

penyedla; 
d. memilih dan menetapkan penyedia; 
e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan 
f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan. 

Dalammelaksanakan tugas dan kewenangannya, TPK bertanggungjawab 
kepadaKepafa Desa ...............•.. ......... setaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Desa. 

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan lni dibebankan pada anggaran yang 
sesuai, berdasarkan APB Desa •. , ..........•...... , Tahun Anggaran . , .............. . 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 
diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dlkemudian hari temyata terdapat 
kekeliruan. 

Dltetapkan di ................................ . 

Pada tanggal. ........................ 20 ......... . 

KEPALA DESA ...... ........................ . . 

.. .... .. . .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . 

1. Yth. Bupati OKU limurmelaluiCamat . ............................. , 
2. Yth. BPD Desa ........................ ; 
3. Yang bersangkutan; 
4. Arslp. 



• LI\Mt'IKAN )I.V : t't;KA·1 UKAN tiU YA:l'I UKi.J TIMUI< 

Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : I 6 Januari 2023 -- - ---· . - · - -·- - ·-. -

FORMAT DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

A. DAFT AR GONTOH FORMAT PENGADJ.I_A_N BA!?_A.NGf!ASA MELA.LIJ! PE!-!YED!A 
(PERMINTAAN PENAWARAN) 

NO CONTO.H FORMAT JENIS FORMAT 

1 Surat Permintaan Penawaran Form_PBJD.D 

2 Surat Penawaran Harga Form PBJD.E 

3 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Form_PB)D.F 

4 Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/)asa Form_PBJD.G 

5 Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Form PBJD.H 

6 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Form PB)D.I 

7 Surat Persetujuan Penawaran Form_PBJD.) 

8 Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan Form_PBJD.K 
Pemenang 

B. DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA 
(LELANG) 

NO CONTOH-FORMAT JENI$ FORMAT 

1 Pengumuman pengadaan Forrn_PBJD.A 

2 Survey Harga Forrn PBJD.B 

3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Form PBJD.C 

4 Surat Permintaan Penawaran Forrn_PBJD.D 

5 Surat Penawaran Harga Form PBJD.E 

6 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Forrn_PBJD.F 

7 Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa Form PBJD.G 

8 Surat Undangan KJarifikasi dan Negosiasi Form_PBJD.H 

9 Berita Acara KJarifikasi dan Negosiasi Form_PBJD.I 
10 Surat Persetujuan Penawaran Form_PBJD.J 

11 Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan Form_PBJD.K 
Pemenang 

12 Pengumuman Hasil Form_PBJD.L 

13 Undangan Penjelasan Umum Form PBJD.M 

14 Berita Acara Penjelasan Umum Form PBJD.N 

15 Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Form_PBJD.O 

16 Surat Perjanjian Kerjasama Form_PBJD.P 

17 Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Form_PBJD.Q 
18 Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Forrn_PBJD.R 

19 Berita Acara Pembayaran Form_PBJD.S 
20 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Form PBJD.T 

21 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Form_PBJD.U 

22 Serita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Form_PBJD.V 
23 Surat Pernyataan Kebenaran Usaha Form PBJD.W 



Form_PBJD.A 

1. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PENGADAAN 

PENGUMUMAN 

Dalam rangka pengadaan barang/jasa di Desa . . . ... ... . , kami akan melaksanakan pekerjaan 
sebagai berikut : 
a. Paket Pekerjaan .. .......... ' ... ... .... .... .... ... . 
b. Tahun Anggaran . ' ..... ........ ... . ' ... .. .... .... . . 
c. NamaTPK . ... ... . ' ............ ... .. .... ... . . 
d. Lokasi Dusun . . . . . . . . . . Desa .. . .... . ... . 

e. Ruang Lingkup Pekerjaan ...... ...... .... ... .. .. ... .... ' .... 
f. Nilai Total HPS Rp .. . ..... .. ...... .. ..... ,-

g. Waktu Pelaksanaan 
(terbilang) 
.. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . hari kalender 

JADWAL PROSES LELANG 

No. Uraian Tanggal Pukul Tempat 

1 Persia pan Balai desa 

2 Aanwijzing/ Balai desa 

Penjelasan 

3 Penerimaan dokumen Balai desa 

penawaran 

4 Pembukaan dokumen Balai desa 

penawaran 

5 Evaluasi penawaran Balai desa 

dan kelengkapan 
dokumen 

6 Penetapan Balai desa 

Pemenang 

7 Surat Perjanjian/ Balai desa 
Surat Perintah Kerja 

.............................. , ....................... 20 ...... . 
Mengetahui 

Kepala Desa ........................... . Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa ........................ .. 

Ke tua 

.... , ...... ,,,,,,,,,,:,111:u ............................. 



I Form_PBJD.B 

2. CONTOH FORMAT SURVEY HARGA 

DESA 
KECAMATAN 
KABUPATEN 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

FORM SURVEY HARGA 

Nama/Jenis Barang Satuan Harga Keterangan 

TOTAL 
Harga sudah termasuk pajak yang berlaku 

............................... , ..... ............... , ............... .. 

Yang Melaksanakan Survey 
Kaur /Kasi ............................. Selaku 
Pelaksana Kegiatan Anggaran, 

•••••••••••• .,, •• , ••••• : ·111:·•······· ...... ' 



3. CONTOH FORMAT HPS 

Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 
Provinsi 

1. BAHAN 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

dst. 

2. ALAT 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

dst. 

3. UPAH 
1 
2 
3 
4 

dst. 

--

Uraian 

a 

- -

4. BIAVA OPERASIONAL 

1 
2 
3 
4 

dst. 

Form_PBJD.C I 

Harga Jumlah Jumlah Volume Satuan Satuan (Rp) Total (Rp) 

b C d e=bxd f 

Sub Total 1) - -

Sub Total 2) - -

Sub Total 3) - -
Jumlah Biaya Kontruksi (1+2+3) -
--- - - -

Biaya Operasional - . 
Total Biaya 

······························•1 ·············· .. ············"····· .. 

Kaur /Kasi ................ ............. Selaku 
Pelaksana Kegiatan Anggaran, 

···················· ... · .. · .. ·.-· .. · ..... , ... 



Form_PBJD.D 

4. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PENAWARAN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 

DESA ···-··""" KECAMATAN .................... KA BUPATEN ..... ·-······ .. ···· 
Jalan ...... .................. Nomor ..................... Telepon ......................... .. 

Penting 

Permintaan Penawaran 
Pengadaan Barang/ )asa 

...................... # .......................................... . 

Kepada 
Yth. Di rektur/Pimpinan/Pemilik 

,,.,,.,.,u••·•••••••·•••-"•••u•••••••••·••••uo.,,,, ... 

Di 
•····•······ ....................................... , ...... . 

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan ... .... .... , yang didalamnya 
terdapat pekerjaan ..................................... . 

Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah : 
a . Ruang lingkup pekerjaan ................................. .............. ...... . 
b. Oaftar barang/ jasa: 

No lenis Barang/Jasa Volume Satuan 

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan 
pekerjaan tersebut, diminta segera mengajukan Sura t Penawaran. 

Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa 
..................... ..... Kecamatan ............................ Kabupaten ... ............................. dengan 
l,otr.i,nt-11~ n c::oh,o:> i h~rilru t • 

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli berrnatcrai Rp. l 0.000 dan 
harus sudah kami terima tanggal ................ . 

- ~ -
"'• JUI a i.. '- \.-I U;• • • ~• Q u uuet111pu l , 

a. kerangka acuan kerja (KAK): 
b. rincian barang/jasa; 
c. VOIUme; 
d. spesifikasi teknis; 
e. gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 
t. waktu pelaksanaan pekerJaan J; dan 
g. formulir surat pernyataan kebenaran usaha. 

Demiklan Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa in i kc1mf 
sampaikan, atas perha tiannya disampaikan te rima kasih. 

Mengetahui 
Kaur/Kasi ............................. Selaku 

Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa ........................... . 

Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua, 

I'''""' '' '!!Ult ltllllllllUll:Clllittll U • 
•• "'l lllttllctt IIHITI lllet:1 n,11•1 •••• .... t 



Form_PBJD.E 

5. CONTOH SURAT PENAWARAN HARGA 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP PENYEDIA BARANG/IASA 

.................. , ................... , .................. . 

Kepada 
Penting Yth. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan 
1 (satu) berkas 
Penawaran harga 

Desa ····-·····--···-·····---·--······· 
di 

Menanggapi surat Saudara tanggal ..... ···········-·············· Nomor : 
............................. perihal Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa, maka 
bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan pekerjaan 
tersebut 

Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar Rp ............ ·-····· 
( Rupiah) dengan rlncian sebagaimana terlampir. 

Sesuai dengan persyaratan yang di min ta, bersama ini kami lampirkan : 
1. kerangka acuan kerja (KAK); 
2. rincian barang/jasa; 
3. volume; 
4. spesifikasi teknis; 
S. gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 
6. waktu pelaksanaan pekerjaan); dan 
7. formulir surat pernyataan kebenaran usaha. 

Demildan Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan untuk menjadikan 
periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

Direktur/Pimpinan/Pemilik 
.......................................... 

,, ............ ,, ............ . 



I Form_PBJD.F I 
6. CONTOH BENTUK KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

A. Latang Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Sasaran Kegiatan 

D. Lingkup Kegiatan 

E. Lokasi Ke.giatan 

F. Sumber Pendanaan 

G. Pelaksana Kegiatan 

H. Jangka Waktu Pelaksanaan 

[Kop Surat] 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

KEPALA DESA. .............. .. 



Form_PBJD.G 

7. Contoh Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa 

No 

KOP PENYEDIA BARANG/JASA 

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA 
SUDAH TERMASUH PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA CUKAI 

Harga 
Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Satuan 

(Rp) 

)UMLAH 

Harga 
(Rp) 

( ............................................. ..... ................................................................................................................ Rupiah) 

............... , ........................ .. 
Direktur /Pimpinan/Pemilik 

.... .................. , ............. . 

..... ,,, ...... ,, .. , ......... . 



Form..PBJD.H 

8. Contoh Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

TIM PELAKSANA KEGJATAN 
DESA ............. KECAMATAN ............. KABUPATEN ............... . 

Jalan ........ .. ................. ...... Nomor ......... Telepon .................................... . 

.................... , ..................................... .. 

Kepada 
Penting Yth. Direktur / Pimpinan/Pemilik 

Klarifikasi dan Negosiasi Di 

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal ..................... nomor : 
......................... perihal Pcnawaran Harga, bersama ini karni sampaikan hal-hal 
sebagai berikut : 

I. Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran barga Saudara. pada 
prinsipnya kami tidak keberatan, telapi berdasarkan barga penawaran yang 
Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap 
peoawaran Saudara tersebut. 

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kchadiran Saudara besok pada: 
Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 
Acara 

................................. 

Klarifikasi dan Negoisasi harga 

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan 
terima kasih. 

Me ngetahui 
Kaur/ Kasi ..................... - .... Selaku 

Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa .......................... .. 

Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua, 

... ........ ., ... , IUttlWtslltltc·•--H·•::u: 
tttlt C ,.,,n,11:tt··•-•Httt:1:uu••·••u 



Form_PBJD.l I 
n 

, . " - ..: • ,. - ••• '" - -~·~•-- - · , .. .. , -- t - • 
V 

BERlT A A CARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HAR GA 
l'tUlUVI' : , .•... ,. , ... , , . . ..... , ..... .. 

Pekeriaan : ................ .. .. • ...................... ...... ................ .. 

· · · • t B I Tahun Dua Ribu 
P d

a han 1m .............. langga ...... u an ....................... . . a ,111n APn('l'on monn?,mh,1 fp.mn,;i,t ,h 
.... oM-.. P1,l,,,I 

.. . ............. ................... , kami yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan 

negosiasi harga atas pckerjaan ........................... .. .. . 

Rapat d1p1mpm 01eh l!..etua 1 1m i'elaksana i<..eg1atan Uesa ..... .................. l\.ecama~ 
.................. .............. Kabupaten ................ dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dan 

···· ··········· ·······•"'''' 
Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/Jasa yang dihadiri oleh 

menyatakan haJ-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari mcnyatakan telah menerima semua surat yang 
berkaitan dengan proses pekerjaan . .. . .. .. ............ . 

2. Bahwa pibak Penyedia Barang/Jasa dari ... .. ....................... menyarnbut ba1k dan 
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga 
kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan. 
Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disampaikan 

hal-hal sebagai berikut : 
a. Besamya jumlah penawaran barga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa dari 

.... ................... adalah sebesar Rp............................. (................... .................. Rupiah) 
iennasuk beban pajak dan bea materai. 

b. Adapun mengenai rincian jumlah penawarao dapat dilihat dalarn lampiran surat penawaran 
harga. 

c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi 
maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran 
yang diajukan Penyedia Barang/Jasa dari .......................................... sebesar Rp .......... ....... .. 
( ......... Rupiah) menjadi sebesar Rp . ................ ( ..... ........ .... Rupiah) tennasuk beban pajak 
dan bea materai yang harus dibayar Penyedia Barang/Jasa dari ............................ dan 
selanjutnya Penycdia Barang/Jasa dari .... ..... ................... akan membuat dan menyampaikan 
Surat Penawaran yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut : 

No. Jenis Barang/Jasa Volume Satuan 
Harga Satuan Harga 

(Rp) (Rp) 

Jumlah 

( .......... ............ ................ .. ......... ....... ....................... ............................................................ Rupiah) 

d. Kesepakatan Jain yang dihasilkan pada saat klariftkasi dan negosiasi harga adalah bahwa 
masing-masing pihak bcrsepakat untuk menuaogkan proses kerjasama ini dalan1 bentuk Surat 
Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga 
disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 



Demikian Serita Acilfa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bennaterai 
cukup dan mempunyai kekuatan hukwn yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

.. ............................. , ...... . 
Direktur /Pimpinan/Pemilik Tim Pelaksana Kegiatan 

Desa .......................... .. 
Ketua, 

?' " HJIIII! ! 'HUltll"'t IIIIUIT'' '!SOIi U .... ,.cc, e······•ccccu····ttutt•··uttett· .. 

Mengetahui 
Kaur/ Kasi.. .............................. Sclaku 

Pelaksana Kegiatan Anggaran 

...... . ,., ... .. .... ,,.,,.,., .. 
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10. Contoh Surat Persetujuan Penawaran 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
DESA ............. KECAMATAN ........... .. KABUPATEN .............. .. 

Jalan ........ ......................... Nomor ......... Telepon ................................... .. . 

.................. , oHoOoO.OOOUOOooo,oOHOO.OO.OOOO hO .. •OO 

Kepada 

Penting Yth. Direktur / Pimpinan/ Pemilik 

1 (satu) bendel 
Persetu juan Penawaran 

....................................................... 
Di 
::s:uu,:: ., ............ . ,, ,,, ..... . 

Berdasarkan Serita Acara Klarifikasi dan negos1as1 Harga 
Nomor: ............................. tanggal ....... .................... ...... , maka pada prinsipoya kami 
tidak keberatan dan dapat mencrima deogan penawaran harga yang tclah disepakati 
sebesar Rp . .................. (Rupiah). 

Sehubungan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara besok pada : 
Hari .... ...... ............ .......... . 
Tanggal ................................ . 
Jam 
Tempat 
Acara Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama 

Adapun konsep Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana terlampir. Demikian 
untuk menjadikan maklum dan atas kchadirannya disampaikan terima kasih. 

Mengetahui Tim Pelaksana Kegiatan 
Kaur/Kasi ............................. Selaku Desa ........................... . 
Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua, 

..................... ,...,..,., ............ ,, ... ltlttrllllllltntlltll'.lt!' '' ............ "Slit 



11. 

Form_PBJD.K 

contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran, Penilaian dan Penetapan Pemenang 

BERlT A ACARA 
PEMBUKAAN PENA W ARAN. PENILAIAN DAN PENET APAN PEMENANG 

Nomor: ......... ............................... .. 

TENTANG: 
PEKERJAAN: ....................................... .......... . 

· · · t J bulan tahun bertempat di .... ......... .. , Pada han 1m ............... ... angga .... ...... ...... ... .................. . , 

telah melaksanakan rapat. 

E valuasi Penawaran dan Penetapan Pemenang untuk Pekerjaan ....... ............... .................. .. ...... · 

Rapat dibuka pada pukul .................. , oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan .............. , 

yang dihadiri oleh : 
• Ketua, Sekcetaris dan para anggota; 
• Para peserta calon pemasok barang/jasa yang telah diundang dan mengambil dokumen 

Pengadaan, yaitu : 

a. Toko/Pemasok/Kontraktor: ................................... , Rp .......... ........... ........ ...... . 

b. Toko/Pemasok/Kontraktor: ........ ...... ............. ........ , Rp ........... ........... .... .. .. ..... . 

c. Toko/Pemasok/Kontraktor: .................. ................. , Rp .................... ...... .. ....... . 

Adapun rangkaian acara adalah sebagai berikut : 

No Agenda Kegiatan Hasil Kesepakatan 

I Penerimaan Penawaran Peserta Yang memasukkan Penawaran sebanyak 

······················· 
2 Pembukaan Penawaran Pembukaan Pcoawaran dilaksanakan mulai pukul ......... 

s/d .. .... ... Jumlah penawaran yang dibuka sebanyak .......... 

3 Pcnilaian/ Evaluasi Penawaraa Berdasarkan kriteria penilaian penawaran, maka dipcroleh 

(Ranking Penawar) rangking hasil penilaian Penawaran sebagaimana 

terlarnpir. 

4 Penetapan Pemenang Berdasarkan hasil evaluasi/pcnilaian pcnawaran yang 

masuk maka ~itetap_k~n . 
adalah -Pcmcnang Pengadaan ini Toko/ Pemasok/ 

Kontraktor : ............................... dengan harga penawarnn 
scbcsar Rp ....................... --- - - ---· 

Pada akhir acara sekali lagi Ketua Panitia menyampaikan nama dan jumlah penawaran dari 
p.:scrla yang dinyalakan sebagai Pemenang dihadapan seluruh Peserta yang hadir. 

Rapat ditutup oleh Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang 
(Bahan/ Alat'Pekeriaan) oada oukul .. ............................ .. .. 

Dcmikian Berita Acara pembukaan, pcnilaian. dan pcnctapan pemcnang ini dibuat dalam 

Pemasok untuk dipcrgunakan sebagaimana mestinya. 



TIM PELAKSANA KEGlATAN ...... . 

DESA .................................. ... . 

KEDUDUKAN TANDATANGAN 
NO NAMA 

OALAM PANITIA 

I ....................................... KETUA 1 ... .... .. ................ .......... 

2 ........................................ SEKRETARIS 2 ................•...................... 

3 ······················••·••·· ·····••·••·· ANGGOTA 3 ... ............ ................. .... 

W AK1L DARI CALON PEMASOK/KONTRAKTOR 

I .Toko/Pemasok/Kontraktor : 

2.Toko/Pemasok/Kontraktor : 

Nama . .............................. Nama 

Jabatan . ······························ Jabatan . ........................... ... 

Tanda Tangan 
' •·········· ····· ······· ······· Tanda Tangan . ···· ················ ...... , ... 
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12. Contoh Pengumuman Hasil Pengadaan 

PENGUMUMAN 

Dalam rangkn pengadaon barang/jnsa d.i Desa ........... ................. .... .. . , Kami telah 

melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan pembangunan sebagai 

berikul: 

a. Paket Pekerjaan 

b. Lokasi : Du sun .... .. ... .. .... .. .... .. ..... ..... . Desa ................................. .. 

C. Ruang Liogkup Pekerjaan 

d. Nilai Total HPS : Rp ...................... ........ ,- ( ....... ....... ...... .... ............... .... ...... ) 

e. Waktu Pelaksanaan : ......................... ( .......... ) hari kalender 

f. Penyedia Sarong : CV ............................... J Toko .................. ...... ........ ...... .. 

g. Alamat . ·············••·••··· ............................... ··········•······· ..................... . 

Mengetahui 
Kepala Desa ............................. . 

Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa .......................... .. 

Ketua 

..... , ....... ,, ...... , ........ ,, .. ,,,, ..... .. 
tt:t .. t·:11•••···•uzeu .. ••·••·reee :::-:rtttt 
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13. Contoh Undangan Penjelasan Umum 

TIM PELAKSANA KEGlA TAN 
DESA ............. KECAMATAN ............. KABUPATEN ............... . 

Aalamat: Desa ................................ Kecamatan ......................... Kabupaten OKU Timur 

Nomor 
Lamplran 
Perihal 

................ H•••f o,o.ooo•o .. tO•♦OoooO•••••oOoOOOoO •o ooO ♦O .. o, 

: 005/ /20 .. Kepada 
Yth. Tako/ CV ............................................ . 

: Undan23n Penjelasan Umum 
Di 

Tempat 

Dalam rangka pcngadaan barangi'.jasa di Desa ............ TA 20 .. , kami akan 

melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: 

a. Paket Pekerjaan 

b. Nilai Total RAB : Rp ........................ ,00 (. ................................... .. ..... .... ) 

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kchadiran Saudara besok pada : 

Hari 

Tanggal 

Jam 

Tempat 

Acara 

..................... 20 .... 

....... ........ WIB 

Balai Desa ............................ Kee .............................. . 

Pcnjclasan umum tentang pengadaan barangi'.jasa 

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima 
kasih. 

Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa ........................... . 

Kerua 

........... ,, ......... .,., ................. .. 
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14. Contoh Berita Acara Penjelasan Umum 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
KECAMATAN ..................... . 

DESA ..... ...... ........ ... . 
Aalamat: Desa ............... Kee ............ ............ . 

BERITA ACARA PENJELASAN UMUM 

Pada hari ini ... . .... ........ .... tanggal ....... .. .. ........ . bulan ... . .. ... ....... .... tahun ................. ....... , 

bertempat di Balai Desa ................. ...... ...... .... Kecamatan ..... .............. ........... ..... . , telah dilaksanakan 

Penjelasan umum kepada Calon Penyedia berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pekerjaan 

... .. .... .. . ... ........ .. yang didaoai dari ... .... .... .... .. . .. .. ....... ..... . Tahun 20... yang dihadiri oleh TPK, 

Perangkat Desa, Calon Penyedia serta unsur terkait lainnya seperti yang tercantum dal.am daftar 

hadir. 

Setelah dilakukan penjelasan berkaitan pengadaan barang,'.jasa selanjutnyapeserta 

menyepakati hal-hal sebagai berikut: 

I . TPK telah meuyampaikan dan menjelaskan lnstruksi kepada penyedia, jadwal pengadaan Barang 

dan Jasa (terlampir); 

2. Caton penyedia telah memahami dan siap mematuhi aturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh 

TPK. 

Demikia berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

CALON PENYEDIA Tim Pelaksana Kegiatan 
Desa ........................... . 

Ketua 

............................................... 

MENGETAHUI, 
KEPALA DESA ................ . 
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15. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan 

SURAT PERNY AT AAN KESANGCUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

Toko/Pemasok/Kontraktor 

Tabun didirikan atau Nomor ijin Usaha (bila ada) 

Alamat Toko/Pemasok/ Kontraktor 

............... ' ..... ' ........... ················· ······· ... . 

.. , ......................................................... . 

Dengan ini menyatakan bahwa, apabila toko/pemasok/kontraktor kami keluar sebagai 

pemenang/pelaksana pekerjaan: ....... ..... .. . pada TPK: .....................• , maka kmni bersedia dan 

sanggup mclaksanakan/menyelesaikan seluruh pckerjaan dimaksud dsesuai dengan kerentuan-

kctenluan yang ada, sclama ................ ( ........ . ) hari kalendcr, terllitung sejak hari dan tanggal 

ditandatangani surat perjanjian kcrja. 

Oemikian pemyataan ini kami buat dengan scbenamya untuk dapat digunakan 

scbagaimana mestinya. 

···················· ..................... , .................................. . 
Toko/ Pemasok/ Kontraktor 

MATERAI Rp 10.000,-

Nama Jelas, 
Tanda Tangan Jabatan 
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16. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama 

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA 
Nomor: .... ....... ............... ........ ...... .. .. .. . 

Pada hari ini .. ..... .. ... ....... . Tanggal ..... ............... Bulan .. ...... ..... ... Tahun Dua Ribu Dua Puluh 

bertempat di ..... ............. .... ............ , kami yang bertandatangan dibawah ini : 
I. Natna : ......... ... .......... ........ .......... ..... ... .... ..... .. ...... ............ .. .. .. . 

Jabatan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa ................ .. .. . 
Kecamatan ................. Kabupaten .......... ..... ..... .... . 

Alamat Jalan ······ ······· ······ ······ ······ ········ ······ Nomor ·· ······ ··· ··· 
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

ll . Narna 
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik ............ ... . 

Alamat . . ..... .. ..... ............. ..... ........... . . 

Selanjutnya disebut PJHAK KEDUA 

Pll·lAK PERT AMA dan PIHAK KEUDA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK. 

Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Pasal 1 
RUANO LINGKUP PEKERJAAN 

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah .... ...... .. ............ ...... .... .. ........... .......... ...... . 

Pasal 2 
NlLAI PEKERJAAN 

Nilai Pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah 
sebesar Rp ................ ........... ( ... ............. ...... ...... . Rupiah) termasuk pajak dan bea materai. 

Pasal 3 
HAK DAN KEWAJIBAN 

(I) PIHAK PERTAMA berbak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya 
(2) PIHAK PERT AMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 
(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk pe11yelesaian pekerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya. 

Pasal 4 
JANG KA W AKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah ...... ...... ( .. .... ) hari kerja mulai tanggal 
... . ..... ... ........ ... san1pai dengan tanggal .......... ...... sehingga peke1jaan harus selesai dan 
diserahkan pada tanggal ................ . 



Pasal 5 
FORCE MAJEURE 

(I) Yang dimaksud deogan force majure adalah suatu keadaan terjadi di luar kemampuan 

PARA PlHAK yang tidak dapat diperhirungkao sebelumnya 
(2) Apabila terjadi keadaan force m°'ieure sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) maka PARA 

PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan. 

Pasal 6 
SANKS! 

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi ba.tas waktu yang disepakati maka PCHAK KEDUA 

dikenakan sanksi berupa: 
l. sanksi administratif, bcrupa peringatan/tcguran tcrtulis; 
2. membayar denda sebesar ......... % dari nilai pckerjaan dengan nominal sebesar Rp . 

..... ..... .... ( ..................... Rupiah) 
3. gugatan secara perdata, dan/atau 
4. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. 

Pasal 7 
KETENTUAN PENUTUP 

Perjaojian ini dibuat rangka 5 (lima) dua diantaranya berrnatcrai cukup dan mempunyai 
kekuatan hukum yang sama untuk dipcrlanggungjawabkan sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

PIHAK KEDUA 
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK 

.. •• u ••.•••••••••• .,. ........ , ..... ........................... . 

PIHAK PERTAMA 
KAUR/KASI , ....................... SELAKU 

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN 

1:1u11u ... , .. ,.,.,, .•• .,,,,11111ue:·" .. ...u .. uuu11t1••·••u••·•·········•·11••·--

MENGETAHUI, 

KEPALA DESA ·······-·····-·····- SELAKU 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

, . ., ..... ,.,,,,,,.,.,.,, ........ ,, 



23. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Usaha 

SURAT PERNY A TAAN KEBENARAN USAHA 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 

Tempat/fanggal lahir 

Alamat Toko/Pemasok/ Kontraktor 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar mempunyai 

usaha di bidang penyediean .......................... yaitu Toko/UD ........... ...... yang masih berjalan 

d11n beralamat di ...... ........... .............. ... .............. . 

Demikian surat pemyataan ini kami buat. apabila dikemudian hari temyata palsu saya 

bersedia di1untut sesuai peraturan pcrundang-undangan yang berlaku . 

..................... , tgl-bln-thn 
Yang Menyatakan, 

Materal Rp 10.000,-

········ .. ········ .. ···········•·••···"··· ............ . 



LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI OKU TIMUR 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16 Janua.ri 2023 
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17. Contoh Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

KOP PENYEDIA BARANG/JASA 

Penting 
1 (satu) berkas 
Penyerahan basil pekerjaan 

.................. , ..................................... .. 

Kepada 
Yth. Ketua Tim Pelaksanaka Kegiatan 

Desa ........................................ . 
di 

u11::::u:n ttt1"u""z111r:rttntt··· 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasarna Nomor: ....................... ....... . 

tanggal ............ ...... .............. , maka perlu kami sampaikan bahwa pekerjaan 

... ..................... .. ................. telah selesai dan dcngan ini kami k.iri:mkan has.ii 

pelaksanaan pekerjaao untuk diteliti sudah sesuai dengan spesilikasi teknis atau 

belum. 

Dcmikiao untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan 

terima kasih. 

Oirektur/PimpinanjPemilik 
......................................... , ...... 

t "••••• .. •• ' ' 'llltlll ltS:111:tlllllllltl 



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI OKU TIMUR 
Nomor : 2 Tahun 2023 

. T~~I : l 6 Januari ~02~ _ • 
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18. Contoh Berlta Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 

8 ER1T A A CARA PEMERIKSAAN 1-IASlL PEKERJAAN 
Nomor: ......................... .. ................... . 

Pekerjaan : ......... ...... ............................ ............ ............................ ..... . 

Pada hari ini .................... Tanggal .•........... ....... Bulan ............... . pada Pukul ....................... . 

WIB bertempat di ..... ...... ...... ................. kami yangg bertandatangan di bawah ini secam bersama-

sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang 1elah dikerjakan Penyedia Barang/Jasa dari 

.............................................................. 
Pemeriksaan basil pekerjaan dipimpin oleh KeLua Tim Pelaksana Kegiatan Desa 

......................... Kecamatan ..... ........... .... ........ Kabupaten ........... ... ....... ..... .. dengan pihak Penyedia 

Barang/Jasa dari .................. ................ . 

Pada saat pemeriksaan basil pekerjaan pihak Penyedia Baraog/jasa dihadiri oleb ............. ..... , 

dengan basil sebagai berilcut : 

I. Bahwa Tim pelaksana Kegiatan Dcsa ..... ..... . ..... ..... ............ Kecamatan .............................. . 

Kabupaten ................... ......... ........ menyatakan tel ah menerima basil pekerjaan yang tel ah 

diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari .............. ............ ............. dan telah sesuai dengan 

yang disepakati bersama. 

2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang 

telah diberikan. 

Demikian berita acara ini dibuat raugkap 5 (lima) dua diantaranya bermaLerai culcup dan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama unluk dipenanggungjawabkan sesuai peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

••••·••·•-•--... •••-••, •---••ho ... O,.,_,,_,_H 

DIREKTUR/PIMPINAN/PEMI LTK TIM PELAKSANA KEGIATAN 
DESA ............................. .. 

KETUA 

.... , .. ., ... , , .. •••1eett1:rl':00 H 01111 
tl'llflttll ... lUlll lllllt''"UUtttc:::• 0 •• 

MENGETAHUI, 
KAUR/KASI···-···---·---· SEl.AKU 

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN 

111, ,1 .... -... ......... ::-::, 



LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR 
Nomor : 2 Tahun 2023 

---··--Tangg?1 : 16 J~uBT! 202~ _. 
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19. Contoh Berita Acara Pembayaran 

BERITAACARA PEMBAYARAN 
Nomor: .............. ...... .......................... . 

Pada hari in.i ..... ..... .......... Tanggal .. .................. Bulan ... ............. Tahun Dua Ribu Dua Puluh 
bertempat di ...................... ............. telah dilaksanukan pembayaran atas pekerjaan antara : 

l. Nam.a : ......... ........... ............................................................ .... . 
Jahatan Peluksana Kegiatan Anggaran Desa .................... . 

Kecamatan ................. Kabupatcn ... ..................... . 
Alamat Jalan ............... ....... ............ ........... Nomor ............. . 

Selanjutnya disebut PIHAK PERT AMA 
ll. Nama 

Jahatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik ............... . 
Alamat . . ............................................. .. 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: ........... tanggal ..... ...... .. . 
at.as pekerjaan, telah membayar kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ................................. . .. 

( ......... ................ ....................... Rupiah). 

PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: ................ tanggal ........... ..... ... Atas 
pekerjaan ............. ........... ................ , tel ah meluksanakan pekerjaan .... ...................... ....... ....... . 
sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah mencrima pembayaran atas pekerjaan 

tersebut sebesar Rp ······ ·············-··············· ( ........... ............................... Rupiah). Pembayaran 
terse but disaksikan oleh ............................. , Kepala Desa ............... .... Kecamatan ........ ........... . 
Kabupaten ..................... .... Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermatcrai cukup dan 
mcmpunyai kekuatan b.ukum yang sama untuk dipenanggungjawabkan sesuai peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

PIHAKKEDUA 
DTREKTUR/PIMPINAN/PEMlLlK 

n11uu111••·· ...... ~ ......... H,.IIHU 

MENGETAHUI, 

. ........................... , ................................. . 
PIHAK PERTAMA 

KAUR/KASI····-··-·······-····· SEL.AKU 
PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN 

T O#uu1u1•1•• •u •••·••~•..-0••Hn·111uoe11ee 

KEPALA DESA ...... _ ............ _. SELAKU 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

urun:eue:::111111:111•"'"'" 



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATl OKU TIMUR 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tonggol : 16 Januarl 2023 

Form_PBJD.T 

20. Contoh Serita Acara Pener!maan Hasil Pekerjaan 

.SERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor : ........ ..... ............... ............ ... ... . 

Pada hari ini ............... ..... Tanggal .................... Bulan ........ ..... ... Tahun ... ........... bertempat di 

.............. ........... ......... , telah dilaksanakan penerimaan basil pekerjaao antara : 
I. Nama · .......................... ..... ...... ................ .............................. . 

Jabatan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa ... .......... ...... . . 
Kecamatan .......... ....... Kabupaten ............. ..... ...... . 

Alamat Jal an ........... ............. ...... ............... Norn or ............. . 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 
fl. Nama 

Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemil ik .... ......... .. . 
Alamat . ........... ...... ...... ......... ....... ....... .. 
Selanjutnya disebut PU·IAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima basi l pekerjaan ................... .... dalam 

keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: ·-····· ········ 
tanggal ... ..... ..... ...... . . 

PIHAK KEDUA telah menycrahkan basil pckerjaan ..... ............................ dalam keadaan baik 
kcpada PIHAK. PERTAMA sesuai dcngan Surat Perjanjian Kcrjasama Nomor: ................... tanggal 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangka p 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipcrtanggungjawabkan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku . 

. ............................ , ............................... . 
PIHAK PERTAMA PIHAKKEDUA 

DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK KETUA TIM PELAKSANA KEGIATAN 

DESA ···············-···--·-· .. 
KETUA 

enu e 111111•· • .. •···•· · ·• .. n •ttur:1u 
IFII III I I ICl! t tttt .. •• - •40•••11ttttUHllt ' • 

MENGETAHUI, 
KAUR/KASI ....................... . 

SELA KU PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN 

........... .,u,, ...... , ....... .. . 



LAMPIRAN XVTI PERATURAN l!UPATI Q]{U TIMUR 
Nomor : 2 Tahun 2 023 
Tanggal : 16 Januari 202 3 .. --· -- -. - - -- ' - . -

I Form_PBJD.U \ 

21. Contoh Laporan Pelaksanaan perkejaan 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

TIM PELAKSANA KEGIATAN 
DESA .... .... ..... KECAMATAN ........ .. ... K.ABUPATEN ...... ..... .... . 

Jalan ....... .......................... Nomor ......... Telepon ........ ................. ... ....... . . 

: Penting Yth. 

: 1 (Satu) Berkas 
: Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 

.................. , ............. .............................. . 

Kepada 
Kaur/Kasi ................. .. 
selaku pelaksana Kegiatan Anggaran 
Di 

................................ , ... 

Berdasarkan Keputusan kepala Desa .. ... ....... .... . .... .... Kecamatan .... .......... .. . 

Kabupaten/Kota ..... ........... Nomor: ..... ... ..... .... Tahun ......... tentang ........ .... . 

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa ............ .. Kecamatan 

Kabupaten .............. Tahun Anggaran .... ......... , bersama ini kami laporkan dengan 

hormat bahwa pekerjaan .... ....... .. telah selesai dilaksanakan pada tanggal .......... .... . . 

Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan 

sebagaimana terlampir. 

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. 

Tim Pe)aksana Kegiatan 
Desa ........................... . 

Ketua 

······ ... ················ .. -·.,·········•--··· 



LAMPIRAN XVII PERATURAN BUP/ITI OKU TIMUR 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tan~ _ : 16 J~ua_r_i ~02~ _ 

I Fonn~PBJD.V 

22. Conteh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 

SERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN HASIL PEKERJAAN 
Nomor : ........................ ... ..... ............ .. . 

Pada hari ini ·········-········· Tanggal .................... Bulan ..... ........... Tahun .............. bertempal di 
............. ..... ................ , telah dilaksanakan penerimaan basil pekerjaan antara : 

I. Nama · ................................................................................... . 
Jabatan Kaur/Kasi .... ................. selaku pelaksana Kegiatan Anggaran 

Desa . ..... ..... . .. Kecamatao ............... .. Kabupaten ............ ........... . . 
Alamat Jalao ...................... ....... ...... .......... Nomor ............. . 
Selanjutnya discbut PIHAK PERTAMA 

II. Nama 
Jabatan Kepala Desa ............ ....... . 

Kecamatan ................. Ka bu pat.en ........................ . 
Alamat Jalan .......... ..... ............. ................ . Nomor ............. . 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menyerahkan penyelesaian basil pekerjaan 
....................... dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA. 

PfHAK KEDUA telah meoerima penyelesaian basil pekerjaan ............................... .. dalam 
keadaan baik kepada PlHAK PERT AMA. 

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipert:anggungjawabkan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

PfHAKKEDUA PIHAK PERTAMA 
KEPALA DESA ........................... . KAUR/KASI .........•.......•...... 

SELAKU PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN 

Ot'tU l'lllllt"ltlltl'Utfllllt:11111 "t . .. ~,,,, ,. .......... . , ............... u, 



Lampiran XVII PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur 

Nomor 2 Tahun 2023 

Tanggal : 16 Januari 2023 

KOP 

SERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN 

NOMOR : ................................................ . 

Pad a hari ini ................ tanggal .. .... ............. bulan .... ..... ...... •·· •······" 

tahun ................... yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Alamat 

... .............................................. 
: Ketua Tim PelaksanaKegiatan (TPK). 

................................................. 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa .... .. ....... ....... ... Nomor .................................. , 

selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA. 

················································· Nama 

Jabatan : Kaur/Kasi ..................... selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

Ala mat .... . ...... ... .............. ....... ....... ....... . 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERT AMA Selaku PengelolaKegiatan 
Des a ............... Ta h unAnggara n ., . . yang d itetapka n dengan Su rat Keputusa n 
Desa ... ....... menyerahkankeglatankepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut : 

Nama Kegiatan ... ................ ............................. 
........... ' .... ............................ ... . 

pada 
Ke pa la 

Kegiatan Pembangunan 

Bertempat di RT /RW 

Jumlah Anggaran 

Panjang/Volume 100% 

Realisasi Anggaran 

• o • • o • • o • + • • • • • o • • • • ♦ o • I ♦ • • o I • o • • 0 • • • • • • • • • • • • o • 

..... ......... ' ................................ . 
.... ..... .......... ..... ..... ................. .. 

.......................................... ...... 
Realisasi Panjang/Volume ................................................ 

Sisa Anggaran . ······· ········································· 
Sisa Pan jang/Volume . ' ....................... ......... ......... ..... . 
Dem ikia n BeritaAca raSera h Teri ma Kegi ata n in id i buatd enganseben a r nyada n di 

buatrangkap 4 (empat) untukdigunakansebagaimanamestinya. 

PIHAK PERTAMA 

MENGETAHUI, 

BAOAN PERMUSYAWARATAN DESA ........ . 
KETUA, 

PIHAK KEDUA 

KE PALA DESA ....... 

Selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keua ngan Desa 



Lampiran XVII PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur 

Nomor 2 Tahun 2023 

Tanggal : 16 Januarl 2023 

SERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN ..................... DUSUN .................. RT ....... RW . ... . 

DESA ................ .. 
TAHUN ANGGARAN ...................... . 

Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan .......... tahun ............... bertempat di Kantor Desa 

...................... , Kecamatan ......... .. ............ , Kabupaten ........................... , 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama . .......................................... . 

Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

Alamat ....................... ·-········· ..... . 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa ....................... Nomor ............................................. , 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 
2. Nama ........................................ . 

Jabatan : Kaur/Kasi ............... selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran. 
Alamat ..................................................... . 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Menyatakan bahwa : 
1) Pihak Pertama untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa : 

Nama Kegiatan .............................. ....... .......... . 
Kegiatan Pembangunan ........ ..... ........ .. ....................... .. 

Bertempat di RT /RW ................................... .... .. .. ... .. 
Jumlah Angga ran ........... ....... ....... . .. ........... .... .... . 

Panjang/Volume 100% . .. . .. ............. ....... ............. ... .... .. 
Realisasi Anggaran . . ...... ... .. ........ .......................... .. 

Realisasi Panjang/Volume . . ... ........ ................ ................. .. 
Sisa Anggaran . .. ........ .... ......... ........... ...... ....... . 
Sisa Panjang/Volume . . ..... . ....... ........ ................. ........ . 

kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima penyerahan tersebut; 
2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal .......................... 20 .. .. ; 
3) Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajlban Pihak Pertama 

kepada Pihak Kedua tentang Pengelolaan Kegiatan dinyatakan telah berakhir. 

Demlkian berita acara ini kami dibuat rangkap 4 (empat) agar pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengetahuinya . 

............................. , ...................... 20 ..... .. 
Yang menyerahkan, Yang menerima, 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

.................................. 

MENGETAHUI, 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........ . 
KETUA, 

. .......................... . 

KEPALA DESA ....... 

Selaku Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa 



Lampiran XVII 

Nomor 

Tanggal 

PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur 

2 Tahun 2023 

16 Januari 2023 

KOP 

SERITA ACARA SERAH TERIMA KEGIATAN 

NOMOR : ..••....................•...•.................... 

Padahariini ............. ... tanggal ....... . ... .... ... . bulan ... . ... ...... . ........ .. .. . 

tahun ....... .. .......... yang bertandatangan di bawahini : 

Nama ············ ···· ··· ······ ··············· ······ ··· 
Jabatan : Kaur/Kasi ... .... ...... . .... ... selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran. 

Alam at ............ .................................... . . 

selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA. 

Nama . . ................................. .............. . 
Jabatan : Kepala Desa ... . . .. ...... . .... . selaku Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

Alam at ................................................. . 

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA 
Des a ............... Tahu nAnggaran 

SelakuPelaksana Kegiatan Anggaran 
., .. menyera h kankegiatan kepada Pl HAK 

sebagaiberikut : 
• • • o • o • • • • • • • o I • o • o o • o • • • • • • • • o • • o o o o • • ♦ • • • • o o o o 

.............. .......... .... ................... . 

pada 
KEDUA, 

NamaKegiatan 

KegiatanPembangun an 

Bertempat di RT /RW ..... ' ................................ ' ........ . 
J um lahAnggaran 

Panjang/Volume 100% 

............. ............ .. ..................... 
·· ·············································· 

RealisasiAnggaran . .. ............... .... ..... ................ .... . . 

RealisasiPanjang/Volume ........... ... .. ...... .... . .................... . 

SisaAnggaran . . .... ... ..... .. -..... ' .................. ....... . 
Sisa Panjang/Volume . . .......................... .. .................. . 
Demiki a nBeritaAca ra Se rah Ter i ma Kegiata ni n id ibuatd engansebena rnyad a ndi 

buatrangkap 4 (empat) untu.kdigunakansebagaimanamestinya. 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

................................. 

MENGETAHUI, 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA ....... .. 
KETUA, 



Lampiran XVII 

Nomor 

Tanggal 

PeraturanBupatiOganKomering Ulu nmur 

2 Tahun 2023 

16 Januarl 2023 

SERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN ..................... OUSUN .................. RT ....... RW . ... . 

OESA ............. .... . 
TAHUN ANGGARAN ................ ...... . 

Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan .......... tahun ............... bertempat di Kantor Desa 
...................... , Kecamatan ....................... , Kabupaten ........................... , 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama ................. ............................. . 

Jabatan : Kaur/Kasi ..... ........ .. selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran. 
Alamat ....................................... . 
selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA. 

2. Nama .................................. .. .... . 
Jabatan : Kepala Desa ............... .... selaku Pemegang Kekua saan 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Alamat ..................................................... . 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Menyatakan bahwa : 
1) Pihak Pertama untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa : 

NamaKegiatan ..... ......... ........... ...................... . 
KegiatanPembangunan ................ . ... ........ .... .... . ... ....... . 

Bertempat d i RT/RW .. ... ................. ...... ......... . .. ....... . 
JumlahAnggaran ... ........ .. ....................... .. ...... ... . 

Panjang/Volume 100% ....... .. ........ .. ........ .. ........ .. . ....... . 
ReallsasiAnggaran . . .... .......... ...... .... ... ... .. .............. . 

RealisasiPanjang/Volume .. ......... .. .............. ... . .. . .. ........ .. . . 
SisaAnggaran . . ... ............ ............................... . 
Sisa Panjang/Volume . . ... .... ....... ... ........ ......... ............ . 

kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerlma penyerahan tersebut; 
2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal .......................... 20 .... ; 
3) Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan lnl, maka segala kewajiban Plhak Pertama 

kepada Pihak Kedua tentang Pelaksana Kegiatan dinyatakan selesai. 

Demiklan berita acara lni kami dibuat rangkap 4 (empat) agar pihak-pihak yang 
berkepentingan dapat mengetahuinya . 

............................. , ...................... 20 ...... . 
Yang menyerahkan, Yang menerima, 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 

.................................. 

MENGETAHUI, 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........ . 
KETUA, 



Nomor 
Lampiran : 
Perihal 

Lampiran XVIII : PeraturanBupatiOganKomerlng Ulu Timur 

Nomor : 2 Tahun 2023 

Tanggal : 16 Januari 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA I··············· ············· 
KECAMATAN ..................................... . 

Jin ....................................................................................... . 

................... 
1 (satu) lembar 
Pesanan permintaan Barang/jasa 

. . . . . . . . . . . . . . , .............. . 
Kepada 

Yth. Direktur/Pimpinan Toko ..... 
di -

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengadaan Barang/jasa 

Nomor : ....•.. .......... tanggal ..... .... ........... , untukmemenuhikebutuhan: 

Kegiatan 

Pekerjaan : ............................ . 

Lokasi . .... .....•........•.....•.... 

Selanjutnya diminta kepada saudara untuk menglrimkan barang/jasa 

sesual daftar terlampir ke alamat kami. 

Pembayaranakandilakukankemudianbilabarang/jasa yang kamimintaditerima. 

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Ketua TPK, 

· ········ ·············· 



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

DESA ............................ . 
KECAMATAN .................................... .. 

Jin. ·•• ••·••···••• ••U000U00f0000U00000000f·•••·• ···•·••••···· .. •••••••••··• •·••H00000000·000 00 

Lampi ranPesanan Permintaan Barang/Jasa 

Ho 
Nama Barang/Jasa Ruang 

Volume Spesffikasf Keterangan 
lingkup Pekerjaan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Ketua TPK, 

······ ·············· ··· 



Lamplran XIX 
PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur 

Nomor 

Tanggal 

NOT A BUKTI PEMBELIAN 

2 Tahun 2023 

: 16Januari2023 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .... ..... ..... .... . .. 20 ... .... . 

Nota No ..... . 

Banyaknya Nama Barang 

- ---
- -
- -------

-

-

Terbilang : ..•..•..•..•........ ...•.... 

Yang Menerima, 
Ketua Tim PelaksanaKegiatan (TPK)/ 

PelaksanaKegiatan, 

.......................... , ..•......... 
Mengetahui, 

Kasi/Kaur ............ . 

Tuan .......... .. .... .. . 

········· ······ ······ ········· ·· 
di ... .. .. .. .... ··· ··· ·· · ·· · · ·· 

Harga Satuan Jumlah 

-
-
-
-
-
-
-

- -
. 
-

·-

JumtahRp. 

HormatKami, 
PimpinanToko . ... ... .. ..••..•. , 

............... .. .• ,,.,, ... , ... 

. 
-
-
-
-
. --
-
-
-
. 
. 
-

Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, 

............................ 

Keterangan : 
Diisisesuaidengan nota/FakturdariPenyedianBarang/Jasa 



Lampiran XX PeraturanBupatiOganKomering Ulu Timur 

Nomor 2 Tahun 2023 

BUKU MATERIAL Tanggal : 16 Januarl 2023 

DESA ...•. ............. 
K"ECAMATAN ..••.•••.•.•...•..•.• ,. 

KABUPATEN .. ........ .......•...... ...... 
PEKERlAAN ........................ .............. . 

No Note· . . .. ........ .. 
Plat 

Jumlah 
No. Harl Tanggal Jam Nama Sopir l enis Barang Barang Yang Ket , 

Kendaraan diterima 

1 
2 
3 

dst 

............. , ... ........................ . 
Plhak Kedua/ 

Pim pi nan Toko .................. . 
Pihak Pertama/ 

Ketua Tim PelaksanaKegiatan (TPK) 

. .......................... ... .. . ' .. 
Mengetahui, 

Kasi/Kaur ............ . 
Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, 

,., .. ,,,,,,,,,,,,. ......... . 

Keterangan : 
Untuk8e/anjabahan8aku8angunan dan Galian 



KEGIATAN 
PEKERJAAN 

Lampiran XXI 

Nomor 

Tanggal 

Peraturan Bupatl Ogan Komerlng Ulu Tlmur 

2 Tahun 2023 

16 Januarl 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN OG.AN KOMERING ULU TIMUR 
TIM PELAKSANA KEGIATAN 

DESA ................ . 
KECAMATAN ....•...... ..... ....•.. 

Alamat: ...................................................... . 

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG 

: .................................. . 

DE~iA. ·.: ·:. :·:::::::::.·.·KECAMATAN ............... . 
KABUPATEN ...... ............... . 

h · · J tanggal .. ... ... . Bulan ... ....... Tahun ............ , Kami yang Pada an in ........... . 
bertanda tangan dibawah inl : 

1. Nama 
Jabatan 

A/amat 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat 

.. ...••....••...••..•.• 
: Ketua Pelaksana Keglatan (TPK) 

Desa .......... ........ Kee .•.....••••.. Kabupaten ................. .. 
. . .... .. ............. ........ . 

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 

. ....•••.....••.• 
: Direktur/Plmplnan Toko .............. . 
. . ....................... ... ... .. . 

Yang selanjutnya dlsebut sebagai PIHAK KEDUA 

Sesual dengan Pesanan, maka PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU 
BelanJa ... ............ ...... ..... sesuai daftar terlampir. 

Demlkian Serita Acara Serah Terlma Barang inf dlbuat dengan sebenarnya, agar dapat 
dipegunakan sebagalmana mestinya. 

Yang menyerahkan : 
PIHAK KEDUA 

Toko ..... ....... ... , 

Yang Menerima : 
PIHAK KESATU, 

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), 

1 
• 11 •u• te I I UII ft Hftlttl It 

Pimpinan • . ,., , .,. • ,.. • • e" e e e:,, .,, •, 

Mengetahui, 
Kasi/ Kaur ........... .. 

Selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran, 

I 11111 I tU I et I 11 PU I ltU 111 I 



No 

PEMERlNTAH KABUPATEN OGAN KOMERlNG ULU TIMUR 
TIM PENGELOLA KEGIATAN 

DESA ••••••••••••••••• 
KECAMA TAN •••.••• •• _ •••••••••.••••.•• 

Alamat: ...................................................... . 

DAFTAR BELANJA ..... .. . ..... ... . 
DESA . .... ... ..... . . KECAMATAN •.•••••••••••••• 

KA.BUPATEN •••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 

NamaBarang Volume Keterangan 

Yang menyerahkan : 
PIHAK KEDUA Yang Menerima : 

Toko •. ......... .... , PIHAK KESATU 
Ketua Tim Pelaksana Kegl~tan (TPK), 

............................. 
Mengetahui, 

Se Kasi/Kaur ........... .. 
laku Pelaksana Kegiatan Anggaran, 

···••··· .. ,·················· 

) 



Lampiran XXII Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 2 Tahun 2023 

Tanggal 16Januari2023 

PEMERINTAH DESA .. . . . ... .. .. .... .. .. 

Sudah Terima dari 

Uang Sejumlah 

Terbi1ang 

Untuk Pembayaran 

Nama Kegiatan 

Kade Rek. Belanja 

TANDA TERIMA 
KUITANSI PENGELUARAN 

: Kaur Keuangan 

: Rp 

. ... ... ....... .. ................... 

. ····· · ······ · • · " •*" "♦• •· ·· · ·"· 

: (diisi kode) 

: (diisi kod&) 

Kegiatan ..... . ..... ... ..... . .. 

Belanja .... .. ... . ... .. .... .... . . 

Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lalnnya : 

Potongan Pajak 

Nilai Rp 

PPN Rp 

PPh Pasal .... Rp 

dlbayarkan Rp 

Total Pembayaran :I Rp -I 
Lembar Persetujuan Pembayaran : 

Setuju dibayarkan : 

Yang Membayarkan, .. , ................. , ····•·•·····•···•············ 
.. ............................ ,, ... , ., .... , .. , .... , . , ., ........... , 

................................................ . ................................... . 

Mengetahui, 
Kuasa Pengguna Anggaran, 

·········· ..... ' ..................... . 



lampiran XXIII Peraturan 8upati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor 2 Tahun 2023 

Tanggal 16 Januarl 2023 

Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

Sekretam Desa ,r ' Pelaksana Kegiatan (Verifikaai) 

• SPP • Mcneliti 

• Pemyataan Kelengkapan -
Pertanggungjawaban . • Menguji 
Belanja Kebenaran/ tagihan 

• Bukti Transaksi • Menguji 

" / Ketersediaan Dana 

., 
Kepala Deaa 

• Menyetujui 

. ., 
' 

Rekanan/Pihak Pcnyedia Kaur Keua.ngan 
' • Membayar 

• Mencatat 
Kas Negara (Pajak) • Memungut Pajak 

\. 



Catatn : Gambar dibuat secara manual 

t.,mplr.in XXIV : ~iturftl fl;upatlOpn Kotl'lerlng Ulu TilflUr 
ffcmor : 2 Ti hun 202:3 
Tangg;il : 16 Ja.nuari 202:3 

LOGO 

GAMBARPERENCANAAH 

KABUPATEN 
.... ... ..... ...... ............... 

KECAMATAH 
.. .. ... ............. ............. 

CESA 
..... ... . '' ..... .... ·········· ··~ 

JENIS PRASARANA ... ' ... ' .. ···~· .... ..... ...... .. 

LOKASI 

··· ···· ··· ···· .. ···· ·· ··· ··· " · 

JUDUL OAMSAR 

·· ····· ·· ·············· ···· ··· ·· 

Dlgambar Oloh : 
Pelaksana Keglatan (Kader Teknls) / Pembuat 

Gambar 

Dlporlksa dan Olsotujul Olah : 
Dlnasnnstansl torkalt dan/atau Tenaga 

Profestonal 
(Jo<a tersedla) 

................... - --····· ·········· ·······" 

Lembar ..... Dari ...... Lembar 



lampiran XXV 

Nomor 

Tanggal 

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tlmur 

2 Tahun 2023 

16 Januari 2023 

BERITA ACARA 

PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KE GIATAN 
BERSUMBER DARI DANA ............. ................... . . 

DESA ...................... KECAM ATAN ................. . 

TAH UN ANGGARAN ...... . .............. .. . . ... .. 

Pada hari ini .. .............. tanggal ... ................ bulan .... ....... ..... ........ . .. 
tahu n .. ............. .... yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan : Kepala Des a .............. . 

Selaku Pemegang Kekuasa an Pengelolaan Keuangan Desa. 

Alam at 

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA 

Nam a 

Jabatan : Ketua BPO 

Alamat ......... ... ..... .................. .............. . 

Selanjutnya d isebut sebagai PIHAK KEDUA 

PIHAK PERTAMA 
menyampaikan laporan 
.... ........... . Tahap ....... . 
sebagai berikut : 

bersama dengan jajaran pemer-in tah desa, 
pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari 

kepada PIHAK KEDUA dan Masyarakat, dengan 

1. Kegiatan ......... ............ .... dengan Dana sebesar Rp . ............... .. 

(Pem bangunan ..... ............ Volume .... ....................... ) 

2. Kegiatan ............ . ......... ... dengan Dana sebesar Rp ............ .. ... . 

(Pembangunan ..... .... . ....... Volume ... . .................... .. . ) 

3. Kegiatan ..... .................... dengan Dana sebesar Rp ....... ......... .. 

(Pembangunan ............. .. .. Volume ........................... ) 

tel ah 
Dana 

rincian 

Demiklan Seri ta Acara ini dibuat rangkap 4 (empat) dan di tandatangani 
kedua belah pihak pada tanggal tersebut dlatas untuk dipergunakan sebagaimana. 

PIHAK KE DUA PIHAK PERTAMA 
KETUA BPD ...... ...... . KEP ALA DESA ...... . 

. . . . . . . . . . . . . . . -.......... ...... . . .. ' ........................ ' ... . 



KODE REKENING 

1 

• h r • h r ti 

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16.Januari 2023 

LAPORAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERTAMA 
PEMERINTAH DESA ....... . 
TAHUN ANGGARAN .•.....•• 

ANGGARAN 
REALISASI 

URAIAN 
(Rp) 

ANGGARAN 
(Rp) 

3 4 5 

SUMBEROANA 

6 



Lamplran xxvu.a Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 

Nomor : 2 Tahun 2023 

- INFOGAAFIK • 

APBOes AWAL TAM UN 102 ... ,_ 

QE5A ____ ., ••••• 

KECAMATAN -----·• 

Pemerint-ah Oesa ••••..•.. Kttamatan ... ,--· Kabupaten OKU TIMUR bersama BPO telah 
menyelesalk:an AP80es Awil Tahun 202-.. ,. dengan mengembangkan An.gsaran untuk 
Penyelengaraan Pemerintcih dengan alokaSi vntuk Pembanguoan, Pemb!naan dan dan 

A 

KODE URAIAN 
R£K£NING 

• PENOAPATAN 

4.1 Pcndapatan As,11 Desa (PAD) 

4 .1.1 MasU Vsah& oesa 

4.2 Pen-dapatan Transper 

4,2.l Oana Oesa (ODS) 

4.2.2 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusl Oaerah lP6H} 

4.2.3 Aloka.si Oan.o Des.a (ADO) 

4.3 Pcndapatan Lain-t.aln (OLLJ 

4.3.6 BuogaBan.k 

4 .3 .7 Lain•lain Pendapatan Desa Vang Sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

DELAKJA 

1 EUOANG PENYEL.fNGGARAAN PEMERINTAHAN 0£SA 

1.1 PenyeSenggaraan BebnJa Slltap, TunJan1an dan Ope-ruional Pemerintah-3n oesa 

1.1.01 Pcnyed.iaan Penghas.ilan Te.tap dan Tunjan2an Kepala Oesa 

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap d;)n Tunjangan Pcrangkat Oesa 

clst .... 

1.2 Penvccl13;i:n Sacana Prasarana Pemcrintahan Oesa 

1.2.01 Penyedlaan Sarana (Asct Tctap} Perkantoran/Pcmeflntahan 

dst .... 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

2.1 Sub Bidang Pendidikan 

2.1.01 Pcnvelenggaraan PAUO/TK/TPA/TPO/M3dt3Sih Non formal Milik oesa (Honor, Pakaian dH) 

dst .... 

2.2 Sub Bldang Kese.hatan 

2.2.02 Penvelenggaraa.n Posyandu (Mkn Tambahan, l<ls Bumll, lamsia, lnsentif) 

dst .... 

2.3 Sub Bidan, PekerJaan Umum dan PcnatHl'I Ruang 

l-3. 10 Pembanguna n/RehabilrtasVPeningkatan/Pcn_gcrasan Jal..in oes-1 

<1st .... 

3 BIOANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 

3.2 Sub Bidanc Kebuda:yaan d.10 Keapmaan 

3-2-01 Pemblnaan Group Kesenl.an dan Kebudayaan 

dst .... 

4 81DANG PEM8EROAVAAN MASVARAKAT 

4.2 Sub Bichms Per1anl.tn dan Peternakan 

4.2.01 Peningka1an Produksi Tanaman Pangan 

dst .... 

BIDANG PENANGGULANGAN 8£NCANA, KfAOAAN DARURAT DAN M.ENDESAK DESA 

5.1 Sub Sidans Penanuulanpn Sencana 

S.1.00 Keglatan Penanggulang-an ecncana 

S.3 Sub Bktan1 Keada,30 Mendesa 

S.3.00 Penanganan Keadaan Mendesa 

JUMlAK BElAttJA 

SURPLUS/ (OEFISIT) 

• P£MBIAYAAN 

6.1 Pencrima.ln P~mbiayaan 

6,2 Pengeluaran Pembiayaan 

PEMBIAYAAN NETTO 

SISA LEBIH PEM8JAYAAN ANGGARAN 

Alamat Pengaduan : 

1. Ktcam.atan ............. . 

2. lnspektorat Kabupaten 

ANGGARAN 
SOMBER 

DAHA 

X)OOI 

)()( .. 
)t)()(I( 

_l( )tl( I( 

11,l()()( 

,t)()(I( 

XIUX 

)(J()()( 

)t)t)()( 

l()()(l( 

xxxx 

,o: .•• ""'" 

l(l()()( ....... 

XXl(ll" ....... 

)IJt)( I( 

xxx• ....... 

xxxx ····-· 

XXXlt -..... 

J( )l)I)( 

XXIC>C •...... 

XXJtJl 

....... 
XXXlt 

•••• 
)()1.)1.)( ....... 

11,)( )( )( ..... , .. 
)C)C)CJt 

xxxx 

)1.)1.)()( 

)t)()(l( 

)(l'.)1)1 

•••• 



L.ampiran XXVU,b 

• INFOGAAflK • 
APBDes PERUBAHAN TAHUN 202. •.••• 

DESA • •••••• ••.• 

KECAMATAN ...•.•.•. •. •. ... 

Pemerintah Oesa ....... - Kecamatan ····-··· Kabupaten OKU l 'IMUR be-rs;ama 8PD telah 
menyelesaikan APBDes Perubahan Tahun 202 ...... dengan me-ngembangtan An_ggaran 
untuk Penyelengaraan Pemerintah dengan alokasi untuk Pembangunan, Pemb1naan . 

KODE URAJAN 
REKENING 

• PENDAPATAN 

4,1 Pendapatan Asll Oesa (PAO) 

4.1.1 Hasll Usaha Oesa 

4,2 PendJJ),itan Transper 

4.2.1 Dana Des.a {DDS) 

4.2.2 Penerlmaan Sagi Hasil Pajak Retribusl Daerah (PBH) 

4.2.3 Alol<asi Dana Oesa tAOO) 

4.3 Pendap.atan lain-Lain (Dl l} 

4.3.6 Bunga Bank 

4.3.7 Lain-lain Pcndapatan Desa Vane Sah 

IUMLAH PENDAPATAN 

BEIANJA 

l BIDANG PENVELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

1.1 Penyelenggaraan Bel.anja SHtap~ Tunjangan clan Operaslonal Peme.rlntahan Oesa 

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap din Tunjang.an Kepala oesa 

1.1.02 Penyediaan Penghasi!an Tctap dan Tunjangan Perangkat Oesa 

dst •.•. 

1.2 Penyediaan Sarana Pra~rana Pemerintahan Ot$a 

1.2.01 Penyedlaan Sarana tAset Tetap) Pe,kantoran/Pemerintahan 

dsl .... 

2 BIDANG PELAKSANAAN PEM8ANGUNAN DESA 

2.1 sub etdane Pendidlkan 

2.1.01 Pc-nyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madras.ah Non Formal Milik oesa (Honor, Pakai; 

dst .... 

2.2 Sub Bidang Kesehattn 

2.2.02 Penye!enggaraan Posvandu tMkn Tambahan, Kls 6umil, Lamsia, lnsentif) 

dst .... 

2.3 Sub Bldang PekerJHn Umum dan Penataan Ru-ana 
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Oesa 

dst .... 

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASVARAKATAN 

3.2 Sub Bldang Keb\Jdayaan dan !(eagamaan 

3.2.01 Pemblnaan Group Kesenian dan Kebudayaan 
dst .... 

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 
4.2.01 Peninskat3n Produksi Tanaman Pangan 

d'1 .... 
81DANG PENANGGUIANGAN BENCANA, KEAOAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 

5.1 Sub Bldang PenangguJangan Benana 

5.1.00 Ke-giatan Penanggulangan 6enC3na 
5.3 sub Bldang Keadaan Mendesa 

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesa 

JUMLAH 8ElANJA 

SURPLUS/ (DEFISIT) 

6 PEMBIAVAAN 

6.1 Penerlmaan Pembiayaan 

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 

PEMBIAVAAN NmO 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

Alamat Pengaduar.: 

1. kecamatan ......... ... . 
2. lnspcktora:t Kabupatcn 

Pefaturan 8upati Ogan Komering Ulu limuf 

Nomor : 2 Tahun 2023 

ANGGARAN BERTAMBAH/ SUMBER 

(BERKURANG) DANA 
SEMUIA MENJADI 

xxxx xxxx xx x x 

)CXXX )()()( )( 10()( X 

xxxx X IC XX xxxx 

xxxx xxxx X XXJI 

xxxx xxx x XX)CX 

xxxx )()()1)( xxxx 
)(XX X xxx x xxx• 

xxxx xxxx )()()()( 

xx xx )C X XX xxxx 

x xxx XXJOI x x xx 

)()( IC X X XXX J()(J:)( 

X XX)( X)()(X xxxx ....... 
xxxx XJ:)C )( xxxx ....... 

)()( xx xx xx xx xx ....... 

X)( X X XXX)C X X)(X 

xxxx xxxx xxxx ....... 

xxxx xxx x ){XX X ....... 

xxxx xxxx xxxx ....... 

)()( )( )( XX lit X 10tXX 

)()(xx xxxx xxxx ....... 

xxx x xxxx xx xx 

, ...... 
xxxx xxxx xxxx: 

X )(X X X X )( X XX)( X 

xxxx xxx x X XXX ... , .... 

xxxx X)(XX XXXX ....... 

)( )( )Cl( )C )()()( xx xx 

J(J(XX xxxx XX X K 

xxxx xxxx xxxx 
xx xx xxxx xxxx 

. - -· - . 
xxx x xx xx J( X )( X 

xx xx xxxx )( X X X - ----- . -



KODE 
REKENING 

4 

4.1 

4.1.1 

4.2 
4.2.1 

4.2.2 

d . .2.3 

4.3 

4.3.6 
4.3.7 

l 
1.1 

1.1.01 

1.1.02 

1.2 
1.2.01 

2 

2.1 

2.1.01 

2.2 
2 •. 2.02 

2.3 

2.3.10 

3 
3.2 

3.2.01 

4 

4.2 

4.2.01 

5.1 
s.1.00 

S.3 
S.3.00 

6 

6.1 

6.2 

1.llmpiran X.XVU,c 

• INI-OGMFIK • 
1.APOAAN PEI.AICSANAAN AP8Dts 

SEMEmR PERTAMA/AKHIR TAHUN ....... 
OESA _ ............ .. 

KECAMATAN ·-••--•-·••-

URAIAN 

PlNOAl'ATAN 
Pendapaun Ml °"5a (PAD) 

Hasll Us11'!a Oesa 
Pendapau1n Tr:msper 

Dana Deso \005) 
PenerimHn ~ Kasil PaJ11'; P.etribusi Daenh {PSH) 
Alobsl o.n, 0... (AOO) 

Pendapatan Ulln-1.ain (DU) 

Sunga Bank 
Lain•laln Pendapatan Desa Van.g Sall 

JUMI.AH PEHDAPATAN 

BEi.ANJA 
BIOANG PCNVELENGGAIIMN PEMERINTAHAN DESA 

Penyelenaaraan Bt.l•n:Ja 5'ttap, TunJ1r,1~n din OperasioNI Ptmerintahan DHI 

PMyediNn Pengha,Jl>n Ttup d.., Tun)I- C,pila 0e<a 

Pet\yed'bran Penghasll,n Tttap dan Tun~r,c,n Perangbt Otu 
dst .••• 

Penyedl11n Sarana Prasarana Pemerlntahan Oesa 
Peny~laan Sa.rana {Afft Tatap) Perkantor1r\/Pemerlntah1n 

"'' -810AHG PEI.AICSANAAN PEMIANGUNAN DESA 
SUb lldana Pendidlkan 

Peraturan &upaU Ogan Komarlng Ulu Timur 
Nomor : 2 Tahun 2023 

REAIJSASI SUMBER 
ANGGARAN 

ANGGARAN DANA 

•••x Iii XX X 

xxx x lt XXX 

xxxx )lXXX 

•••• )t)t)C)( ..... 1CX I.JI 

XX)t lt lltX JU 

X XXll •••• 
)C)Cl()t XX l(lt 

xxx x )( XI( )( 

•••• •••• 

X XXX )( XXX 

xx xx xxxx -· 
I XIU )( )Cl{ )( ·--· 

XX k X lU X. k ....... 

••xx xaax 

Ptnyelen.agaraan PAUD/n(JTPA/TPQ/M1.1drasah Non Formal Millk oesa (Honor, Pakaian dll XX)(X X X. X)I ....... 
dst .... 

Su.b Badena Kesehatan 

P~l•""araan Posvoodu [Mko Tomblhln. Kls lklrm1, lamsll, lnsentil) •••• xxx x -dst ... , 

Sub Bldang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruane 
PembMgunan/ RehabUlt~sl/Penlngkatar\/Pengerasan JaJan Desa • xxx X )(XX ....... 
d•t •... 

8JOAHG PEMBINMN KEMASYARAKATAN X X kJC xxxx 
Sub Bldaric kt:buday:aan dan Keagam.aan 

Pemblnun G, oup KHenfon dan Kebuday;nn k X)I I( •)tU ···-· dst .... 
BIDAHG PEMBEROAYAAN MASYARAKAT xx•x )IX X )( 

Sub BJda.nt Pertanla.n d1.n Petemakan 

Pffllntkat.1in PtodukslTan,m.an Pangan 
dst .... llltXI( 

-
X XX• 

810ANG PENANGGULANGAN BINCANA, KEADAAN OARURAT DAN MENOESAK DISA 
Sub Bldana Pen1na,ul1na1n Benuna 

XX ICX X XXX 

Ke-gltlan Pe,na"gs:utan.a.1n B~cana •••• xxxx ·--Sub Bldaoa Keo6'1.•n Meftdesa 
Pt:nan1.ln.ln kead.aan Mendesa 

ltXXX X XX)I' ....... 
JUMIAH BEi.ANJA xxxx l(XXX 

SURPLUS/ [OEHSIT) xx,n: )l X Jl X 

PEMBlAYAAN 

Penerlmi'lan Pcmbiayaan .. )()( )C)(X,l( 
PcnscJua,~n Pembiayaan 

lOI II X )()C)()t 

PEM111AYAAH NETTO •••• •••• 
SISA l.EBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

X ICXX JCXXX 

Alarnat Peng1du1n : 

I . IC,<amaun --·--· 
2. lnspektorat l(~bupaten 



Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Ogan Komeliog Ulu Timur 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16 Januari 2023 

Form 1 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN 
TAHAP ....... . 

SUMBER DANA ALOKASI DANA DESA (ADD) I DANA DESA (ODS) 
TAHUN ANGGARAN ............ .. .............. .. .. . 

Kegiatan 
Pekerjaan 
Lokasi 
Anggaran 
Realisasi 
Slsa 

. . . . ' . .. . .. ' .. ' . . . .. ' ' . . . .. ' . .. .... . .. . ... . 
. . . . . . ' ....... .. -. .. .... .. .. . .. .. .. .... . 
. - .. ' ' .. ... . . ' . . . . . ·• . . .. . .. . .. . ' .. . .... ... ... ' 

. . . . . . . . .. . . . . . .. . -.. . ' .. .. . .... . .. . .. .. ... . .. ' ' . .. . 

. . . . . . . . . . ' .. . .. . .. . .. . .... .. ' . .. . . .. .. . .. .. . . ' . . 
' • ' •• • •• • •• • • • • •• • • • •• •• • • ' • ' • • • • • • ' • • •• • • •••• ➔ • •• • 

. . . . .. . .. .... . .. . ... .. . 
. ... ' ... ... .. . . -. ... ' .. . . 
.. ... ' . -... . .. .. . . 

' . . .. . ... . - . . ... ' .. ' ... . . 
...... ..... ............ . 

Pada hari ini ....... Tanggal .... .. ..•.. Bulan ... .... Tahun ........ . ... ..•... ..... Bertempat didusun ... ..... Oesa 
...... .. .... .. Kecamatan ... ... ...... . ... . , tetah dilakukan Pemeriksaan bersama terhadap kegiatan Pembangunan 

sesuai dengan hasil pemeriksaan bersama tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut : 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . ' .. . . .. . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ... . .. .. . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ... . . .... . . 
. . .. . . . ' .. . ' . . ' .... ' .. . ' ...... .... . - . '. ' ... ..... ..... -.. . ... . . .. ' .. ' 

·· · ·· •·· · ·· ..... .... ....... ... .. ....... .... ... .. ... ... .... .. ... .. ... ... .. .......... . 
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . .. ........... . -.. ' . . ' ' . . .. ' .. ' .. .. ...... . . .. . . 

. . . . -. ... ... . ... . ' • · .. .... .... .. -....... . " . ' . . .. -... . .. ..... . ' .. ' ... .. . .. . .. -.. - . 
' .. .. ' . - . ,. . . . . . . . . . . .. ' .. ' .. . ........ -...... ... ' ... ' 

. ' ... ..... ' .. ' ., ' . ' ' . ' . - ' . -. .. . ... ... .. . . . -.. -... ...... ' 

. ' ..... ' . - . .. . ., .. ' .... . ' ... ....... . ' . -. ,, . . . . . . . . . . .. ' ... .. .. ...... - . ' ... ' .... ... ' 

.. .. . .. . .... . .... .. . , .. , .. ... .. ... .. .. ···· ·· · · ·· ·· · ·· ·· ·· · ·· · ··• ·· •·· ·· ···· 
.. .... .. . ' . ... ., ' .... . . . ' ... . . . ' ' ... . . ' . ,. ... ' 

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan pemeriksaan bersama tersebut disajikan dalam 
format terlampir. 

Dari hasil Pengukuran dan pemeriksaan Pekerjaan yang telah dilakukan, bila ada hal-hal yang berkenaan 
dengan Rekomendasi perbaikan agar dapat segera ditindaklanjuti. 

Demikian Berita Acara ini kami buat, agar pihak-plhak yang berkepentingan dapal mengetahuinya. 

Ditandatan~ani bersama : 
No. Nama Jabatan Tanda Tanaan 

1 ... .... ... ........ ... ... ... .. .. , 
2 ... .... ... ........ . 
3 ... , .. , ... .. ......... .... .. ... . . 
4 ... . , .... ............ .... .. ... . . 
5 

6 ··· ··· ··· ······ ·"'·· ··········· 
7 ··· ····· ··· ·····" ······ ········ 
8 
9 .. , ., ...... . . .. .... .............. .... ........ -

dst 

Menyetujui : 
Kepala Desa ... , .......... ..... . 

Mengetahui : 
Tim Verifikasi : Ketua BPD .............. .. .. . . 
1 .... ... ... .. . .... .. . .. . ... . . . ... ... . 

2. ··· ··· ······ ······ ··· ··· ··· ··· ··· " 
3 .... ... ....... .. ... ... ... ... ....... . 



Form2 

Gambar Lamoiran Hasil Penoukuran dan Pemeriksaan : 

Menyetujul 
Kepala Cesa 

Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor : 2 Tahun 2023 
Tanggal : 16 Januari 2023 . 

Tim Pelaksana Kegiatan 
Ketua 



Lampiran XXVIII : Peraturan Bupali Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor : 2 T ahun 2023 
Tanggal : 16 Januari 2023. 

Form3 FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN 

Kegiatan 
Oesa 
Kecamatan 
Kabupaten/Kota 
Tanggal 

. ... ........... , ... ......... . 
' ...... ... ....... .. ..... .... . 

'···························· 
. ··················· ···•····· 

Pekeriaan va"" dineriksa 
Sketsa 

No. Jeni& Pekerjaan 
Gambar 

dan 
Ukuran 

Mengetahui 

JumlahN 
olume 
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